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Pendidikan di pesantren mendapat status mu’adalah (penyetaraan) dengan MA/SMA 
dari pemerintah pasca diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 18 Tahun 
2014 tentang Satuan Pendidikan Mu’adalah pada Pondok Pesantren dan diperkuat 
dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, sebagai bentuk 
pengakuan bahwa pesantren sebagai sub-kultur sekaligus sub-Sistem Pendidikan 
Nasional, karena tak dapat dipungkiri lulusan pesantren selama ini memang telah 
diakui kualitasnya dengan indikator banyak alumni pesantren yang dapat melanjutkan 
ke perguruan tinggi ternama baik dalam negeri maupun luar negeri, kemampuan di 
berbagai bidang, serta menjadi beberapa tokoh nasional maupun internasional. 
Asumsinya adalah terciptanya lulusan yang berkualitas tersebut karena mereka dididik 
oleh guru yang berkualitas pula. Oleh karenanya penelitian memfokuskan pada 
pengembangan kompetensi, motivasi, dan komitmen guru pada Satuan Pendidikan 
Mu'adalah di Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan. Teori-
teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Teori Human Resources Management 
(Ronald W. Rebore, 2004), Teori Kompetensi (Spencer dan Spencer, 1993), Teori 
Komitmen Organisasional (Mayer dan Allen, 1990), dan Motivasi Teori Z (Ouchi, 
1987). Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dirancang dengan 
metode kualitatif. Lokasi penelitian di Tarbiyatul Mu’allimien al-Isamiyah (TMI) Al-
Amien Sumenep, dan Madrasah Aliyah Miftahul Ulum (MMU) Pesantren Sidogiri Pasuruan. 
Penentuan informan yang digunakan dengan teknik purposive. Teknik pengumpulan 
data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan instrumen wawancara, 
observasi, dan studi dokumenter. Aktivitas dalam analisis data yaitu: data 
condensation, data display, dan conclusion drawing/verifications. Dalam penelitian ini 
menggunakan beberapa kriteria untuk memeriksa  keabsahan data, yaitu triangulasi. 
Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, pengembangan kompetensi guru pada pesantren 
Mu’adalah dilakukan melalui pembinaan yang lebih fleksibel, bersifat integratif dan 
holistik selama 24 jam baik tingkat madrasah maupun ma’had. Kedua, pengembangan 
motivasi guru pada pesantren Mu’adalah merupakan aktualisasi dari falsafah atau 
prinsip-prinsip spiritualitas, keikhlasan, serta barakah yang selalu ditanamkan dan 
dibudayakan di pesantren, sehingga hasil yang diperoleh mereka berupa kepuasaan 
bathiniyah. Ketiga, pengembangan komitmen guru pada pesantren Mu’adalah 
merupakan aktualisasi dari falsafah Trifungsi Guru (guru sebagai pendidik, guru 
sebagai manajer, dan guru sebagai thalabul ilmi), serta prinsip pengabdian dan 
keteladanan yang selalu dilestarikan di pesantren.  
 
Kata Kunci: Pesantren Profesional, Pengembangan Guru, Pesantren Mu’adalah, 







A. Konteks Penelitian  
Secara filosofis, dengan adanya tantangan global dan tuntutan kebijakan, 
pesantren tidak akan mudah merubah atau melepaskan jati dirinya. Hal itu karena 
pesantren tetap memegang teguh filosofi Pancajiwa Pesantren, yang meliputi: 
keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, ukhuwah islamiyah dan berjiwa bebas. 
Ikhlas berarti Sepi Ing Pamrih atau tidak didorong oleh motif untuk meraih 
keuntungan tertentu; Kesederhanaan bukan berarti Nrimo (pasif). Namun 
bermakna berjiwa besar, kekuatan, dan ketabahan hati dalam menghadapi 
berbagai kesulitan; Berdikari (kemandirian) bermakna pesantren tidak 
menyandarkan hidupnya pada bantuan dan belas kasihan pihak lain; Ukhuwah 
islamiyah bermakna persaudaraan, persatuan dan, gotong royong; Sedangkan 
berjiwa bebas bermakna bebas berpikir, berbuat, dan menentukan masa depan 
serta memilih jalan hidupnya.1  
Secara sosiologis, sejak tahun 60-an banyak santri dari negara tetangga 
seperti: Malaysia, Thailand, dan Singapura, belajar di pesantren Indonesia yang 
kemudian mengembangkannya di negara masing-masing dengan cita rasa 
nusantara, mereka justru melihat originalitas pendidikan di pesantren. Oleh karena 
itu, dibutuhkan formulasi bagaimana pesantren sebagai subkultur yang memiliki 
kekhasan dengan ragam layanan yang ada, dapat setara dan diakui status 
                                                          
1 Tim Penyusun, KH. Imam Zarkasyi: Dari Gontor Merintis Pesantren Modern, (Ponorogo: 
Gontor Press, 1996), 427-429, yang dikutip oleh Umar Bukhory, “Status Satuan pendidikan 
Mu’adalah: Antara Pembebasan dan Pengebirian Jati Diri Pendidikan Pesantren”, Jurnal KARSA, 
Vol. IXI, No. 1 April, (2011), 53 
2 
lulusannya.2 Selain itu, tumbuh dan berkembangnya kelompok radikal, khususnya 
yang dipengaruhi oleh kelompok radikal Islam trans-nasional, di Indonesia saat ini 
bukan fenomena yang muncul seketika tetapi merupakan suatu proses evolusi 
sejalan dengan dialektika antara perkembangan yang dinamis. Gerakan-gerakan 
transnasional ini memiliki kemampuan sangat canggih dalam memanfaatkan 
cyber technology. Artinya pengaruh perkembangan globalisasi, benar-benar 
membuat ideologi radikal begitu mudahnya masuk ke masyarakat Indonesia.3 
Media paling utama dalam menanamkan komitmen keagamaan dan kebangsaan 
yaitu dengan basic nilai-nilai keagamaan dan kepesantrenan. Keramahan wajah 
pesantren dibentuk oleh karakter pesantren itu sendiri, yaitu: (1) Tawassuth, yakni 
tidak memihak atau moderasi; (2) Tawazun, menjaga keseimbangan dan harmoni, 
(3) tasammuh, toleransi; (4) Tasyawwur, musyawarah; (5) Adil, bersikap adil 
dalam beraksi ataupun bereaksi. Sehingga jika berbicara tentang solusi terhadap 
masalah-masalah di atas, maka memang harus optimalisasi melalui strategi 
pesantren, karena pesantrenlah yang memperkenalkan cara pertama untuk 
melindungi bangsa ini dari berbagai macam paham dari luar yang kini mulai 
menggerogoti bangsa. 
Secara yuridis, satuan pendidikan di pesantren mendapat legalitas atau 
pengakuan Mu’adalah (penyetaraan) dengan MA/SMA dari pemerintah pasca 
diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 18 Tahun 2014 tentang 
Pesantren Mu’adalah pada Pondok Pesantren. Hal itu sebagai amanat dari Pasal 
                                                          
2 Zayadi, “Upaya Mencapai Kesetaraan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan 
Pesantren Dari Perspektif Politik Anggaran”, makalah disampaikan pada diskusi publik di jakarta, 
8 Juni 2017 
3 Mohammad AS. Hikam, Peran Masyarakat Sipil Membendung Radikalisasi, (Jakarta: 
Kompas, 2017), 12 
3 
30 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 
Pendidikan Keagamaan, dan PMA No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan 
Keagamaan Islam. Namun, dengan diterbitkannya kebijakan tersebut, maka 
pesantren saat ini dihadapkan pada problem baru yakni kesiapan menjadikan 
pesantren sebagai alternatif pendidikan Islam di Indonesia yang mempunyai nilai 
dan daya saing yang kompetitif dengan lembaga pendidikan formal lain. 
Keterlibatan pemerintah tentu harus diimbangi dengan kemauan pesantren untuk 
berbenah diri, terutama tentang pengelolaan dan inovasi pendidikan yang sesuai 
dengan regulasi dan tata kelola pendidikan yang diatur oleh pemerintah.  
Hal tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 
2019 tentang Pesantren pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Pada Pasal 1 
disebutkan, "Pendidikan Muadalah adalah pendidikan pesantren yang 
diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum 
sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah 
Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur."4 
Pesantren Mu’adalah yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) 
bagian: Pertama, pesantren yang lembaga pendidikannya disetarakan dengan 
lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri seperti Universitas al-Azhar Cairo 
Mesir, Universitas Umm al-Qurra Arab Saudi maupun dengan lembaga-lembaga 
non formal keagamaan lainnya yang ada di Timur Tengah, India, Yaman, Pakistan 
atau di Iran. Kedua, pesantren Mu’adalah yang disetarakan dengan Madrasah 
                                                          
4
 Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 1 
4 
Aliyah dalam pengelolaan Kementerian Agama RI dan yang disetarakan dengan 
SMA dalam pengelolaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Keduanya 
mendapatkan SK dari Direktur Jenderal terkait.5 Dalam penelitian ini, penulis 
memfokuskan pada kategori kedua, yaitu pesantren yang disetarakan dengan 
MA/SMA, yaitu Tarbiyatul Mu’allimien al-Islamiyah (TMI) Al-Amien Sumenep 
dan Madrasah Aliyah Miftahul Ulum (MMU) Pesantren Sidogiri Pasuruan.  
Secara religius, Islam sangat menganjurkan bahwa pengembangan sumber 
daya manusia harus benar-benar dilakukan secara profesional. Dalam konteks ini, 
maka seseorang pimpinan atau pihak yang memiliki otoritas di bidang 
pengembangan guru perlu mendesain, memperbaiki, mengembangkan, serta 
menilai kinerja para pendidik yang dipimpinnya.6 Sebagaimana diperintahkan 
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“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah 
hendaknya kamu berharap.”7  
 
قَالَ كَيف إِضاعتها يا  انتظر السّاعةَإِذَا ضيِّعت الْأَمانةُ فَ  
ولَ اللَّهسر هلرِ أَهإِلَى غَي رالْأَم نِدةَ قَالَ إِذَا أُساعّالس رظتفَان  
Rasulullah bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja 
kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; “bagaimana maksud 
amanat disia-siakan, Ya Rasulullah?” Beliau menjawab, “Jika urusan 
diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.”8 
 
                                                          
5 Choirul Fuad Yusuf, Pedoman Pesantren Mu’adalah, (Jakarta: Direktur Jenderal Direktur 
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), 8 
6 Abdus Salam, Manajemen Insani Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 147 
7 QS. Al-Insyirah: 7-8  
8 Shahih al-Bukhari, Hadis no. 6015  
5 
Keberadaan pendidik menempati kedudukan yang penting di lembaga 
pendidikan, hingga ada ungkapan: the man is behind the gun; the right man is in 
the right place. Sumber daya yang lengkap di lembaga menjadi sia-sia apabila 
ditangani oleh tenaga yang tidak profesional dan tidak full-commitment. Atas 
dasar inilah, upaya untuk pengembangan harus dilakukan secara sungguh-sungguh 
untuk menghasilkan pendidik yang berdaya guna dan berdaya saing.9 
Secara empiris, berdasarkan observasi awal di lokasi penelitian ditemukan 
bahwa pengembangan guru di Pesantren Al-Amien Prenduen Sumenep ditangani 
oleh Biro Pendidikan dan Pembudayaan khususnya Divisi Koordinator Guru 
Master (Pengembangan Kurikulum) dan Koordinator Majlis Pertimbangan 
Organisasi (MPO).10 Sedangkan, di pesantren Sidogiri ditangani oleh 
BATARTAMA (Badan Tarbiyah wa Taklimiyah Madrasiyah), khususnya di 
bidang Keguruan yang bertugas melaksanakan rekrutmen, pembinaan, pemilihan 
Guru Tugas (GT), hingga pengawasan. BATARTAMA ini membawahi seluruh 
tingkatan Madrasah Miftahul Ulum (MMU) berfungsi untuk mensinergikan 
semua tingkatan itu dan mengembangkan mutu pendidikannya.11  
Dengan diterbitkannya PMA No. 18 Tahun 2014, banyak lembaga pesantren 
merasa lega, karena lulusan pesantren pun juga telah diakui secara legal dan dapat 
melanjutkan ke beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, baik dalam negeri 
maupun luar negeri. Madrasah Miftahul Ulum (MMU) Aliyah Pesantren Sidogiri 
                                                          
9 Moh. Khusnuridlo, Standar Nasional Pendidikan: Manajemen Tenaga Pendidik dan 
Kependidikan, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 31 
10 Diolah dari Muh. Hamzah, (Mudzir Marhalah Aliyah TMI Al-Amien Prenduan), 
wawancara, 27 Maret 2018 
11 Saifulloh Naji, TAMASSYA: Laporan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri, (Pasuruan: 
Sekretariat Pondok Pesantren Sidogiri, 2012), 24 
6 
Pasuruan, bahkan sebelum mendapat status Mu’adalah dari Dirjen Pendidikan 
Islam, sudah diakui oleh beberapa Universitas, baik dalam negeri maupun luar 
negeri, seperti Universitas Nasional Pasim Bandung, UNSURI Surabaya, Sekolah 
Tinggi Ekonomi Islam TAZKIA Bogor, Universitas al-Azhar Kairo, dan lainnya, 
sehingga lulusan Madrasah Miftahul Ulum Aliyah Pesantren Sidogiri bisa  
melanjutkan jenjang pendidikannya ke universitas-universitas tersebut.12 
Selain itu, tidak hanya sekedar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi 
ternama, namun indikasi lainnya juga dapat tercermin misalnya melalui 
pencapaian tujuan Pesantren Al-Amien Sumenep yaitu untuk mencetak alumni 
yang berjiwa guru, dan hampir setiap tahun sekitar 200-an surat masuk dari 
lembaga di seluruh Indonesia mulai dari Aceh, Makassar, NTB, dan sebagainya 
yang meminta alumni TMI Al-Amien untuk mengajar di lembaga yang 
bersangkutan, mereka pun diterima dengan baik.13 Begitu pula dengan Pesantren 
Sidogiri, yang secara istiqomah melaksanakan program Guru Tugas (GT) dan da’i 
Sidogiri ke penjuru Indonesia, pada tahun 2016 saja sudah mengirim 597 GT/Dai, 
dan tahun 2017 telah melepas sekitar 53 GT/Dai dengan titik dakwah tersebar 
dalam 18 propinsi. Dalam dokumen laporan tahunan  “TAMASYA” ada 3 
maslahah pengiriman tugas menurut KH. Siradj Nawawie, yakni: (1) Maslahah 
untuk madarasah penerima guru tugas; (2) Maslahah untuk guru tugas yang 
bersangkutan, dan (3) Maslahah untuk pondok pesantren Sidogiri.14 
                                                          
12 Saifulloh Naji, TAMASSYA: Laporan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri, (Pasuruan: 
Sekretariat Pondok Pesantren Sidogiri, 2012), 43 
13 Siti Aisyah, Achmad Supriyanto, dan Wildan Zulkarnain, “Manajemen Kurikulum Hidup 
dan Kehidupan Pada Pondok Pesantren Mu’adalah TMI Al-Amien Prenduan,” dalam http://karya-
ilmiah.um.ac.id/index.php/ASP/article/view/38789, 6, diakses 16 Maret 2018  
14 Saifulloh Naji, TAMASSYA, 45 
7 
Kualitas alumni pesantren Mu’adalah tidak hanya sebatas berdasarkan 
perolehan prestasi belajar melalui nilai-nilai angka yang didapat melalui rangking 
kelas namun ukurannya pada sejauh mana output yang dihasilkan juga bisa 
bermanfaat di masyarakat berdasarkan keunggulan yang dihasilkan adalah 
kemampuan untuk menjadi ulama atau cendikiawan. Cendekiawan dalam 
pengertian khusus yaitu dalam konteks akademik, terdapat beberapa dari lulusan 
pesantren Mu’adalah yang melanjutkan pendidikannya sampai jenjang Doktor 
(S3). Dalam konteks cendikiawan secara wujud konkrit yaitu terdapat dari lulusan 
pesantren Mu’adalah yang menjadi dosen, guru, penulis, dan profesi sejenisnya. 
Sedangkan konteks kemasyarakatan peran alumni di masyarakat terdapat lulusan 
pesantren Mu’adalah yang menjadi kepala daerah dan sebagainya.15  
Asumsi dasar yang dikembangkan adalah terciptanya lulusan yang 
berkualitas tersebut karena mereka dididik oleh guru yang berkualitas pula. Guru 
merupakan komponen paling menentukan kualitas pembelajaran karena di tangan 
guru, kurikulum, sarana dan prasarana serta iklim pembelajaran menjadi suatu 
yang berarti bagi santri.16 Oleh karena itu, dibutuhkan guru yang bermutu karena 
perannya dalam pengembangan intelektual, emosional dan spiritual santri sangat 
penting.17 Jadi, kompetensi, motivasi, dan komitmen guru merupakan komponen 
utama bagi suksesnya penyelenggaraan pendidikan Mu’adalah. 
                                                          
15 Diolah dari Arbain Nurdin dan Khairul Umam, (alumni dan mantan guru TMI Al-Amien 
Prenduan), wawancara, 14 Maret 2018  
16 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 
Menyenangkan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 5 
17 Darling Hamond, L., and Bransford, J., Preparing Teachers for a Changing World, (San 
Francisco: John Wiley and Sons, 2006), 5 
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Jika potensi dan keunikan setiap pesantren Mu’adalah tersebut dikelola 
dengan baik, maka dapat menghasilkan output dan outcome yang berkualitas pula. 
Pengembangan kompetensi guru diawali dari pola rekrutmen dan seleksi baik 
yaitu objektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat mendapatkan guru yang 
kompeten. Pengembangan guru di pesantren Mu’adalah juga harus dilakukan 
dengan mempertimbangkan unsur-unsur Pancajiwa Pesantren yaitu: keikhlasan, 
kesederhanaan, ukhuwah islamiyah, kemandirian, dan kebebasan.18  
Pengembangan guru ini berusaha memfasilitasi aktualisasi dan 
pengembangan melalui program-program pengembangan dan pemberdayaan 
(development and empowerment programs) yang dimaksudkan untuk 
memperbaiki kompetensi, komitmen, dan motivasi, para pendidik. Dengan cara 
demikian, institusi memiliki kekuatan bukan saja sekedar bertahan (survive), 
melainkan tumbuh (growth), produktif (produktive), dan kompetitif (competitive). 
Dengan cara demikian, dapat diwujudkan lembaga pendidikan Islam yang 
adaptable dan self capable dalam merespon tuntutan global.19 
Oleh karena itu, output dari penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan 
sebuah rumusan konsep pengembangan guru pada pesantren Mu’adalah yang 
notabene berbeda dengan lembaga pendidikan formal. Sekaligus temuan formal 
penelitian ini sebagai kritik dan penyempurna teori formal konvensional, sehingga 
dapat menghasilkan pengembangan guru versi pesantren Mu’adalah, yang dapat 
menciptakan pendidik yang profesional sekaligus output dan outcome alumni 
                                                          
18 Penjelasan tentang Pancajiwa Pesantren dapat dilihat: Imam Tolkhah dan Barizi, 
Membuka Jendela Pendidikan, Mengurai Akar Tradisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2004), 55-56  
19 Khusnuridlo, Standar Nasional Pendidikan, 49 
9 
yang berkualitas pula. Karena pada dasarnya, tujuan dari pengembangan guru 
adalah untuk memperbaiki, mempertahankan, dan meningkatkan kompetensi, 
komitmen, serta Motivasi Guru profesional seperti yang dibutuhkan organisasi.20 
Sehingga, pendidik sebagai titik sentral peningkatan kualitas pendidikan yang 
bertumpu pada kualitas pembelajaran dapat tercipta dengan baik. Kedududukan 
pendidik di pesantren, baik salafiyah maupun khalafiyah sangat urgen, karena 
berjalan dan tidaknya proses pembelajaran tergantung dari guru.  
Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji secara lebih mendalam dengan judul “Pesantren Profesional (Studi 
tentang Pengembangan guru Pada Program Mu’adalah di Pesantren Al-
Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan).” 
B. Fokus Penelitian  
1. Bagaimana pengembangan Kompetensi Guru pada pesantren Mu’adalah di 
Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan?  
2. Bagaimana pengembangan Komitmen Guru pada pesantren Mu’adalah di 
Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan? 
3. Bagaimana pengembangan Motivasi Guru pada pesantren Mu’adalah di 
Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan?  
C. Tujuan Penelitian 
1. Menganalisis pengembangan Kompetensi Guru pada pesantren Mu’adalah di 
Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan.  
                                                          
20 Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi, (Bandung: 
Rafika Aditama, 2013), 13  
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2. Menganalisis pengembangan Komitmen Guru pada pesantren Mu’adalah di 
Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan.  
3. Menganalisis pengembangan Motivasi Guru pada pesantren Mu’adalah di 
Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan.  
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun 
praktis berupa pengembangan guru versi pesantren Mu’adalah. Adapun manfaat 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Peneliti, yaitu: (a) sebagai sarana untuk menerapkan pengalaman belajar 
yang telah diperoleh; (b) sebagai sarana untuk meningkatkan dan 
mengembangkan pengetahuan yang telah diperoleh di jenjang perkuliahan; 
dan (c) merupakan usaha untuk melatih diri dalam memecahkan permasalahan 
yang ada secara kritis, obyektif dan ilmiah khususnya tentang pengembangan 
guru pada pesantren Mu’adalah.  
2. Bagi Perguruan Tinggi, yaitu: (a) sebagai bahan kajian atau rujukan untuk 
pengembangan keilmuan selanjutnya, khususnya terkait dengan 
pengembangan guru pada pesantren Mu’adalah; dan (b) sebagai karya ilmiah 
yang dapat dijadikan bahan referensi.  
3. Bagi pesantren dan madrasah, yaitu: (a) dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan dalam menerapkan pengembangan guru pada pesantren 
Mu’adalah; dan (b) dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penerapan 
pengembangan guru ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. 
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4. Bagi Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan dan Kabudayaan 
RI, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan 
informasi dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengembangan guru 
pada pesantren Mu’adalah di pesantren. 
E. Definisi Istilah  
1. Pesantren Profesional  
Pesantren profesional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
sebutan bagi pesantren yang tidak hanya diselenggarakan menggunakan 
manajemen secara tradisional yang sekedar ala kadarnya dan mengalir apa 
adanya, tetapi pesantren yang telah menerapkan fungsi-fungsi manajerial 
secara profesional meskipun tetap mempertahankan jati diri dan nilai-nilai 
spiritualitas-nya yakni Pancajiwa Pesantren. Dalam hal ini peneliti menyebut 
Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan 
sebagai bagian dari Pesantren Profesional. Kedua lokasi yang dipilih dalam 
penelitian ini memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing, khususnya 
terkait dengan pengembangan guru yang ada di dalamnya.  
Tarbiyatul Mu’allimien al-Islamiyah (TMI) Al-Amien Sumenep 
tepatnya di Desa Pragaan Laok, Kecamatan Prenduan, Kabupaten Sumenep 
Madura, dipilih sebagai pesantren Mu’adalah modern dan termasuk 
penyelenggara program Mu’adalah pertama di Jawa Timur (di samping 
Pesantren Modern Gontor)21, serta memiliki kekhasan dalam mengembangkan 
                                                          
21 Pesantren mu’adalah di Indonesia bermula dari pengakuan Dirjen Pembinaan 
Keagamaan Agama Islam melalui SK No. E.IV/PP.032/KEP/64 dan 80/98 tertanggal 9 Desember 
1998 kepada Pondok Modern Gontor Ponorogo dan Pondok Pesantren Al-Amien Sumenep. 
Pengakuan terhadap dua pesantren tersebut berlanjut dengan Keputusan Mendiknas No. 105 dan 
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pendidik di dalamnya, yaitu mengembangkan pendidik secara continue dan 
integrative untuk menguasai bidang studi masing-masing melalui bimbingan 
khusus yang dilakukan oleh para ‘guru master’ melalui wadah divisi 
Koordinator Guru Master (KGM). Tugas dari guru master ini diantaranya 
untuk mengefektifkan proses pembelajaran sehari-hari, membina guru bidang 
edukasi, pengembangan kurikulum, serta mengontrol dan evaluasi 
pembelajaran yang dilaksanakan oleh setiap guru.22 Sedangkan, Madrasah 
Aliyah Miftahul Ulum (MMU) Pesantren Sidogiri Pasuruan, yaitu termasuk 
pesantren Mu’adalah berciri salafiyah pertama di Jawa Timur23 (di samping 
Pesantren Lirboyo) serta memiliki keunikan dibanding pesantren Mu’adalah 
yang lain bahwa pada waktu penerimaan status Mu’adalah, pesantren Sidogiri 
mengajukan sebuah syarat, yakni mau menerima status ini dengan catatan 
tidak merubah apapun terkait sistem yang sudah berjalan di pesantren. 
Meskipun bersifat salaf, tetapi para guru yang mengajar di lembaga tersebut 
diharuskan juga dapat menguasai skill Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. 
Bahkan juga disediakan berbagai macam kursus untuk melatih skill para 
pendidik agar tidak buta teknologi dan ketinggalan zaman.24 
 
 
                                                                                                                                                               
106/0/2000 tertanggal 29 Juni 2000. Lihat Umar Bukhory, “Status Pesantren Mu’adalah: Antara 
Pembebasan dan Pengebirian Jatidiri Pendidikan Pesantren”, Jurnal KARSA, Vol. IXI No. 1 
April 2011, 58; Namun, penelitian ini tidak memilih lokasi di pesantren modern Gontor karena 
keterbatasan administrasi dalam penelitian*.  
22 http://al-amien.ac.id/yayasan/yap/biro-pendidikan-pembudayaan/, diakses pada 15 Maret 
2018 
23 Madrasah Miftahul Ulum (MMU) Aliyah Pesantren Sidogiri didirikan pada 21 Oktober 
1982, dan mendapat status mu’adalah dari Kementerian Agama RI sejak 2006.   
24 Diolah dari Muh. Yahya, (Alumni Pesantren Sidogiri), wawancara, 12 Maret 2018 
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2. Pengembangan guru  
Pengembangan merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya 
manusia. Fungsi operasional Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), 
diantaranya: perencaan SDM, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan; 
penilaian kinerja; dan pemberian kompensasi.25 Pengembangan yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah program khusus yang dirancang dan 
dilaksanakan oleh pengelola pesantren Mu’adalah dengan tujuan membantu 
para pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kompetensi, 
komitmen, dan motivasinya. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pengelola 
pesantren Mu’adalah dalam usaha pengembangan kompetensi guru dapat 
berupa pembinaan, pelatihan dan pendidikan, berbagi sumbangan ide, 
pemberian reward and punishment, rotasi jabatan, delegasi, dan konseling. 
Pengembangan ini meliputi tiga tahapan: tahap asesmen, tahap 
pengembangan, dan tahap evaluasi pengembangan. 
                                                          
25 Para pakar berbeda pendapat dalam menafsirkan dan menggunakan istilah setiap fungsi 
Manajemen Sumber Daya Manusia ini, misalnya Simamora (1999:3) meliputi: pendayagunaan, 
pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu atau kelompok pekerja. 
Handoko (2008:4) meliputi: penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan 
sumber daya manusia. Mangkunegara (2002:2) meliputi: pengadaan, pengembangan, pemberian 
balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja. Sofyandi (2009:6) meliputi: 
proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang terdiri dari promosi, 
demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga 
pemutusan hubungan kerja. Flippo (1984:5) meliputi: pengadaan tenaga kerja, penegembangan, 
kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya. Gomes 
(2003:6) meliputi: pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 
pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja. Gary Dessler (1997) meliputi: perekrutan, 
penyaringan, pelatihan, pemberian imbalan, dan penilaian. Sadili (2010) meliputi: perencanaan 
sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penilaian prestasi kerja, 
kompensasi, pemeliharaan keselamatan tenaga kerja, dan hubungan karyawan. Khusnuridlo (2013) 
meliputi: perencanaan kebutuhan, rekrutmen dan seleksi, pembinaan dan pengembangan, mutasi 
dan promosi, serta kesejahteraan. Rebore (2004) meliputi: perencanaan SDM; rekrutmen pegawai; 
seleksi pegawai; penempatan dan penugasan; pengembangan pegawai; penilaian kinerja; dan 
pemberian kompensasi. Meskipun berbeda dalam membagi fungsi/tahapan dan istilah yang 
digunakan, namun pada hakikatnya sama. 
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Pengembangan guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses 
pemberdayaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan sehingga dapat 
memiliki kompetensi, komitmen, dan motivasi yang diharapkan sehingga 
dapat tercapainya tujuan organisasi. Pengembangan guru ini difokuskan pada 
metode-metode pengembangan, faktor yang mempengaruhi, serta hasil 
pengembangan terhadap kompetensi, komitmen, serta Motivasi Guru dan 
tenaga kependidikan pada pesantren Mu’adalah di Pesantren Al-Amien 
Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan.  
3. Pesantren Mu’adalah 
Pesantren Mu’adalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang 
diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan 
mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab 
kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin secara 
berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan 
dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama RI.26 
Pesantren Mu’adalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
pendidikan pesantren yang disetarakan dengan lembaga pendidikan formal 
setingkat MA/SMA dengan menggunakan kriteria baku yang telah ditetapkan 
secara adil dan terbuka melalui PMA No. 18 Tahun 2014. Pesantren 
Mu’adalah yang menjadi lokus penelitian ini meliputi: Tarbiyatul Mu’allimien 
al-Isamiyah (TMI) Al-Amien Sumenep dan Madrasah Aliyah Miftahul Ulum 
(MMU) Pesantren Sidogiri Pasuruan.  
                                                          
26 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 18 tahun 2014 Tentang Satuan 





A. Penelitian Terdahulu  
Untuk menjamin orisinalitas penelitian ini, peneliti melakukan 
penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Adapun dalam 
penelusuran yang dilakukan terdapat beberapa penelitian yang sejenis dilihat 
dari kemiripan-kemiripan dari tema yang diangkat oleh peneliti-peneliti 
sebelumnya. Namun demikian, dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang 
signifikan dari beberapa penelitian tersebut.  
Pertama, penelitian tentang pendidikan Islam yang dapat dianggap 
penting dilakukan oleh Steenbrink dengan judul: “Pesantren, Madrasah, 
Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern” yang fokusnya pada 
pergeseran pemikiran dan transformasi pendidikan sebagai akibat modernisasi 
dan depolitisasi Islam. Dengan menggunakan pendekatan sejarah sosial, 
Steenbrink melihat adanya perubahan sikap di kalangan umat dari 
mengutamakan Pelajaran Agama dan Bahasa Arab ke arah penghargaan yang 
lebih positif terhadap ilmu-ilmu umum. Perubahan ini membawa dampak luas 
bagi sistem pendidikan Islam pada umumnya.27 Penelitian Steenbrink 
menekankan pembaharuan pada aspek kurikulum dan modernisasi lembaga 
pendidikan menuju model/jenis pendidikan modern (Barat). Penelitian yang 
penulis lakukan berbeda dengan yang dilakukan Steenbrink. Perbedaannya 
terletak pada pendekatannya, dimana Steenbrink menggunakan pendekatan 
                                                          
27 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun 
Modern, (Jakarta: LP3ES, 1986) 
16 
sosiologis-historis, sedangkan penulis menggunakan pendekatan 
fenomenologi dalam membahas pesantren Mu’adalah. Dalam proses 
modernisasi itu Steenbrink menekankan pada perubahan arah dan kurikulum 
yaitu semakin besarnya porsi ilmu-ilmu sekuler, sedangkan penulis 
menekankan pada eksistensi pola pesantren Mu’adalah yang masih 
mempertahankan jati diri dan ciri khasnya, namun dengan kualitas yang tidak 
kalah dengan lembaga pendidikan formal yang lain.  
Kedua, Mastuhu dalam penelitian disertasinya dengan judul “Dinamika 
Sistem Pendidikan Pesantren” yang memfokuskan kajiannya tentang sistem 
pendidikan pesantren. Secara umum penelitian Mastuhu adalah bagaimana 
pesantren menghadapi tantangan zaman, sedangkan secara khusus mengkaji 
tentang unsur-unsur apa dalam sistem pendidikan pesantren yang masih 
relevan untuk dipertahankan (continuity) dan unsur-unsur apa yang harus 
ditinggalkan atau dirubah (change)?28 Walaupun Mastuhu juga berbicara 
tentang nilai-nilai terutama dari perspektif sosiologis-antropologis, namun 
tidak membahas tentang bagaimana pengakuan atau penyetaraan (Mu’adalah) 
status sistem pendidikan pesantren dengan pendidikan formal lain.  
Ketiga, Abdus Salam Sarker, “Human Resource Management Practices 
and Employee Performance in Banking Sector of Bangladesh,” dalam Journal 
of Human Resource Management, Vol. XX, No. 1, 2017, ISSN 2453-7683. 
Penelitian ini dilakukan melalui survei kepada 328 pegawai yang berasal dari 
bank yang berbeda di Bangladesh. Penelitian ini mengungkap bahwa semua 
                                                          
28 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta: INIS, 1994) 
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praktik fungsi HRM memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja 
pegawai di industri perbankan Bangladesh. HRM berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja pegawai berpengaruh signifikan pada 
kinerja organisasi. Temuan penelitian memberikan panduan yang jelas kepada 
pembuat kebijakan untuk mengambil langkah lebih lanjut dalam mencapai 
tujuan organisasi melalui kinerja pegawai.29 
Keempat, Renata Peregrino de Brito dan Lucia Barbosa de Oliveira, 
“The Relationship Between Human Resource Management and Organizational 
Performance,” dalam BBR - Brazilian Business Review, Vol. 13, No. 3, Juni, 
2016. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 2.469 artikel yang ditelusuri, 
hanya 16 (0,6%) yang berusaha menghubungkan HRM dan kinerja organisasi. 
Sebagian besar penelitian menunjukkan hubungan positif antara praktik HRM 
dan kinerja organisasi, sejalan dengan literatur. Namun, temuan ini 
menunjukkan beberapa masalah metodologis, seperti sulitnya mengisolasi 
praktik SDM dari konteksnya, kegagalan untuk mempertimbangkan 
temporalitas hubungan ini, dan perbandingan antar organisasi.30 
Kelima, Kiran Hashmi, “Human Resource Management Strategies and 
Teacher’s Efficiency within Schools: A Co-relational Study,” dalam The 
IAFOR Journal of Education, Vol. 2, No. 1, 2014.  Studi ini mengkaji strategi 
Human Resource Management and Development (HRMD) dan pengaruhnya 
                                                          
29 Abdus Salam Sarker, “Human Resource Management Practices and Employee 
Performance in Banking Sector of Bangladesh,” dalam Journal of Human Resource Management, 
Vol. XX, No. 1, 2017, 68-69  
30 Renata Peregrino de Brito dan Lucia Barbosa de Oliveira, “The Relationship Between 
Human Resource Management and Organizational Performance,” dalam BBR - Brazilian Business 
Review, Vol. 13, No. 3, Juni, 2016, 90 
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terhadap efisiensi guru di sekolah Catholic Board of Education (CBE) 
Pakistan yang guru-gurunya lulusan program kepemimpinan pendidikan dari 
lembaga pendidikan swasta di Karachi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tidak ada korelasi antara organisasi sekolah, pengetahuan yang baru diperoleh, 
dan keterampilan SDM. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa 
pemimpin lembaga pendidikan berusaha memenuhi standar pendidikan pada 
saat menghadapi tantangan dengan menggunakan strategi HRM untuk 
meningkatkan efisiensi guru yang berkompeten dalam meningkatkan mutu.31 
Keenam, Hafidulloh, Budiyanto, dan Suhermin, “Effect of 
Transformational Leadership, Incentive Giving, Professional Development of 
Work Discipline and Teacher Performance SMK Ma'arif Surabaya Indonesia,” 
dalam The International Journal Of Business & Management, Vol. 5, No. 7, 
July, 2017, ISSN: 2321-8916. Penelitian ini menguji dan menganalisa 
pengaruh kepemimpinan transformasional, memberi insentif dan 
pengembangan profesional terhadap kinerja guru SMK Ma’arif Surabaya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional, insentif 
dan pengembangan profesional berpengaruh signifikan terhadap disiplin kerja 
guru SMK Ma’arif Surabaya. Kepemimpinan transformasional, insentif dan 
pengembangan profesional memiliki dampak positif dan signifikan terhadap 
                                                          
31 Kiran Hashmi, “Human Resource Management Strategies and Teacher’s Efficiency 
within Schools: A Co-relational Study,” dalam The IAFOR Journal of Education, Vol. 2, No. 1, 
2014, 66  
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kinerja guru SMK Ma'arif Surabaya. Dan disiplin kerja memiliki dampak 
positif dan signifikan terhadap kinerja guru SMK Ma’arif Surabaya.32 
Ketujuh, Hasan Tanang dan Baharin Abu, “Teacher Professionalism and 
Professional Development Practices in South Sulawesi, Indonesia,” dalam 
Journal of Curriculum and Teaching, Vol. 3, No. 2, 2014, ISSN: 1927-2677. 
Temuan penelitian ini menunjukkan perlunya menampilkan perilaku tingkah 
laku, keterampilan mengajar, pengetahuan dan kepercayaan melalui kegiatan 
pembelajaran yang beragam dalam pengembangan profesional yang efektif. 
Pengembangan profesional guru memerlukan dukungan kebijakan, moral, 
infrastruktur, dan keuangan yang dapat mengarahkan guru untuk lebih 
profesional.33 
Secara umum, beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut mempunyai 
kelemahan masing-masing, secara umum kelemahan tersebut yaitu: (1) belum 
ada yang memfokuskan pada pengembangan guru pada pesantren Mu’adalah; 
(2) belum ada yang menemukan sebuah sintesis antara teori formal 
Pengembangan SDM versi industri Barat (profit), Pengembangan SDM versi 
sekolah formal, dan Pengembangan SDM versi pesantren (non-profit); (3) 
mayoritas penelitian tentang Pengembangan SDM masih menganggap bahwa 
motivasi atau faktor ekstrinsik yang bersifat materialistik (insentif, reward, 
bonus) sangat mempengaruhi peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik 
                                                          
32 Hafidulloh, Budiyanto, dan Suhermin, “Effect of Transformational Leadership, Incentive 
Giving, Professional Development of Work Discipline and Teacher Performance SMK Ma'arif 
Surabaya Indonesia,” dalam The International Journal Of Business & Management, Vol. 5, No. 7, 
July, 2017, 76-77  
33 Hasan Tanang dan Baharin Abu, “Teacher Professionalism and Professional 
Development Practices in South Sulawesi, Indonesia,” dalam Journal of Curriculum and 
Teaching, Vol. 3, No. 2, 2014, 25-26  
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atau pegawai secara signifikan, padahal seringkali perilaku para pendidik di 
pesantren lebih dipengaruhi oleh unsur-unsur irasional, non-materialistik, dan 
intangible. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud memfokuskan pada 
pengembangan kompetensi, motivasi, dan Komitmen Guru pada pesantren 
Mu’adalah.  
B. Kajian Teori  
Grand theory yang digunakan untuk penelitian ini adalah Teori Human 
Resources Management (Ronald W. Rebore, 2004) untuk mengkaji 
pengembangan guru secara keseluruhan. Sedangkan midle theory yang digunakan 
sebagai kerangka setiap fokus penelitian diantaranya: (1) Teori Kompetensi 
(Spencer dan Spencer, 1993) untuk mengkaji fokus pertama; (2) Teori Komitmen 
Organisasional (Mayer dan Allen, 1990) untuk mengkaji fokus kedua; serta 
Motivasi Teori Z (Ouchi, 1987) untuk mengkaji fokus ketiga.  
1. Pengembangan Guru  
a. Konsep Dasar Pengembangan Guru 
Pengembangan adalah usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan 
yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi, serta 
mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan.34 Pengembangan mencakup 
pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan umum dan lingkungan 
keseluruhan maupun pelatihan yang menambah keterampilan dalam 
melaksanakan tugas yang spesifik.35 
                                                          
34 Moekijat, Pengembangan Organisasi, (Bandung: Mandar Maju, 1994), 8 
35 Komaruddin Sastradipoera, Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan 
Fungsi Operatif, (Bandung: Kappa-Sigma, 2002), 51 
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Memahami pentingnya pengembangan dalam suatu organisasi, maka 
menjadi alternatif bagi suatu organisasi untuk terus meningkatkan kompetensi, 
komitmen, dan motivasi kerja melalui pemberian peluang kebijakan pimpinan 
untuk mengikutsertakan pegawainya mengikuti pelatihan dan pengembangan. 
Pengembangan bagi individu untuk meningkatkan potensi dalam rangka 
menghasilkan hasil kerja yang efisien dan efektif sebagai bagian dari 
dukungan terwujudnya sinergi kerja yang berkualitas bagi suatu organisasi.36 
Pengembangan guru ditujukan kepada peningkatan konstribusi yang 
dapat diberikan ke arah pencapaian tujuan organisasi. Dibentuknya satuan 
organisasi yang mengelola sumber daya pendidik dimaksudkan bukan sebagai 
tujuan, akan tetapi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan 
produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan.37 Sumber daya pendidik 
ini dipandang semakin besar peranannya bagi kesuksesan suatu lembaga 
pendidikan. Banyak organisasi kini menyadari bahwa unsur “manusia” dalam 
organisasi dapat memberikan keunggulan bersaing.38  
Pengembangan guru adalah kerangka kerja untuk membantu para 
pendidik mengembangkan kompetensi mereka, baik secara pribadi maupun 
organisasi. Menurut Ronald W. Rebore mengemukakan,  
 “a staff development program for instructional staff focus on updating 
subject area skills and knowledge in order to improve instruction; 
outlining societal demands and changes; presenting the findings of 
research on teaching methods and practices; and updating teachers on 
the advences in instructional materials and equipment. In assessing the 
                                                          
36 Mulawarman, Sistem Pendidikan Berbasis Pelatihan Kompetensi dan Inteligensi, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), 3 
37 S.P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 45 
38 L. Robert Mathis dan Jackson H John. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: 
Salemba Empat, 2001), 68 
22 
needs of theachers, four sources of information may be helpful: (1) the 
teacher needs assessment survey; (2) community surveys; (3) 
certification information coupled with the human resources master plan; 
and (4) research and curricular studies.”39  
 
Program pengembangan dalam hal pembinaan pendidik memfokuskan 
pada pembaruan keterampilan dan pengetahuan dalam meningkatkan kualitas 
pembelajaran sesuai bidangnya; menguraikan tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat; menyajikan temuan penelitian tentang metode dan praktik 
pembelajaran; dan memberikan informasi tentang rekomendasi materi dan 
media pembelajaran. Dalam menilai kebutuhan guru ini, ada empat sumber 
informasi yang dapat membantu, diantaranya: (1) guru membutuhkan survei 
penilaian; (2) survei komunitas; (3) informasi sertifikasi serta pengelolaan 
sumber daya manusia; dan (4) penelitian dan studi terkait dengan kurikuler.  
Olivia mengungkapkan pengembangan kemampuan pendidik tidak 
hanya menyangkut pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan mengajar 
saja, namun juga meliputi peningkatan komitmen (commitment), kemauan 
(willingness), dan motivasi (motivation), kualitas pembelajaran akan semakin 
meningkat. Oleh karena itu, perlu diadakan supervisi akademik dimaksudkan 
untuk membantu guru dalam: merencanakan pembelajaran, penyajian materi 
pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, mengelola kelas, mengembangkan 
kurikulum, mengevaluasi kurikulum, mengevaluasi diri sendiri, bekerjasama 
dengan kelompok, dan membantu guru melalui inservice program.40 
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Gambar 2.1. Tahapan Pengembangan guru41 
Rucky memberikan definisi yang berbeda antara pelatihan dan 
pengembangan. Pelatihan didefinisikan sebagai usaha untuk meningkatkan 
atau memperbaiki kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang dan 
dalam pekerjaan lain yang terkait dengan jabatan, baik secara individu 
maupun sebagai bagian dari tim kerja. Sedangkan pengembangan merujuk 
pada penyediaan kesempatan belajar kepada pegawai untuk membentuk 
mereka tumbuh dan berkembang.42 
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Pembinaan dapat diidentikkan dengan pelatihan. Bernadin dan 
Russel menyatakan, “Training is defined as any attempt to improve 
employee performance on currently help job or related to it.” Pelatihan 
merupakan setiap usaha untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja pada 
pekerjaan yang dipegangnya saat ini atau yang terkait dengan 
pekerjaannya. Hal ini biasanya berarti perubahan dalam pengetahuan, 
keterampilan, sikap, atau perilaku khusus.43 
Idealnya pelatihan juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan 
organisasi dan pada saat yang bersamaan memenuhi tujuan individual 
tenaga pendidiknya. Suatu kesempatan tidak terbatas memperbaiki kinerja 
tenaga pendidik pada pekerjaan yang sekarang. Wilson mengatakan, “the 
growth or realization of a person ability, through conscious or 
unconscious learning. Development programers usually include element of 
planet study n experience, and are frecuently supported by a coaching or 
counceling facility.”44 Perkembangan atau pertumbuhan merupakan 
realisasi kemampuan seseorang melalui pembelajaran secara sadar. 
Program pengembangan biasanya meliputi unsur-unsur kajian dan 
pengalaman yang direncanakan, dan sering didukung oleh fasilitas 
coaching atau counseling. 
Beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pelatihan dan 
pengembangan memiliki satu persamaan yang mendasar, yaitu proses 
                                                          
43 Bernardin, H John & J.E.A Russel, Human resource Managemen: Experiental Approach. 
(Singapore: Mc Graw Hill, 2013), 56 
44 Wilson, John P (ed). Human Resource Development: Learning and Organizations. 
(London: Kogan Pege Limited, 2004), 4 
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pembelajaran, yaitu perubahan yang relatif permanen dalam skill 
(keahlian), kognisi (pemikiran), atau afeksi (emosi) yang terjadi sebagai 
interaksi seseorang dengan lingkungan. Selain persamaan, terdapat 
perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Fokus pengembangan 
adalah kepentingan jangka panjang membantu tenaga kerja menyiapkan 
tuntutan pekerjaan di masa yang akan datang. Sedangkan pelatihan kerap 
kali berfokus pada periode atau waktu yang mendesak untuk memperbaiki 
kekurangan saat ini pada keterampilan tenaga kerja atau pendidik.45 
Pengembangan guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
program khusus yang dirancang dan dilaksanakan oleh pengelola 
pesantren Mu’adalah dengan tujuan membantu para pendidik dalam 
meningkatkan kompetensinya. Kompetensi guru disini meliputi: 
kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi personal, dan 
kompetensi sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pengelola 
pesantren Mu’adalah dalam usaha pengembangan kompetensi guru dapat 
berupa pembinaan, pelatihan dan pendidikan, rotasi jabatan, delegasi, dan 
konseling. Pengembangan ini meliputi tiga tahapan: tahap asesmen, tahap 
pengembangan, dan tahap evaluasi pengembangan. 
b. Pengembangan Kompetensi Guru  
Menurut Spencer and Spencer, kompetensi sebagai karakteristik yang 
mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam 
pekerjaannya (an underlying characteristic’s of an individual which is 
                                                          
45 Kaswan dan Akhyadi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, 205 
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causally related to criterion-referenced effective and or superior performance 
in a job or situation).46 Berdasarkan definisi tersebut bahwa kata “underlying 
characteristics” mengandung makna bagian kepribadian yang mendalam dan 
melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai 
keadaan dan tugas pekerjaan. Sedangkan kata “causally related” berarti 
kompetensi adalah sesuatu yang dapat menyebabkan atau memprediksi 
perilaku atau kinerja. Kata “criterion referenced” mengandung makna bahwa 
kompetensi sebenarnya memprediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang 
baik, diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.  
Terdapat lima tipe karakteristik pembentukan kompetensi menurut 
Spencer and Spencer, yaitu : 
a) Motieves, yang ditunjukan oleh konsistensi antara pemikiran atau 
keinginan sebagai penyebab tindakan. 
b) Trait, yang ditunjukan karakteristik fisik serta konsistensi respon terhadap 
situasi atau informasi. 
c) Self concept, yang meliputi nilai, sikap dan pandangannya terhadap diri 
sendiri. 
d) Knowledge, yaitu informasi yang diketahui secara spesifik. 
e) Skill, yaitu kemampuan untuk melakukan pekerjaan khusus baik itu yang 
bersifat pekerjaan mental ataupun pekerjaan fisik.47 
 
 
                                                          
46 L.M. Spencer and S.M. Spencer, Competence at Work: Model For Superior 
Performance. (New York: John Wiley & Sons, 1993), 11  







Gambar 2.3. Elemen Pembentuk Kompetensi Individual48 
(Sumber: Spencer & Spencer, 1993) 
 
Pernyataan di atas mengandung makna bahwa kompetensi adalah 
karakteristik seseorang yang berkaitan dengan kinerja efektif dan atau unggul 
dalam situasi pekerjaan tertentu. Kompetensi dikatakan sebagai karakteristik 
dasar (underlying characteristic) karena karakteristik individu merupakan 
bagian yang mendalam dan melekat pada kepribadian seseorang yang dapat 
dipergunakan untuk memprediksi berbagai situasi pekerjaan tertentu.  
Kompetensi dapat dihubungkan dengan kinerja dalam sebuah model alir 
sebab akibat yang menunjukkan bahwa tujuan, perangai, konsep diri, dan 
kompetensi pengetahuan yang kemudian memprakirakan kinerja kompetensi 
mencakup niat, tindakan dan hasil akhir. Misalnya, motivasi untuk berprestasi, 
keinginan kuat untuk berbuat lebih baik dari pada ukuran baku yang berlaku 
dan untuk mencapai hasil yang maksimal, menunjukkan kemungkinan adanya 
perilaku kewiraswastaan, penentuan tujuan, bertanggung jawab atas hasil 
akhir dan pengambilan resiko yang diperhitungkan. 
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Gambar 2.4. Alur Hubungan Kompetensi dan Kinerja 
Sumber: Spencer & Spencer, 1993  
 
Dari gambar hubungan kompetensi di atas terlihat bahwa pengetahuan 
merupakan input utama karakteristik personal (kompetensi) yang perlu 
dikembangkan untuk meningkatkan kinerja. Lebih lanjut menurut Spencer and 
Spencer, karakteristik pribadi yang mencakup perangai, konsep dan 
pengetahuan memprediksi tindakan-tindakan perilaku keterampilan, yang pada 
gilirannya akan memprediksi prestasi kerja. Selanjutnya jika kita lihat arah 
pada gambar tersebut bahwa bagi organisasi yang tidak memilih, 
mengembangkan dan menciptakan motivasi kompetensi untuk pegawainya, 
jangan harap terjadi perbaikan dan produktivitas, profitabilitas dan kualitas 
terhadap suatu produk dan jasa.49  
Dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yaitu 
sifat dasar yang dimiliki dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang 
dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan 
untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas 
dengan efektif. Ketidaksesuaian dalam kompetensi-kompetensi inilah yang 
membedakan seorang pelaku unggul dari pelaku yang berprestasi terbatas. 
Kompetensi terbatas dan kompetensi istimewa untuk suatu pekerjaan tertentu 
                                                          
49 Ibid., 31 
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merupakan pola atau pedoman dalam pemilihan pegawai (personal selection), 
suksesi perencanaan (succession planning), penilaian kerja (performance 
appraisal), dan pengembangan (development).  
Spencer and Spencer mengklasifikasikan dimensi atau komponen 
kompetensi individual menjadi tiga, yaitu:  
a) Competency intelektual (kompetensi intelektual) adalah karakter sikap dan 
perilaku atau kemauan dan kemampuan intelektual individu (dapat berupa 
pengetahuan, keterampilan, pemahaman profesional, pemahaman 
kontekstual, dan lain-lain) yang bersifat relatif stabil ketika menghadapi 
permasalahan di tempat kerja, yang dibentuk dari sinergi antara watak, 
konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan kontekstual  
b) Competency emotional (kompetensi emosional) adalah karakter sikap dan 
perilaku atau kemauan dan kemampuan untuk menguasai diri dan 
memahami lingkungan secara objektif dan moralis sehingga pola 
emosinya relatif stabil ketika menghadapi berbagai permasalahan di 
tempat kerja yang terbentuk melalui sinergi antara watak, konsep diri, 
motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan mental/emosional  
c) Competency social (kompetensi sosial) adalah karakter sikap dan perilaku 
atau kemauan dan kemampuan untuk membangun simpul-simpul kerja 
sama dengan orang lain yang relatif bersifat stabil ketika menghadapi 
permasalahan di tempat kerja yang terbentuk melalui sinergi antara watak, 
konsep diri, motivasi internal serta kapasitas pengetahuan sosial.50   
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Jika mengacu pada UU  No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 
PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP  No. 74 
Tahun 2008 tentang Guru, serta Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang 
Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, disebutkan bahwa 
Kompetensi Guru terdiri dari 4 (empat), yaitu: Kompetensi Pedagogik, 
Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Profesional, dan Kompetensi Sosial.  
(1) Kompetensi Pedagogik 
Dalam PP No. 19 tahun 2005 jo PP No. 32 tahun 2013 tentang Standar 
Nasional Pendidikan, pasal 28 (3) dibutir a dikemukakan bahwa kompetensi 
pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang 
meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 
pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.  
Kompetensi pedagogik perlu diiringi dengan kemampuan untuk memahami 
karakteristik peserta didik, baik berdasarkan aspek moral, emosional, dan 
intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu 
menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena peserta didik memiliki 
karakter, sifat, dan minat yang berbeda. Pendidik harus memahami bahwa peserta 
didik unik. Dasar pengetahuan tentang keragaman sangat penting dan termasuk 
perbedaan dalam potensi peserta didik. Pendidik harus mampu mengoptimalkan 
potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya.51 
Dalam PP No. 74 tahun 2008 tentang Guru, pasal 3 ayat (4) juga dijelaskan, 
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kompetensi pedagogik sebagaimana merupakan kemampuan guru dalam 
pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: 
(a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; 
(b) Pemahaman terhadap peserta didik; 
(c) Pengembangan kurikulum atau silabus; 
(d) Perancangan pembelajaran; 
(e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 
(f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran; 
(g) Evaluasi hasil belajar; dan 
(h) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya. 
(2) Kompetensi Kepribadian/Personal  
Dalam PP No. 19 tahun 2005 jo PP No. 32 tahun 2013, pasal 28 (3) butir b, 
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah 
kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, 
menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.  
Dalam PP No. 74 tahun 2008, pasal 3 ayat (5) dijelaskan, kompetensi 
kepribadian mencakup kepribadian yang: (1) beriman dan bertakwa; (2) 
berakhlak mulia; (3) arif dan bijaksana; (4) demokratis; (5) mantap; (6) 
berwibawa; (7) stabil; (8) dewasa; (9) jujur; (10) sportif; (11) menjadi teladan 
bagi peserta didik dan masyarakat; (12) secara obyektif mengevaluasi kinerja 
sendiri; dan (13) mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. 
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(3) Kompetensi Profesional 
Dalam PP No. 19 tahun 2005 jo PP No. 32 tahun 2013 pasal 28 (3) butir c, 
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah 
kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 
memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang 
ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Guru harus memiliki pengetahuan 
yang luas berkenaan dengan bidang studi (subjek matter) yang akan diajarkan 
serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep 
teoritik, mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta mampu 
menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru pun harus memiliki 
pengetahuan luas tentang kurikulum serta landasan kependidikan.52 
Dalam PP No. 74 tahun 2008, pasal 3 ayat (7) dijelaskan, kompetensi 
profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang 
ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang 
sekurang-kurangnya meliputi penguasaan: 
(a) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program 
satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang 
akan diampu; 
(b) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang 
secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, 
mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu. 
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(4) Kompetensi Sosial 
Dalam PP No. 19 tahun 2005 jo PP No. 32 tahun 2013 pasal 28 (3) butir d, 
dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi sosial adalah kemampuan guru 
dari sebagian masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 
peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, 
dan masyarakat sekitar. Dalam PP No. 74 tahun 2008, pasal 3 ayat (6) dijelaskan, 
kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat 
yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk: 
(a) Berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun; 
(b) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional; 
(c) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 
kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua peserta didik; 
(d) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan 
norma serta sistem nilai yang berlaku; dan 
(e) Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. 
Rincian keempat kompetensi di atas dijabarkan berdasarkan jenjang 
kompetensi guru pada satuan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan 
TKLB/SDLB/SMPLB/SMALB diatur secara detail dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi 
Akademik dan Kompetensi Guru. 
Berdasarkan temuan Spencer and Spencer, kompetensi berpengaruh 
tehadap kinerja pendidik. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh pendidik 
dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan maka kinerja akan semakin meningkat 
34 
karena pendidik yang kompeten biasanya memiliki kemampuan dan kemauan 
yang cepat untuk mengatasi permasalahan kerja yang dihadapi, melakukan 
pekerjaan dengan tenang dan penuh dengan rasa percaya diri, memandang 
pekerjaan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan secara ikhlas, dan secara 
terbuka meningkatkan kualitas diri melalui proses pembelajaran.53 Secara 
psikologis hal ini akan memberikan pengalaman kerja yang bermakna dan rasa 
tanggung jawab pribadi mengenai hasil-hasil pekerjaan yang dilakukan, yang 
pada akhirnya semua ini akan meningkatkan kinerja pegawai.  
c. Pengembangan Motivasi Guru 
Kemampuan (ability) tentunya harus dibarengi dengan motivasi 
(motivation) untuk mengimplementasikannya, karena pendidik yang 
berkompeten atau berkemampuan belum menjamin memiliki kinerja yang 
baik, seperti disinyalir Wirawan, bahwa banyak orang berkompeten terhadap 
sesuatu, tetapi ia no action talk only, maka tidak akan pernah menghasilkan 
kinerja.54 Formulasi yang sama dikemukakan oleh T.R. Mithcell bahwa 
“Performance = Ability x Motivation”.55 Untuk menyelesaikan tugas atau 
pekerjaan tertentu seseorang harus memiliki kemampuan yang mendukung 
penyelesaian pekerjaan tersebut dan motivasi untuk melaksanakannya.  
Motivasi merupakan daya penggerak dari dalam diri subjek untuk 
melakukan kegiatan tertentu demi mencapai suatu tujuan. Daya penggerak 
menjadi sangat aktif pada waktu tertentu, terutama jika kebutuhan untuk 
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mencapai tujuan dirasakan sangat mendesak (ketika dilakukan penilaian).56 
Keduanya memiliki relevansi yang kuat dan akurat dalam menghasilkan 
kinerja efektif dan unggul. Kinerja efektif adalah batas minimal level hasil 
kerja yang dapat diterima, sedangkan kinerja unggul berkaitan dengan tingkat 
pencapaian dalam situasi kerja melebihi standar yang dipersyaratkan.57 
Menurut Hanson, motivasi merupakan konsep akademis yang tidak 
dapat diamati secara langsung.58 Hoy and Miskel mengatakan istilah motivasi 
memiliki makna yang tidak tetap dalam psikologi kontemporer, istilah tersebut 
digunakan pula dalam banyak hal. Hanya saja, manifestasi perilaku 
motivasinya yang dapat diamati dan kesimpulan yang dibuat tentang 
penyebabnya.59 Sedangkan menurut Robbins dan Judge, motivasi merupakan 
keinginan untuk melakukan sesuatu dan menentukan kemampuan bertindak 
untuk memuaskan kebutuhan individu. Motivasi sebagai proses yang 
menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk 
mencapai tujuannya.60 Dengan kata lain, motivasi sebagai suatu kondisi yang 
menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu. 
Menurut Baron, motivasi dapat pula dikatakan sebagai energi untuk 
membangkitkan dorongan dalam diri (drive aurosal). Bila suatu kebutuhan 
tidak terpuaskan, timbul drive dan aktivitas individu untuk merespon 
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perangsang (incentive) dalam tujuan yang diinginkan. Pencapaian tujuan akan 
menjadikan individu merasa puas.61 McCormick juga mengemukakan bahwa 
motivasi kerja adalah merupakan suatu kondisi yang mempengaruhi 
membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan 
dengan lingkungan kerja.62 
Dengan demikian, yang dimaksud Motivasi Guru adalah dorongan yang 
menggerakkan seseorang guru dalam melaksanakan tugasnya dengan segala 
upaya dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 
lembaga. Motivasi ini sebagai pemberian daya pendorong yang memberikan 
energi, menciptakan kegairahan kerja pendidik agar mau dan rela untuk 
mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian, pemikiran, tenaga, dan 
waktunya untuk melaksanakan berbagai tugas yang menjadi tanggung 
jawabnya, dan mau bekerjasama secara terintegrasi satu sama lain dalam 
rangka mencapai tujuan lembaga. 
Dalam mengkaji tentang pengembangan Motivasi Guru dalam 
penelitian ini menggunakan perspektif Teori Z oleh William Ouchi. Teori Z 
dikembangkan oleh William G. Ouchi dalam karyanya yang diterbitkan tahun 
1981 dengan judul Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese 
Challenge. Teori ini merupakan penggabungan antara manajemen Amerika 
dan manajemen Jepang, di mana semua kekurangan kedua teori dieliminir dan 
mengambil keunggulan kedua teori.  
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Tabel 2.1. Perbandingan Manajemen di Jepang dan Amarika63 
Organisasi di Jepang  Organisasi di Amerika  
Pekerjaan seumur hidup  Pekerjaan jangka pendek  
Evaluasi dan promosi yang lamban  Evaluasi dan promosi yang cepat  
Jalur-jalur karir non-spesifikasi  Jalur-jalur karir spesifikasi  
Mekanisme pengawasan yang selengkapnya  Mekanisme pengawasan yang jelas  
Pengambilan keputusan secara kolektif  Pengambilan keputusan secara 
perorangan  
Tanggungjawab kolektif  Tanggungjawab perorangan  
Perhatian menyeluruh  Perhatian yang terbagi-bagi  
(Sumber: Ouchi, 1985:58-59) 
Teori Z ini memiliki 7 (tujuh) karakteristik utama, yaitu: 64  
a) Life time employment (ketenagakerjaan jangka panjang) 
Salah satu karakteristik organisasi yang menerapkan teori Z adalah 
kebijakan pekerjaan seumur hidup. Pegawai diberitahu bahwa mereka akan 
memiliki pekerjaan seumur hidup, terlepas dari kondisi kebijakan nasional, 
perubahan lingkungan, dan kompetisi baru. Manfaat yang didapatkan 
organisasi dari kebijakan seperti itu yaitu tenaga kerja stabil, sehingga 
meningkatkan kesetiaan pegawai, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi 
dan produktivitas. Ouchi memberikan perbandingan antara organisasi Jepang 
dan Amerika. Organisasi Jepang tingkat turnover rendah, pegawai berhenti 
hanya karena pensiun, dan tidak ada PHK kecuali melakukan tindakan 
kriminal. Sementara organisasi Amerika turnover tinggi karena mereka ingin 
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cepat mencari posisi atau jabatan yang lebih baik sehingga mereka gampang 
untuk resign ke organisasi lain yang menawarkan posisi yang lebih baik.  
b) Slow promotion and evaluation (promosi dan evaluasi yang relatif lambat) 
Ouchi menemukan bahwa di organisasi Jepang, evaluasi dan promosi 
lambat untuk menghindari manipulasi penilaian dan dapat melihat kinerja 
pegawai yang sesungguhnya. Tidak ada pemisahan antara ruang pimpinan dan 
pegawainya, sehingga semua orang tahu siapa yang memiliki kompetensi 
rendah dan tinggi. Sedangkan di organisasi Amerika sebaliknya, evaluasi dan 
promosi cepat. 
c) Nonspecialized career path (jalur karir yang luas) 
Ciri lain dari teori Z adalah jenjang karir yang luas atau non-
specialized. Pimpinan dan pegawainya tidak terlatih untuk pekerjaan tunggal. 
Mereka bergerak dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam organisasi, 
terutama dalam tahun-tahun awal mereka. Gerakan ini memungkinkan 
pegawai untuk belajar tentang berbagai aspek di tempat kerja. Hal ini juga 
meminimalkan krisis, seperti: jika ada pegawai yang sakit atau tidak masuk, 
sehingga pekerjaan pegawai yang absen tersebut dapat ditangani oleh orang 
lain. Paling penting, gerakan pegawai dari stasiun kerja ke stasiun kerja yang 
lain menumbuhkan kerjasama antara pegawai. Jalur karir di Jepang berbentuk 
Zig-Zag (non-specialized), bisa jadi perpindahan jabatan berada di level yang 
setingkat dulu baru bisa naik ke level yang di atasnya. Fungsinya supaya 
mereka dapat memahami semua bidang (salah satu alasan kenapa promosi 
lambat). Sisi negatifnya, mereka tidak memiliki pegawai yang benar-benar 
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ahli dalam suatu bidang. Amerika, jalur karir linear (specialized), misalnya 
staf keuangan hanya akan menjadi manajer keuangan. 
d) Concentual decision making (keputusan menurut konsensus) 
Dalam teori Z, pengambilan keputusan dilakukan secara participatory. 
Ouchi menemukan di organisasi Jepang, keputusan tentang pemasaran model 
baru, pembukaan pabrik baru, kebijakan mutu, dan sebagainya dibuat oleh 
manajemen dan pekerja. Manajer melibatkan pekerja untuk dapat memberikan 
masukan yang berguna dalam keputusan-keputusan organisasi karena pekerja 
di tingkat bawah memahami setiap langkah atau teknis organisasi. Melibatkan 
seluruh anggota organisasi memang membutuhkan waktu lama untuk 
membuat keputusan, tetapi setelah diputuskan, dapat diterima dan 
dilaksanakan oleh semua anggotanya. Berbeda dengan Amerika, cepat 
membuat keputusan, tetapi implementasi dari keputusan tersebut akan lama 
karena tidak semua anggota menyetujui keputusan tersebut.  
e) Collective responsibility (tanggung jawab secara kelompok) 
Pengambilan keputusan kolektif diikuti dengan tanggung jawab 
kolektif. Ouchi menemukan di organisasi yang menerapkan teori Z, tim 
(bukan individu), dihargai karena semua prestasi merupakan upaya tim. 
Tanggung jawab kolektif juga berarti bahwa penghargaan, pujian, dan prestasi 
dibagi di antara semua anggota. Dan bahwa tidak ada satu anggota disalahkan 
untuk keputusan yang buruk atau penilaian. Ouchi menemukan Jepang 
menganut sistem nilai kolektif dimana tanggung jawab merupakan tanggung 
jawab kolektif, dalam artian setiap keberhasilan bukan merupakan 
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keberhasilan individu tapi karena orang-orang lain juga sudah melakukan 
pekerjaannya dengan benar sehingga merupakan keberhasilan kelompok. Juga 
dengan pemberian saran, bukan saran individu tetapi saran kelompok.  
f) Implicit control mechanism (pengawasan yang melekat) 
Teori Z menunjukkan mekanisme kontrol implisit, yang berasal dari 
berbagi tujuan dan nilai-nilai umum. Teori dikomunikasikan melalui budaya 
umum bersama dengan pemimpin puncak dan semua pegawai. Sebagai 
ilustrasi, di Jepang, pengawasan itu melekat pada diri setiap orang, sehingga 
sistem pengawasan dan pengendalian tidak ketat. Sementara di Amerika, 
menggunakan sistem tertulis dengan pengawasan yang ketat. 
g) Holistic concern (perhatian yang menyeluruh terhadap pegawai) 
Menurut Ouchi, organisasi Amerika, hanya peduli pada kinerja pegawai 
di tempat kerja dan hanya peduli sedikit tentang kehidupan setelah pekerjaan 
selesai. Teori Z mengembangkan perhatian menyeluruh dan jaminan kepada 
pegawai, termasuk kehidupan keluarga, kehidupan sosial, hingga 
kesehatannya. 
Penulis menggunakan Teori Z sebagai kerangka dalam penelitian 
karena teori ini memiliki keunikan ketimbang teori-teori motivasi sebelumnya, 
serta teori Z ini lebih relevan dengan kondisi pesantren Mu’adalah di 
pesantren yang notabene bersifat non-profit dan menunjung tinggi aspek 
humanistic dan spiritualistic. Para pendidik yang bertipe Teori Z akan merasa 
menjadi bagian penting dalam lembaga. Ingin mengabdikan diri seumur 
hidupnya. Ini merupakan buah dari proses yang diterapkan organisasi yakni 
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lebih menekankan pada dengan peran yang diberikan, para pendidik akan 
menjadi nyaman, betah, dan senang.  
Para pendidik bertipe teori Z ini dikelola dengan menggunakan 
beberapa prinsip yang antara lain tanggung jawab perorangan sangat dihargai. 
Mereka dipersilahkan untuk melakukan pekerjaannya dengan bebas sesuai 
dengan kompetensinya. Selain itu pengambilan keputusan diambil secara 
konsensus dan terbuka. Walau butuh waktu relatif lama namun lembaga puas 
karena melibatkan mayoritas anggotanya. Dan satu hal lagi yang membuat 
teori Z ini unik adalah para anggota tidak akan dipecat meskipun lembaga 
sedang mengalami krisis. Promosi dilakukan secara adil dan dilakukan sangat 
hati-hati agar tidak menimbulkan kegelisahan di kalangan anggota lainnya. 
Dalam suatu pendidikan Mu’adalah, pendidik dalam peneltian ini 
adalah pendidik yang bekerja harus memiliki motivasi yang tinggi. Pendidik 
dapat mengaktulisasikan diri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya 
untuk lebih berperan dalam instansi. Mereka memerlukan sistem pengelolaan 
SDM dan kondisi lingkungan yang mendukung, berupa motivasi agar dapat 
bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan akan 
tercukupinya sandang, pangan, papan, kebutuhan akan rasa aman, serta 
pengakuan akan keberadaannya dalam bekerja.  
Seorang pendidik yang bekerja dalam suatu instansi pendidikan, tentu 
tidak hanya dilandasi dengan keinginan untuk mencukupi kebutuhannya saja, 
baik kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Selain itu, mereka juga 
memerlukan pemenuhan kebutuhan akan rasa aman dan kenyamanan dalam 
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bekerja, mendapatkan pengakuan atas pekerjaan yang dilakukan, serta dapat 
mengaktualisasikan diri dalam lingkungan kerja. Dengan motivasi yang 
dimiliki oleh para pendidik tersebut, ia akan bekerja dengan seoptimal 
mungkin untuk mencapai kepuasan dalam melaksanakan pekerjaannnya, dan 
tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja.  
Begitu besar pengaruh motivasi dalam suatu pekerjaan, sehingga 
menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh suatu instansi 
pendidikan untuk bisa membuat guru termotivasi dengan pekerjaannya. Suatu 
pekerjaan yang tidak dilandasi oleh motivasi kerja, maka akan menimbulkan 
kepuasan kerja yang tidak maksimal. Jadi, ketika para pendidik merasa puas 
dalam bekerja, maka akan semakin optimal pula kinerjanya, serta berimplikasi 
pada peningkatan kualitas institusinya.  
d. Pengembangan Komitmen Guru  
Penulis merujuk pada teori Allen and Meyer, bahwa komitmen diartikan 
sebagai kelekatan emosi, identifikasi dan keterlibatan individu dengan 
organisasi serta keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen 
tidak hanya berhubungan dengan tingkat keluar masuknya pegawai, melainkan 
juga berkaitan dengan tingkat kerelaan pegawai untuk berkorban bagi 
organisasi. Sistem tanggapan yang disediakan oleh organisasi terkadang 
kurang mendapat perhatian dari para pegawai untuk lebih menumbuhkan sikap 
loyalitas. Hal ini disebabkan adanya rasa khawatir dari para pegawai akan 
mendapatkan sanksi bila menyampaikan keluhannya. Oleh karena itu perlunya 
kepercayaan yang tinggi serta dukungan organisasi terhadap pegawai menjadi 
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suatu hal yang penting bagi tiap-tiap anggota organisasi.65   
Dari definisi tersebut, dapat simpulkan bahwa komitmen lebih dari 
sekedar menjadi anggota saja, tetapi lebih dari itu. Individu akan bersedia 
untuk mengusahakan pada derajat upaya yang tinggi bagi kepentingan 
organisasi, demi memperlancar mencapai tujuan organisasi. Komitmen 
organisasi mencakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam 
pekerjaan dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi.  
Komitmen yaitu proses pada individu dalam mengidentifikasikan 
dirinya dengan nilai-nilai, aturan-aturan dan tujuan organisasi. Komitmen 
organisasional merupakan sesuatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang 
pasif terhadap organisasi, dengan kata lain komitmen menyiratkan hubungan 
pegawai dengan organisasi secara aktif, karena pegawai yang menunjukkan 
komitmen organisasinya, ada keinginan untuk memberikan pemikiran, tenaga, 
dan tanggung jawab untuk menyokong keberhasilan organisasi tersebut. 
Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang 
dalam menjalankan tugasnya. Komitmen sama berkaitan dengan tanggung 
jawab, dengan demikian, ukuran komitmen seorang pimpinan terkait dengan 
pendelegasian wewenang (empowerment). Dalam konsep ini pimpinan 
dihadapkan pada komitmen untuk mempercayakan tugas dan tanggung jawab 
ke bawahan. Sebaliknya, bawahan perlu memiliki komitmen untuk 
meningkatkan kompetensi diri.  
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Berdasarkan pendekatan menurut Allen and Meyer di atas, dapat lebih 
dijabarkan bahwa komitmen organisasional terdiri dari 3 komponen, yaitu: 
a) Affective commitment (komitmen afektif) 
Allen and Meyer mengatakan, “affective commitment is defined as a 
desire to remain a member of an organization due to an emotional attachment 
to, and involvement with, that organization. Put simply, you stay because you 
want to” (komitmen afektif didefinisikan sebagai hasrat untuk tetap menjadi 
anggota organisasi yang dipengaruhi oleh rasa emosional, keterlibatan dalam 
organisasi. Dengan kata lain, pegawai tetap bertahan di organisasi karena 
‘ingin’.66 Komponen afektif menunjukkan suatu kelekatan secara emosi 
maupun psikologis dan hasrat untuk mengidentifikasikan diri dengan 
organisasi. Seseorang dikatakan memiliki komitmen afektif yang tinggi 
merasa bahwa organisasinya baik dan dijadikan sebagai bagian dari konsep 
diri. Faktor yang menyebabkan munculnya model komitmen ini adalah hal-hal 
yang meliputi karakteristik personal, kondisi kerja dan pengalaman selama 
bekerja. Menurut Allen and Meyer, komitmen afektf sebagai suatu keadaan 
secara afektif terhadap organisasi dimana kekuatan komitmen individu 
diidentifikasikan dengan keterlibatan dan kenyamanan anggota organisasi. 
Indikator pengukuran affective commitment ini yaitu:  
(a) Saya akan senang sekali menghabiskan sisa karir atau pengabdian saya di 
organisasi ini.  
(b) Saya benar-benar merasakan bahwa seakan-akan masalah di organisasi ini 
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adalah masalah saya.67  
b) Continuance commitment (komitmen kontinyu) 
Allen and Meyer mengatakan, “continuance commitment is defined as a 
desire to remain a member of an organization because of an awareness of the 
costs associated with leaving it. In other words, you stay because you need to” 
(komitmen kontinyu didefinisikan sebagai hasrat untuk tetap bertahan di 
organisasi karena kebutuhan hidup. Dengan kata lain, pegawai tetap bertahan 
di organisasi tersebut karena ‘butuh atau perlu’).68 Dalam aspek komitmen 
kontinyu ini individu menyadari suatu kondisi yang membatasi alternatif yang 
sebanding dengan organisasinya sehingga individu merasa perlu untuk selalu 
mempertimbangkan konsekuensinya jika pegawai harus meninggalkan 
organisasi. Kondisi ini lebih dipengaruhi oleh faktor usia, masa kerja, intensi 
untuk keluar dari organisasi. Komitmen kontinuitas sebagai keterikatan yang 
konsisten dalam beraktivitas yang didasarkan pada penghargaan terhadap apa 
yang telah diberikan kepada organisasi. 
Indikator pengukuran continuance commitment ini yaitu:  
(a) Sekarang ini tetap bertahan menjadi anggota organisasi adalah sebuah hal 
yang perlu, sesuai dengan keinginan saya.  
(b) Sangat berat bagi saya untuk meninggalkan organisasi ini.69  
c) Normative commitment (komitmen normatif)  
Allen and Meyer mengatakan, “normative commitment is defined as a 
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desire to remain a member of an organization due to a feeling of obligation. 
In this case, you stay because you ought to.” (komitmen normatif 
didefinisikan sebagai hasrat untuk tetap menjadi anggota organisasi karena 
rasa tanggung jawab. Dalam kasus ini, pegawai tetap bertahan dalam 
organisasi karena memang ‘seharusnya seperti itu’.70 Komponen komitmen 
normatif yang timbul sebagai hasil dari pengalaman sosialisasi yang 
menekankan kepatuhan untuk setia kepada pemberi kerja dan organisasi 
karena kompensasi yang diterima sehingga membuat individu merasa wajib 
untuk membalasnya. 
Indikator pengukuran normative commitment ini yaitu: 
(a) Saya merasa tidak memiliki kewajiban untuk meninggalkan atasan saya 
saat ini 
(b) Saya merasa tidak tepat untuk meninggalkan organisasi saya saat ini, 
bahkan bila hal itu menguntungkan.71 
Berdasarkan ketiga aspek komitmen tersebut, maka antara aspek yang 
satu dengan yang lain saling berhubungan, sehingga organisasi sering 
menggunakan ketiganya untuk mengembangkan komitmen para pegawainya. 
Komitmen afektif mempengaruhi pegawai untuk tetap bertahan dalam 
organisasi tersebut karena memang  ‘ingin’ (want to), dimana hal ini 
dipengaruhi oleh rasa emosional terhadap organisasi dan selalu ingin terlibat 
dalam setiap kegiatan organisasi. Komitmen kontinyu ada karena pegawai 
ingin memenuhi kebutuhan hidupnya (need to). Dan komitmen normatif ada 
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karena adanya rasa tanggung jawab atau mempunyai kewajiban untuk berbuat 
demikian terhadap organisasi (ought to). 
Komitmen ini perlu dikembangkan karena dapat mempengaruhi kinerja 
para pendidik. Sebagaimana hasil penelitian Steers yang menyatakan bahwa 
pegawai yang berkomitmen rendah akan berdampak pada rendahnya kualitas 
kerja. Hackett and Guinon juga mengatakan bahwa pimpinan yang memiliki 
komitmen organisasional yang tinggi akan berdampak pada kepuasan kerja 
dan berdampak pada kinerja para pegawainya.72 Jadi, komitmen yang kuat 
menyebabkan terjadinya tingkah laku anggota organisasi sesuai dengan yang 
diharapkan sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja. 
2. Program Mu’adalah di Pesantren  
Dalam pemakaian sehari-hari istilah pesantren biasa disebut dengan 
pondok saja atau kedua kata ini digabung menjadi Pondok Pesantren. Secara 
esensial, semua istilah ini mengandung makna yang sama, kecuali sedikit 
perbedaan. Asrama yang menjadi penginapan santri sehari-hari dapat 
dipandang sebagai pembeda antara podok dan pesantren. Pada pesantren tidak 
disediakan asrama di kompleks pesantren tersebut, mereka tinggal di seluruh 
penjuru desa sekeliling pesantren (santri kalong), dimana cara dan metode 
pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan dengan sistem wetonan, 
yaitu para santri dating berduyun-duyun pada waktu tertentu.73 Sebenarnya 
penggunaan gabungan kedua istilah secara integral yaitu pondok dan 
pesantren menjadi Pondok Pesantren lebih mengkomodasikan karakter 
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keduanya. Pondok Pesantren menurut M. Arifin berarti suatu lembaga 
pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui measyarakat sekitar dengan 
sistem asrama (komplek) di mana santri-santri menerima pendidikan agama 
melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah 
kedaulatan dari leadership seseorang atau beberapa orang kiai dengan ciri-ciri 
khas yang bersifat karismatik dan mandiri dalam segala hal.74 Lembaga 
Research Islam mendefinsikan pesantren adalah suatu tempat belajar agama 
Islam sekaligus tempat berkumpul dan tempat tinggalnya.75  
Sedangkan, kata Mu’adalah secara etimologi, berasal dari bahasa Arab 
‘adala, yu’adilu, mu’adalatan, yang berarti persamaan atau kesetaraan. 
Sedangkan secara terminologi, pengertian Mu’adalah adalah suatu proses 
penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren 
maupun di luar pondok pesantren dengan menggunakan kriteria baku dan 
mutu/kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Selanjutnya hasil 
dari Mu’adalah tersebut, dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pelayanan 
dan penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren.76 
Tujuan Mu’adalah pendidikan pesantren dengan Madrasah Aliyah dan 
SMA adalah: (1) Untuk memberikan pengakuan (recognition) terhadap system 
pendidikan yang ada di pondok pesantren sebagaimana tuntutan perundang-
undangan yang berlaku; (2) Untuk memperoleh gambaran kinerja pesantren 
yang akan disetarakan dan selanjutnya dipergunakan dalam pembinaan, 
                                                          
74 Hadimulyo, Dua Pesantren Dua Wajah Budaya, (Jakarta: LP3ES, 1995), 9  
75 Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, (Bandung: Mizan, 1991), 247  
76 Choirul Fuad Yusuf, Pedoman Pesantren Mu’adalah, (Jakarta: Direktur Jenderal 
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), 7 
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pengembangan dan peningkatan mutu serta tata kelola pendidikan pesantren; 
(3) Untuk menentukan pemberian fasilitasi terhadap suatu pesantren dalam 
menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang setara/Mu’adalah dengan 
Madrasah Aliyah/SMA.77 
Dengan demikian, pesantren Mu’adalah merupakan salah satu arah 
baru kemajuan model pendidikan yang ada di pesantren. Mu’adalah yang 
secara sederhana berarti penyetaraan juga merupakan bentuk pengakuan dari 
pemerintah terhadap keberadaan pesantren secara umum. Bentuk pengakuan 
pemerintah tersebut adalah memberikan dorongan dari berbagai segi 
implementasi penyetaraan pesantren tersebut dengan pendidikan formal pada 
umumnya, seperti pemberian standar isi, standar pendidik, standar 
pengelolaan, bahkan pengakuan akan eksistensi ijazah yang dikeluarkan 
pesantren tersebut.  
Pendidikan pesantren yang termasuk jenis Pendidikan Keagamaan 
Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki landasan 
konstitusional yang dijamin baik oleh peraturan perundangan yang ada 
maupun konvensi internasional yang terkait dengan hak memperoleh 
pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berikut disampaikan lebih 
spesifik beberapa peraturan yang dijadikan dasar kebijakan tersebut. 
Pertama, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan, 
“Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan.” 
                                                          
77 Ibid., 9 
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Pasal 11 disebutkan,  
“Ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan 
layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan 
yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”; ayat (2); 
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana 
guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang 
berusia tujuh sampai lima belas tahun.”  
 
Pasal 30 disebutkan,  
“Ayat (1): pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah 
dan/atau kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Ayat (2): pendidikan keagamaan 
berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat 
yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya 
dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Ayat (3): pendidikan keagamaan 
dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan 
informal. Dan ayat (4): pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan 
diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang 
sejenis.”  
 
Kedua, UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada Pasal 34 
disebutkan,  
“Ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan 
mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada 
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah dan/atau masyarakat. Ayat (3): Pemerintah dan pemerintah 
daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas 
dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.”  
 
Ketiga, PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 
Pada Pasal 62 disebutkan,  
“Ayat (1): Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya 
operasi, dan biaya personal. Ayat (2): Biaya investasi satuan pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana 
dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja 
tetap. Ayat (3): Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik 
untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan 
berkelanjutan. Ayat (4): Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan 
serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan 
habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, 
air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang 
lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya.” 
 
Keempat, PP 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 
Keagamaan, Pasal 1 disebutkan,  
“Ayat (3): Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam 
yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Ayat 
(4): Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan 
keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan 
pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan 
lainnya.”  
 
Terkait dengan fungsi dan tujuan pendidikan keagamaan, dalam Pasal 8 
disebutkan,  
“Ayat (1): Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta 
didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan 
nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Ayat (2): 
Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang 
memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau 
menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, 
dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 
beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.”  
 
Pada Pasal 14 disebutkan,  
“Ayat (1): Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah 
dan pesantren. Ayat (2) pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan 
informal. Dan Ayat (3): pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) 
atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, 
nonformal, dan informal.”  
 
Pasal 26 ayat (2) disebutkan,  
“Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu 
dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia 
dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.”  
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Kelima, PMA No. 18 tahun 2014 Tentang Pesantren Mu’adalah Pada 
Pondok Pesantren. Pada Pasal 1 disebutkan, bahwa Pesantren Mu’adalah pada 
pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren Mu’adalah adalah 
satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh  dan berada di 
lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan 
pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah Islamiyah dengan pola 
pendidikan mu’allimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat 
disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan 
Kementrian Agama.  
Keenam, Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang 
telah disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Pada Pasal 1 
disebutkan, "Pendidikan Muadalah adalah pendidikan pesantren yang 
diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan 
kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning 
atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang 
dan terstruktur."78 
Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 17 
Pasal 3-4 disebutkan,  
(3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan 
formal jenjang pendidikan dasar berbentuk: (a) satuan Pendidikan 
Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal Ula; dan/atau; (b) 
satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal 
Wustha.  
(4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan 
formal jenjang pendidikan menengah berbentuk satuan Pendidikan 
Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal Ulya. 
                                                          
78
 Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 1 
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(5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 
(enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan 
satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan satuan Pendidikan Muadalah 
Ulya  secara berkesinambungan.”79  
 
Kemudian pada Pasal 18 disebutkan, “Kurikulum Pendidikan Muadalah 
terdiri atas kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum. Kurikulum 
Pesantren Muadalah dikembangkan oleh Pesantren dengan berbasis Kitab 
Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.”80  
Pesantren Mu’adalah yang terdapat di Indonesia terbagi menjadi 2 
(dua) bagian: Pertama, pondok pesantren yang lembaga pendidikannya 
diMu’adalahkan dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri seperti 
Universitas al-Azhar Cairo Mesir, Universitas Umm al-Qurra Arab Saudi 
maupun dengan lembaga-lembaga non formal keagamaan lainnya yang ada di 
Timur Tengah, India, Yaman, Pakistan atau di Iran. Kedua, pondok pesantren 
Mu’adalah yang disetarakan dengan Madrasah Aliyah dalam pengelolaan 
Kementerian Agama RI dan yang disetarakan dengan SMA dalam pengelolaan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Keduanya mendapatkan SK dari 
Dirjen terkait.81 
Secara umum, jenis pesantren Mu’adalah terdiri atas salafiyah dan 
mu’allimin. Pesantren Mu’adalah salafiyah adalah satuan pendidikan 
muadalah berbasis Kitab Kuning. Sedangkan, pesantren Mu’adalah 
mu’allimin adalah pesantren Mu’adalah berbasis dirasah islamiyah dengan 
pola pendidikan muallimin. Dalam penamaan pesantren Mu’adalah dapat 
                                                          
79 Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 17 Pasal 3-4 
80 Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pasal 18 Ayat 1-2 
81 Ibid., 8 
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menggunakan nama berikut: Madrasah Salafiyah, Madrasah Mu’allimin, 
Kulliyat al-Mu’allimin al-Islamiyah (KMI), Tarbiyat al-Mu’allimin al-
Islamiyah (TMI), Madrasah al-Mu’allimin al-Islamiyah (MMI), Madrasah al-
Tarbiyah al-Islamiyah (MTI), atau nama lain yang diusulkan oleh lembaga 
pengusul dan ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.82 
Secara historis, kelompok pesantren Mu’adalah bermula dari 
pengakuan (kesetaraan) dari Dirjen Pembinaan Keagamaan Agama Islam No. 
E. IV/PP.032/ KEP/64 dan 80/98 tertanggal 9 Desember 1998 kepada Pondok 
Modern Gontor Ponorogo dan Pondok Pesantren Al-Amien Sumenep. 
Implikasi dari pengakuan tersebut, maka selama kurun waktu tiga tahun 
(terhitung sejak 1998-2000), kedua pondok pesantren tersebut diperkenankan 
menyelenggarakan ujian akhir setara Ujian Nasional (UN), yang diberi nama 
Ujian Ekstranie. Pengakuan terhadap dua pondok pesantren tersebut terus 
berlanjut berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 105 dan 106/0/2000 
tertanggal 29 Juni 2000. Pada tahun 2005, berdasarkan surat No. 
2282/C.C4/MN/2005 tertanggal 3 Mei 2005, jumlah pondok pesantren yang 
mendapatkan status kesetaraan/disamakan tersebut ber-jumlah 17 pondok 
pesantren.83 Hingga kini terdapat beberapa pesantren yang telah 
menyelenggarakan program Mu’adalah, baik dari pesantren modern maupun 
salaf sejumlah 48 pesantren dari seluruh pesantren di Indonesia.  
                                                          
82 Ibid., 191 
83 Bukhory, Status Pesantren Mu’adalah, 58 
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Hingga penelitian ini ditulis, jumlah pesantren Mu’adalah di Indonesia 
berjumlah 48 pesantren, yaitu sebagai berikut:84   
Tabel 2.2. Daftar Pesantren Mu’adalah di Indonesia 
No. Nama Pendidikan Mu’adalah Kab / Kota 
1 Pesantren Dayah Darul Munawarah  Pidie Jaya 
2 Dayah Ma’had Ulum Diniyah (MUDI) Mesjid Raya Bireuen 
3 Lembaga Pendidikan Islam PP. Darul Rahman  Jakarta Selatan 
4 
Madrasah al-Hikamus Salafiyah (MHS)  
PP. Babakan Ciwaringin  
Cirebon 
5 
Tarbiyatul Muta’alimin Al-Islamiyyah (TMI)  
PP. Al-Basyariah  
Bandung 
6 TMI PP. Modern Al-Ikhlas  Kuningan 
7 TMI PP. Darus Salam  Garut 
8 Madrasah Miftahul Huda PP. Manonjaya  Tasikmalaya 
9 Perguruan Islam Mathali’ul Falah PP. Mathali’ul Falah  Pati 
10 PP. Al-Anwar Sarang  Rembang 
11 
Kulliyatul Muta’alimin al-Islamiyah (KMI)  
PP. Ta’mirul Islam 
Kota Surakarta 
12 
Madrasah Muallimin/Muallimat al-Islamiyah  
(MMI/MMaI) PP. Al-Hikmah 2  
Brebes 
13 
Madrasah Asrama Perguruan Islam (API)  
PP. Salaf Tegalrejo  
Magelang 
14 Madrasah Salafiyah PP. Al-Munawwir Bantul 
15 Madrasah Hidayatul Mubtadi’en PP. Lirboyo  Kediri 
16 Madrasah Salafiyah PP. Sidogiri  Pasuruan 
17 KMI PP. Modern Gontor Ponorogo  Ponorogo 
18 Madrasah Aliyah Salafiyah PP. Termas  Pacitan 
19 TMI PP. Al-Amien Prenduan Sumenep 
20 Madrasah Aliyah Salafiyah PP. Salafiyah Pasuruan  Pasuruan 
21 Madrasah Ulya PP. Miftahul Mubtadiin Nganjuk 
22 Dirasatul Mualimin Al-Islamiyyah (DMI) PP. Al-Hamidy Pamekasan 
23 MMI/MMaI PP. Baitul Arqom Balung Jember 
24 Madrasah Aliyah Salafiyah PP. Darussalam Kediri Kediri 
25 Madrasah Aliyah Salafiyah PP. Al-Falah Ploso Kediri 
26 Madrasah Aliyah Salafiyah PP. As-Salafy Al-Fithrah Surabaya 
27 KMI PP. Modern Al-Barokah  Nganjuk 
28 MMI/MMaI PP. Mathlabul Ulum Sumenep 
29 
Madrasah al-Falahiyah al-Mujibiyyah ar-Roudhoh  
PP.  Langitan  
Tuban 
30 Madrasah Diniyyah al-Amiriyyah PP. Darussalam Banyuwangi 
31 Madrasah Muta’alimin Hasyim Asy’ari PP. Tebuireng  Jombang 
                                                          
84 Urutan No. 1-31 diolah dari Umar Bukhory, “Status Pesantren Mu’adalah: Antara 
Pembebasan dan Pengebirian Jati Diri Pendidikan Pesantren”, Jurnal KARSA, Vol. IXI, No. 1 
(April, 2011), 58; dan https://pontren.com/2016/07/30/daftar-pondok-muadalah-di-indonesia/; 
Sedangkan No. 32-48 dari https://gontornews.com/2016/09/02/hari-ini-menag-beri-sk-muadalah-
kepada-18-pesantren/  
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32 Pesantren Modern Tazakka Batang, Jateng  
33 Pesantren al-Ikhlas Sumbawa Barat 
34 Pesantren al-Ishlah Dadapan Grujukan Bondowoso  
35 Pesantren Darul Abroor Sumsel  
36 Pesantren Darul Istiqomah Pakuniran Maesan Bondowoso  
37 Pesantren Tahfidz Daarul Qur’an Tangerang  
38 Pesantren Walisongo Ngabar Ponorogo 
39 Pesantren Darunnajah Jakarta  
40 Pesantren Tarbiyatunnasyiin Paculgowang Jombang 
41 Pesantren MIQ Al-Hikam Wonosobo  
42 Pesantren Gedongsari  Nganjuk  
43 Pesantren Al-Mashduqiah Kraksan Probolinggo  
44 Pesantren Darussalam Ciomas Bogor  
45 Pesantren Rafah Rancabungur Bogor 
46 Pesantren Modern Daar El-Istiqomah Serang, Banten  
47 Pesantren Al-Mujtama’ Al-Islami Lampung Selatan 
48 Pesantren Baitul Hidayah Bandung  




Mu’adalah memang bermakna pengakuan terhadap eksistensi institusi 
pesantren, dengan segala kelebihan dan kekurangannya dari pihak pemerintah. 
Meskipun, berbagai produk perundang-undangan telah ditetapkan pemerintah 
dalam rangka mendukung proses tersebut, namun jika tidak diwaspadai, 
produk perundang-undangan tersebut dapat menjadi semacam bentuk 
tantangan terhadap jati diri pesantren. Berbagai kebijakan tersebut bisa saja 
menjadi pendorong modernisasi dan pembaharuan di dunia pesantren di satu 
sisi, sekaligus di sisi lain menjadi sebuah tantangan dan tuntutan terhadap 
pesantren. Ketika pendirian pesantren masih mengharuskan adanya izin dari 
pemerintah, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip otonomi dan 
kemandirian pondok pesantren, terutama jika dikaitkan dengan status 
pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat. 
 
57 

























kompetensi guru pada 
Program Mu’adalah.  
2. Pengembangan 
komitmen guru pada 
Program Mu’adalah. 
3. Pengembangan 
motivasi guru pada 
Program Mu’adalah.  
Tujuan: 
 
1. Menganalisis pengembangan 
kompetensi guru pada 
Program Mu’adalah.  
2. Menganalisis pengembangan 
komitmen guru pada Program 
Mu’adalah. 
3. Menganalisis pengembangan 

















1. Teori Kompetensi 
(Rebore, 2004; 
dan Spencer and 
Spencer, 1993)  
2. Teori Komitmen 
(Allen and Mayer 
1990) 








A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang menjadi fokus 
dalam tulisan ini, penelitian ini dirancang dengan metode kualitatif. Penelitian 
kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena hingga makna yang terjadi 
pada subjek penelitian. Fenomena itu dapat berupa perilaku, tindakan, persepsi 
atau pandangan, motivasi, dan lain sebagainya. Secara umum penelitian 
kualitatif mencoba mengeksploratif secara alamiah tentang fenemona dengan 
konteks khusus dengan menggunakan berbagai macam metode alamiah. Oleh 
karena itu, penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis dengan 
paradigma induktif serta mengedepankan makna dalam perspektif subyek 
penelitian.85 Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan latar 
alamiah,86 peneliti sendiri yang mencari makna,87 dan lebih menekankan pada 
proses dari pada produk.88 
Sedangkan jenis penelitian ini adalah studi kasus, karena mengkaji 
secara rinci tentang Pengembangan guru pada Pesantren Mu’adalah. Sasaran 
dalam penelitian studi kasus dapat berupa manusia, peristiwa, latar dan 
dokumen, kemudian sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu 
totalitas, sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing dengan maksud 
                                                          
85 Ibid., 9  
86 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), 18 
87 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1993), 8 
88 Robert C. Bogdan & Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for Education: An 
Introduction to Theory and Methods, (London: Allyn and Bacon Inc, 1998), 29-32 
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untuk memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.89 
Studi kasus ini memiliki tujuan untuk  memberikan gambaran secara 
mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas 
dari kasus yang kemudian dijadikan suatu hal yang bersifat umum. 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Dalam hal ini 
peneliti menentukan 2 (dua) lokasi penelitian yang secara implisit maupun 
eksplisit telah menerapkan pengembangan guru versi pesantren Mu’adalah 
yang khas dan berbeda dengan teori-teori formal konvensional yang ada, 
namun dapat menghasilkan pendidik yang bermutu sehingga dapat melahirkan 
output dan outcome yang berkualitas pula. Lokasi penelitian tersebut yaitu:  
a. Tarbiyatul Mu’allimien al-Isamiyah (TMI) Al-Amien, tepatnya di Desa 
Pragaan Laok, Kecamatan Prenduan, Kabupaten Sumenep Madura, Email: 
tmi@al-amien.ac.id, Web: http://tmial-amien.sch.id/, dipilih sebagai lokasi 
penelitian ini karena memiliki keunikan dalam menerapkan pengembangan 
guru sebagai pesantren Mu’adalah berpola Mu’allimin, sekaligus sebagai 
pesantren yang mendapatkan SK Mu’adalah pertama di Jawa Timur. 
b. Madrasah Aliyah Miftahul Ulum (MMU) Pesantren Sidogiri, beralamat di 
desa Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur, Email: sidogiri@gmail.com, 
Web: https://sidogiri.net/, dipilih karena menerapkan pengembangan guru 
sebagai pesantren Mu’adalah berciri khas Salafiyah di Jawa Timur yang 
tetap mempertahankan jati diri dan kekhasannya.  
                                                          
89 Yin, Robert. K. Studi Kasus Desain dan Methode. (Terj) M. Djauzi Mudzakir,  (Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 18; Arifin, Imron, Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Social 
dan Keagamaan (Malang: Kalimasahada Press, 1996), 57 
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C. Subyek Penelitian  
Dalam penelitian ini teknik penentuan subyek penelitian yang 
digunakan dengan teknik purposive. Purposive merupakan teknik 
pengambilan subyek penelitian (informan) dengan pertimbangan tertentu.90 
Pertimbangan tersebut yaitu subyek penelitian yang memahami dan terlibat 
langsung terkait dengan pengembangan guru pada pesantren Mu’adalah di 
pesantren. Hal ini dimaksudkan untuk memilih subyek penelitian yang benar-
benar relevan dan kompeten dengan masalah penelitian sehingga data yang 
diperoleh benar-benar valid dan dapat digunakan untuk membangun teori. 
Informan penelitian ini diantaranya: pengasuh pesantren, direktur/pimpinan 
program Mu’adalah, pengelola program Mu’adalah, guru di pesantren 
Mu’adalah, serta para siswa di pesantren Mu’adalah.  
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan metode 
campuran (semi struktur), yaitu mula-mula pewawancara menanyakan 
serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu 
diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut.91 Tahapan 
wawancara ini dilakukan dengan: (1) mempersiapkan wawancara; (2) 
melakukan wawancara yang produktif; (3) mengakhiri dengan rangkuman 
hasil wawancara. Pelaksanaan wawancara ini merujuk pada rancangan 
terstruktur yang berupa pedoman wawancara. Hasil wawancara direkam 
                                                          
90 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), 
218 
91 Ibid., 144 
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menggunakan recorder dan dirangkum secara langsung dari catatan-
catatan yang dibuat di tempat penelitian, diringkas dan diberi kode-kode 
yang mudah dimengerti oleh peneliti. 
2. Observasi 
Tahapan observasi terdiri dari: pengamatan deskriptif, pengamatan 
terfokus, dan pengamatan terseleksi. Pengamatan deskriptif dilakukan 
pada tahap eksplorasi secara umum, memperhatikan sebanyak mungkin 
aspek elemen situasi sosial yang diamati sehingga diperoleh gambaran 
secara umum. Pengamatan terfokus merupakan kelanjutan dari 
pengamatan deskripsi yang lebih fokus terhadap detail suatu ranah yang 
diteliti. Pengamatan terseleksi merupakan pengamatan yang mengamati 
komponen tertentu untuk mendapat data yang diperlukan dalam analisis 
setiap perspektif.92 Pelaksanaan observasi memerlukan rancangan yang 
sistematis, penyesuaian dengan tujuan penelitian, pencatatan dalam bentuk 
pencatatan lapangan, dan pengendalian terhadap hasil penelitian sehingga 
diperoleh validitas dan reliabilitasnya.  
3. Studi Dokumenter 
Dokumen yang dijadikan bahan kajian antara lain dokumen tentang 
profil dan keadaan pesantren, proses pembelajaran, data-data guru, 
dokumen keberhasilan yang telah diperoleh madrasah baik bersifat 
akademis maupun non akademis, dan dokumen lain yang relevan. Studi 
dokumentasi ini bertujuan untuk mengungkapkan aktifitas dan tindakan-
                                                          
92 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 98 
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tindakan yang dapat menambah pemahaman peneliti terhadap masalah-
masalah yang diteliti. Studi dokumenter ini memungkinkan ditemukannya 
perbedaan atau pertentangan antara hasil wawancara dan observasi dengan 
hasil yang terdapat dalam dokumen. Bila hal ini terjadi dapat 
mengkonfirmasikannya dengan bentuk wawancara kembali dengan nara 
sumber yang terdahulu. Studi dokumentasi ini merupakan kegiatan 
pengumpulan data yang dapat berupa foto, modul, jurnal, piagam, dan 
sebagainya yang diperoleh saat wawancara maupun observasi dilakukan. 
E. Teknik Analisis Data 
Menurut Miles, Huberman, dan Saldana di dalam analisis data kualitatif 
terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam 















Gambar 3.1. Prosedur Analisis Data93  
 
 
                                                          
93 Miles, Metthew B, A. Michael Huberman and Johnny Saldana, Qualitative Data Analysis, 










1. Kondensasi Data (Data Condensation) 
Kondensasi data adalah kegiatan memilih, menyederhanakan, 
mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati 
keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip 
wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Dalam 
penelitian ini, peneliti mengumpulkan seluruh data yang ada di lokasi 
penelitian melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumenter. 
Kemudian, peneliti melakukan pengkodean dan pengelompokan sesuai 
dengan fokus penelitian. 
2. Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data adalah sebuah kegiatan pengorganisasian data yang 
dilakukan dengan cara menyatukan segala infomasi yang diarahkan pada 
upaya menghasilkan kesimpulan dan aksi. Penyajian data ini penting dalam 
rangka memahami apa yang sedang terjadi di lapangan penelitian, termasuk 
untuk menganalisis secara lebih mendalam terhadap fakta maupun masalah 
penelitian. Dalam tahap ini, setelah melakukan kondensasi data, peneliti 
melakukan penyajian data secara deskriptif dengan mengkait-kaitkan serta 
menghubungkan antar data yang diperoleh lewat wawancara, observasi, dan 
studi dokumenter. 
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing) 
Kegiatan terakhir dalam proses penelitian sebelum penulisan 
laporan penelitian adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sejak awal 
penelitian peneliti melaksanakan proses pengumpulan data, mencari dan 
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memahami fakta dan makna, mencatat pemahamannya terkait keteraturan 
penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan 
proposisi. Bisa jadi seorang peneliti tidak sampai pada penarikan 
kesimpulan hingga pengumpulan data berakhir, hal ini tergantung pada 
banyak tidaknya hasil catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan 
metode pencarian ulang yang digunakan, termasuk kompetensi peneliti, 
waktu serta hambatan lapangan berupa sarana dan prasarana penelitian. 
Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan mulai dari yang 
sederhana hingga yang kompleks dilakukan secara simultab sepanjang 
proses penelitian berlangsung. Hal ini dimulai sejak awal memasuki 
lapangan penelitian dan memulai proses pengumpulan data, peneliti 
berusaha menganalisis sedetail mungkin data, mencari makna-makna pola-
pola, tema-tema, fakta yang sering muncul, dan sebagainya untuk 
memperoleh kesimpulan sementara yang bersifat tentative hingga pada 
akhirnya dengan bertambahnya data dan verifikasi dapat diperoleh 
kesimpulan umum yang bersifat grounded. Dengan kata lain, setiap 
kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian 
berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti. Dalam penelitian ini, 
berdasarkan data-data yang telah diorganisasikan, maka peneliti melakukan 





F. Keabsahan Data 
Dalam penelitian ini menggunakan teknis triangulasi. Triangulasi 
peneliti lakukan dengan maksud untuk mengecek kebenaran data tertentu dan 
membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada 
berbagai fase penelitian lapangan pada waktu yang berlainan triangulasi akan 
dilakukan dengan tiga cara yaitu dengan sumber data metode dan teori. 
a) Triangulasi dengan sumber 
Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara: 
1) Membandingkan data yang hasil pengamatan yang sama dengan 
sumber yang berbeda. 
2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 
yang dikatakan secara pribadi. 
3) Membandingkan apa yang orang-orang tentang situasi penelitian 
dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
4) Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan 
berbagai pendapat dan pandangan orang lain seperti: orang biasa, 
akademisi, praktisi, ulama, dan pemerintah.  
b) Triangulasi dengan metode 
Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara: 
1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, misalnya: 
membandingkan data yang diperoleh melalui metode wawancara 
dengan metode observasi atau dokumentasi. 
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2) Pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama, 
misalnya: membandingkan antara pengembangan kompetensi di 
lembaga A dengan lembaga B melalui metode observasi.  
G. Tahap-tahap Penelitian  
Penelitian ini adalah suatu kegiatan yang bersifat komprehensif, 
dimana komponen yang satu berkaitan dengan komponen yang lain, sehingga 
dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan metode yang sistematis. Sejalan 
dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu menghasilkan deskripsi yang 
komprehensif, integratif, dan holistik tentang pengembangan guru pada 
pesantren Mu’adalah. Langkah awal dalam kegiatan ini dilakukan melalui 
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan tentang kondisi obyektif 
lokasi penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji teori, 
konsep, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung 
studi pendahuluan di lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan teknik 
wawancara, pengamatan (observasi), dan studi dokumenter, yang selanjutnya 
dianalisis secara kualitatif sebagai bahan pertimbangan dalam 
mendeskripsikan temuan-temuan di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil 
temuan-temuan di lapangan tersebut kemudian dilakukan pengecekan ulang 
untuk melihat keabsahan atau kebenaran data yang telah didapatkan dengan 
memperpanjang masa observasi, melakukan Peerdebriefing, triangulasi 




TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Keunikan Pesantren Mu’adalah di TMI Pesantren Al-Amien Sumenep 
dan MMU Pesantren Sidogiri Pasuruan 
Status Pesantren Mu’adalah yang berada di bawah naungan 
Kementerian Agama RI semakin diperkuat dengan terbitnya PMA No. 18 
Tahun 2014 bahkan pada tanggal 15 Oktober 2019 ini telah disahkan pula 
Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pesantren Mu’adalah yang fungsi utamanya 
menyetarakan pendidikan pesantren dengan pendidikan formal ini semakin 
diakui statusnya di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Kalau dulu tahun 
1998 dasarnya hanya SK Dirjen, tahun 2014 meningkat menjadi PMA, dan 
saat ini tahun 2019 telah diakui secara Undang-Undang.  
Pada ‘rezim ijazah’ seperti sekarang ini, di mana segala sesuatu yang 
berkaitan dengan dunia profesional diukur dari ijazah, santri pun harus 
memiliki jaminan legalisasi pendidikan setara formal. Sehingga, para santri 
yang telah menempuh pendidikan sekian tahun tidak merasa sia-sia ketika 
dihadapkan pada tuntutan ‘rezim ijazah’. Harapannya, berbagai regulasi 
tersebut menjadi kerangka lagalitas bagi lulusan pesantren yang tidak kalah 
dan setara dengan pendidikan formal.  
Optimalisasi implementasi regulasi tersebut sangat penting untuk 
menjaga jati diri pesantren, bahwa pesantren dapat tetap istiqamah menjaga 
Kitab Kuning sebagai kurikulum utamanya. Pesantren tidak lagi mempersulit 
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diri sendiri, setelah adanya regulasi tentang muadalah ini pesantren tetap bisa 
mengajarkan kurikulum dengan sistem aslinya, serta lulusan pesantrenya 
dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi karena ijazahnya telah diakui 
oleh negara dan perguruan tinggi.  
Secara umum, pesantren yang termasuk dalam pesantren Mu’adalah 
ada dua tipe, yakni: (1) pesantren yang mendapat status Mu’adalah dengan 
melalui proses pengajuan, dan (2) pesantren yang mendapat status Mu’adalah 
dengan pengakuan atau pemberian langsung dari pemerintah. TMI di 
Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep merupakan kategori tipe pertama, 
sedangkan MMU Aliyah di Pesantren Sidogiri Pasuruan merupakan tipe 
kedua.  
TMI Al-Amien Prenduan telah memperoleh pengakuan persamaan 
(Mu'adalah) dengan Sekolah Menengah Atas di negara-negara Islam di 
Timur Tengah sejak tahun 1982. Di dalam negeri, TMI Al-Amien mendapat 
pengakuan dari Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor tahun 1992, 
dari Kementerian Agama RI tahun 1998, dan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan RI tahun 2000. Status Mu'adalah tersebut yang ada di TMI Al-
Amien saat ini masih setingkat SMA/MA.  
Sedangkan Pesantren Sidogiri Pasuruan mendapat status Mu’adalah 
dari Kementerian Agama RI sejak 2006. Berbeda dengan TMI Al-Amien, 
proses Mu’adalah untuk MMU Aliyah di Pesantren Sidogiri bukan dari 
pengajuan, tetapi pemberian langsung oleh Direktur Jenderal Pendidikan 
Islam Kemenag RI dengan tidak merubah sama sekali sistem maupun 
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kurikulum di dalamnya. Untuk jenjang MMU Tsanawiyah Sidogiri juga telah 
mendapatkan status Mu’adalah sejak tahun 2017 melalui proses pengajuan 
secara kolektif oleh Forum Komunikasi Pesantren Mu’adalah (FKPM), pada 
tingkat Tsanawiyah ini ada sedikit penambahan mata pelajaran umum, namun 
tidak mengurangi struktur alokasi kurikulum lokal yang sudah ada. 
Sedangkan untuk jenjang MMU Ibtida’iyah Sidogiri, pada 2019 ini sedang 
diproses mengajukan secara prosedural sesuai ketentuan yang berlaku. 
Senada dengan itu, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 
tentang Pesantren Pasal 17 Pasal 3-4 disebutkan,  
(6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan 
formal jenjang pendidikan dasar berbentuk: (a) satuan Pendidikan 
Muadalah Ula atau Pendidikan Diniyah Formal Ula; dan/atau; (b) 
satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal 
Wustha.  
(7) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan 
formal jenjang pendidikan menengah berbentuk satuan Pendidikan 
Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal Ulya. 
(8) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 
(enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan 
satuan Pendidikan Muadalah Wustha dan satuan Pendidikan 
Muadalah Ulya  secara berkesinambungan.”94  
 
Jenis Mu’adalah di TMI Al-Amien adalah Mu’allimin. Para pengelola 
di sana enggan disebut sebagai Salafiyah, Khalafiyah, Ashriyah, atau Modern. 
Secara umum, kurikulum Mu’adalah di TMI Al-Amien mengadopsi dari 
KMI Pondok Gontor, namun terdapat modifikasi secara mandiri serta 
disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Madura, khususnya pada 
materi-materi umum. Sedangkan jenis Mu’adalah di Pesantren Sidogiri 
adalah Salafiyah. Maksudnya, meskipun telah mendapatkan SK Mu’adalah, 
                                                          
94 Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Pasal 17 Pasal 3-4 
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Pesantren Sidogiri tidak mengurangi, mengubah, atau memodifikasi 
kurikulum salaf (Kitab Kuning) yang telah diterapkan sejak awal.  
Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pasal 
18 disebutkan, “Kurikulum Pendidikan Muadalah terdiri atas kurikulum 
Pesantren dan kurikulum pendidikan umum. Kurikulum Pesantren Muadalah 
dikembangkan oleh Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah 
Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.”95 Senada dengan PMA No. 18 
Tahun 2014 Pasal 4 disebutkan: “Jenis satuan pendidikan muadalah terdiri 
atas salafiyah dan mu’allimin. Jenis satuan pendidikan muadalah salafiyah 
adalah satuan pendidikan muadalah berbasis Kitab Kuning. Jenis satuan 
pendidikan muadalah mu’allimin adalah satuan pendidikan muadalah berbasis 
Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan mu’allimin.”96 
TMI Al-Amien telah mengalami 2 (kali) kali perpanjangan SK, yakni 
pada tahun 2009 dan 2017. Proses assessment akreditasi di TMI Al-Amien 
dilakukan dengan melibatkan pihak Kementerian Agama. Sedangkan 
Mu’adalah di MMU Sidogiri tidak melibatkan pihak Kementerian Agama 
secara langsung, namun pihak internal hanya melaporkan pelaksanaan 5 
(lima) standar yang telah ditentukan, yakni: standar isi/kurikulum; standar 
proses pembelajaran; standar kompetensi lulusan/santri; standar pendidik; dan 
standar sarana dan prasarana, setiap 4 (empat) tahun sekali.  
Persamaan antara kedua pesantren tersebut antara lain: Pertama, pada 
aspek kurikulum, dengan adanya Mu’adalah, sistem pendidikan yang ada di 
                                                          
95 Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pasal 18 Ayat 1-2 
96 PMA No. 18 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat 1-3 
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TMI Al-Amien dan MMU Sidogiri tetap mempertahankan struktur kurikulum 
yang telah berjalan sejak lama. Dengan kata lain, meskipun mereka telah 
diberi SK Mu’adalah dan dibuatkan kerangka kurikulum, namun tidak ada 
intervensi atau paksaan dari pihak Kementerian Agama terhadap pesantren 
untuk merubah kurikulumnya masing-masing. Hal itu dilakukan untuk tetap 
menjaga prinsip kemandirian dan kebebasan pesantren dalam 
mengembangkan pendidikannya. Kedua, pada aspek ijazah dan lulusan, TMI 
Al-Amien dan MMU Sidogiri melakukan evaluasi akhir / ujian kelulusan 
secara mandiri, dan tidak melaksanaan Ujian Nasional (UN) seperti di 
lembaga formal. Keduanya saat ini juga telah menggunakan format ijazah 
yang ditentukan dari Kementerian Agama RI, dan hanya ditanda-tangani oleh 
kiai atau pimpinan lembaga. Begitu pula lulusannya, telah terbukti, diakui, 
dan banyak diterima di berbagai perguruan tinggi tenama baik di dalam 
maupun di luar negeri.   
Dengan sistem Mu’adalah yang diterapkan di kedua pesantren 
tersebut, telah banyak prestasi-prestasi yang telah dicapai, dari sektor 
kelembagaan maupun kesantrian, baik di tanah air maupun di luar negeri. 
Sebab, adanya sistem yang ketat serta wawasan dan keilmuan yang diajarkan 
kepada santri-santrinya sangat beragam. Sehingga, santri-santrinya memiliki 
variabel keilmuan yang bermacam-macam, seperti wawasan tentang aqidah 
dan syari’ah Islam, kebahasaan, termasuk juga ilmu-ilmu umum. Akan tetapi, 
sejauh ini rekognisi pemerintah terhadap institusi-institusi tersebut masih 
terbilang sangat minim, diantaranya: Pertama, belum adanya standar dan 
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petunjuk teknis secara khusus untuk guru pada pesantren Mu’adalah terkait 
dengan sistem rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga pemberian 
tunjangan. Karena bagaimana pun juga guru di lembaga formal dan guru di 
pesantren Mu’adalah itu berbeda baik dari aspek kualifikasi, kompetensi, dan 
sertifikasi, sehingga harus diperlakukan secara khusus. Kebijakan pemerintah 
selama ini masih berpihak pada guru di lembaga formal. Kedua, masih 
terjadinya diskriminasi terhadap pesantren Mu’adalah khususnya terkait 
dengan mutasi guru dan siswa ke sekolah/madrasah formal. Sehingga sering 
terjadi penolakan yang dilakukan sekolah/madrasah formal terhadap siswa 
untuk mutasi ke lembaga formal, khususnya mutasi dari jenjang Tsanawiyah 
ke SMA/MA/SMK formal, meskipun sebenarnya mereka telah memenuhi 
semua persyaratan administratif. Ketiga, belum adanya ‘kolom’ khusus 
pendataan guru Mu’adalah pada Pangkalan Data online97 Kementerian 
Agama RI maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Oleh 
karena itu, pendataan guru selama ini dilakukan secara manual, dan hal itu 
menjadi penghambat penyelenggaraan pembelajaran yang seharusnya lebih 
bersifat substantif bukan administratif. Keempat, problematika yang sering 
dihadapi para alumninya, yaitu masih terdapat lulusan yang mengalami 
kesulitan untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di tanah 
air. Alasannya, kurikulum yang digunakan tidak relevan dengan kurikulum 
pendidikan nasional serta tidak mengikuti Ujian Nasional (UN), melainkan 
                                                          
97 Pangkalan data atau server yang dimaksud sini misalnya: simpatika.kemenag.go.id/, 
emispendis.kemenag.go.id/, padamu.siap.web.id/, dan dapodik.data.kemdikbud.go.id/.   
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institusi tersebut melaksanakan ujian yang diselenggarakan oleh lembaga 
sendiri. 
Namun, meskipun demikian jika dilihat dari aspek kompetensi, 
motivasi, dan komitmen para pendidik di TMI Al-Amien dan MMU Sidogiri 
telah terbukti memiliki kekhasan masing-masing serta keunggulan yang tak 
ada di lembaga formal lain, karena indikator dikatakan sebagai guru yang 
profesional di antara kedua jenis institusi tersebut berbeda. Pendidik 
profesional di pesantren Mu’adalah berorientasi pada komitmen mengajar 
dan pemahaman materi secara substansial, sedangkan di lembaga formal lain 
lebih berorientasi pada pemenuhan tuntutan regulasi pemerintah secara 
formalitas. Selain itu, ukuran kompetensi profesional guru di pesantren 
Mu’adalah ditentukan seberapa dalam penguasaan dan pemahaman tentang 
Kitab Kuning, sedangkan di lembaga formal lain lebih bersifat administratif 
seperti: menyusun Program Tahunan, Program Semester, RPP, Silabus, 
pengembangan materi, hingga analisis soal ujian.  
B. Pengembangan Kompetensi Guru di Pesantren Al-Amien Sumenep dan 
Pesantren Sidogiri Pasuruan  
1. Pola Pengembangan Kompetensi Guru  
Dari temuan penelitian yang telah disajikan pada Bab sebelumnya, 
dapat disimpulkan bahwa pengembangan Kompetensi Guru di TMI Al-
Amien Prenduan Sumenep didasarkan pada filosofi Trifungsi Guru, yang 
meliputi: guru sebagai pendidik, guru sebagai manajer, dan guru sebagai 
thalabul ilmi. Pengembangan guru tersebut telah dimulai sejak sebelum 
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menjadi guru (sebagai calon guru). Pola pembinaan Kompetensi Guru di TMI 
Al-Amien terdiri dua jenis pembinaan, yaitu secara informal dan secara 
formal. Pembinaan informal ini dilaksanakan pada level instruksional, bahwa 
seluruh guru diwajibkan untuk berkonsultasi kepada ‘Guru Master’ minimal 
seminggu sekali secara informal. Sedangkan pembinaan secara formal 
dilaksanakan pada level institusional, berupa pembinaan rutin (Kelompok 
Guru Bidang Edukatif) yang dilakukan oleh direktur atau mudzir kepada 
seluruh guru setiap minggu sekali (Kamisan).  
Pembinaan oleh Guru Master (GM) kepada guru-guru bidang studi 
dilakukan seminggu sekali, forum ini membahas tentang penyusunan 
perencanaan pembelajaran (RIPP), pelaksanaan pembelajaran di kelas, 
mekanisme evaluasi pembelajaran, bagaimana keadaan santri, serta kesulitan-
kesulitan yang dialami guru saat di kelas. Selain itu, ada pembinaan rutinan 
lain seperti Rapat Guru Lengkap (RGL) dilakukan tiap dua bulan bersama 
Mudir Ma’had untuk membahas kinerja secara keseluruhan. Ada juga 
pembinaan tahunan yang dilakukan bersama pimpinan dan perwakilan dari 
setiap Marhalah untuk mengevaluasi kinerja selama 1 tahun yang telah di 
lalui, dan juga membahas kinerja 1 tahun ke depan, pada saat kumpul tahunan 
ini biasanya ada pengembangan kurikulum. 
Sedangkan di MMU Sidogiri, pengembangan Kompetensi Guru 
menjadi wewenang pengasuh dan majelis keluarga yang kemudian 
mendelegasikan kepada para pengurus pada unit Badan Tarbiyah wa 
Taklimiyah Madrasiyah (BATARTAMA), khususnya di bidang Keguruan. 
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Pola pengembangan Kompetensi Guru di MMU Sidogiri sangat fleksibel dan 
khas, tidak harus bermerek atau dilisensi seperti pengembangan di Barat, 
yang penting Ala Sidogiri. Artinya Pesantren Sidogiri memiliki standar 
sendiri dalam pengelolaan para gurunya. Standar Kompetensi Guru di 
Pesantren Sidogiri memang berbeda dengan Standar Nasional Pendidikan 
(SNP) yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Hal itu bukan berarti tidak 
sesuai atau di bawah SNP, bahkan menurut temuan penelitian, standar 
tersebut melebihi atau di atas SNP. Namun, di Sidogiri tidak memprioritaskan 
aspek kualifikasi akademik, tetapi kompetensi atau keahlian masing-masing 
pendidik tersebut sesuai bidangnya.  
Pada tingkat madrasah, pengembangan kompetensi guru dilaksanakan 
melalui 2 (dua) cara, yaitu: konsistensi fan (mata pelajaran) dan halaqoh guru 
serumpun. Konsistensi fan yang dimaksud ini adalah setiap guru diberikan 
tugas mengajar pada mata pelajaran yang sama setiap tahunnya supaya lebih 
menguasai materi apa dan bagaimana cara mengajarnya. Sedangkan, halaqoh 
guru atau musyawarah guru fan merupakan pertemuan rutin yang 
dilaksanakan antar guru serumpun atau mata pelajaran yang sama. Hal itu 
dilaksanakan dalam rangka penyamaan persepsi antar guru, penyamaan 
pemahaman, penyamaan metode pembelajaran, serta perkembangan proses 
pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pembinaan unik lain di Pesantren 
Sidogiri yang dilakukan sebulan sekali, tepatnya seiap Jumat Pon yang 
dihadiri oleh kiai, majelis keluarga, jajaran pengurus, pimpinan madrasah, 
serta semua guru. Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan sekaligus 
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laporan status kegiatan selama sebulan yang telah lalu. Laporan pengurus 
yang disampaikan kepada Majelis Keluarga adalah hasil evaluasi mingguan 
yang dilakukan antara pengurus harian dengan pengurus pleno. 
Program in service training yang dilakukan oleh unit BATARTAMA 
di Pesantren Sidogiri juga dengan cara mengundang pakar atau profesional 
untuk memberikan pelatihan kompetensi kepada para guru. Selain itu, juga 
dilakukan pembinaan ke luar, maksudnya para guru diutus untuk mengikuti 
pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kegiatan lain 
yang dilakukan oleh pengurus Pesantren Sidogiri antara lain menyelenggaran 
studi banding ke pondok pesantren yang dianggap lebih maju, agar dapat 
dipelajari, diadopsi, ditiru, dan atau dimodifikasi.  
Keunikan dalam pembinaan Kompetensi Guru di pesantren 
Mu’adalah berbeda sekali dengan pembinaan di sekolah/ madrasah formal, 
misalnya melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok 
Kerja Guru (KKG), yang dilaksanakan secara berkelompok serta lebih 
mengedepankan aspek administratif dan formalistik. MGMP dan KKG 
tersebut merupakan wadah kegiatan guru kelas atau mata pelajaran sejenis 
untuk memecahkan pelbagai masalah, memperbaiki dan meningkatkan 
kualitas pembelajaran serta menyempurnakan pembelajaran secara terus 
menerus dan berkesinambungan.98 Ruang lingkup MGMP meliputi guru mata 
pelajaran pada jenjang SMP/SMA/SMK negeri dan swasta, baik yang 
                                                          
98 E. Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, (Bandung: Rosda Karya, 2013), 150  
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berstatus PNS maupun swasta dan/atau Guru Tidak Tetap (honorarium).99 
Sedangkan ruang lingkup KKG ini lebih khusus pada jenjang SD/MI, dan 
dilaksanakan pada tiap gugus.100 
Pengembangan Kompetensi Guru di MMU Sidogiri senada dengan 
TMI Al-Amien, yakni telah dimulai sejak menjadi santri, misalnya melalui 
program Guru Tugas (GT). Para GT ini harus lulus semua mata pelajaran dan 
pembekalan terlebih dahulu melalui kegiatan pelatihan. Pembekalan ini 
dilaksanakan usai ImNi (Imtihan Niha’i) atau Ujian Akhir. Di samping itu, 
rekrutmen guru di MMU Sidogiri diutamakan dari lulusan MMU Aliyah serta 
dari unsur alumni Pesantren Sidogiri yang masih bersedia berkhidmat di 
Sidogiri. Meskipun mayoritas pendidik di MMU Sidogiri berasal dari alumni 
yang telah direkomendasi oleh para pengurus, namun jika membutuhkan 
pendidik bidang studi umum misalnya: Penjaskes, PKn, IPS, di tingkat 
Tsanawiyah, maka pengurus juga mengambil dari luar, dengan tetap 
mengutamakan alumni yang melanjutkan studi di bidang umum. 
Demi pengembangkan kompetensi para guru, pimpinan Pesantren Al-
Amien Sumenep memberikan beasiswa kepada guru yang siap mengabdi di 
pesantren, untuk melanjutkan kuliah S1, S2, bahkan S3, baik di dalam 
maupun di luar negeri. Begitu pula di Pesantren Sidogiri, juga telah 
memberikan program beasiswa sesuai dengan kebutuhan pesantren, setiap 
tahun sekitar 10 hingga 20 guru yang mendapat beasiswa dengan berbagai 
macam jurusan pada beberapa perguruan tinggi.  
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Memang tidak dapat dipungkiri, banyak pakar yang menyatakan 
bahwa meskipun secara kompetensi guru di pesantren telah diakui, terbukti, 
dan memenuhi standar, namun secara kualifikasi akademik masih cukup 
beragam bahkan kurang sesuai. Hal itu didukung dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Puslitbang Penda dan Balitbang Kementerian Agama RI pada 
2016, terkait dengan aspek tanaga pendidik di pesantren Mu’adalah juga 
menemukan bahwa pendidik keagamaan Islam sebenarnya telah terpenuhi 
sesuai dengan kompetensi, namun dari kualifikasi masih beragam lulusannya, 
dari hanya tamatan pesantren, SMA/MA hingga perguruan tinggi. Pendidik 
mata pelajaran umum masih belum terpenuhi, baik dari aspek kompetensi 
maupun kualifikasi, seperti guru mismatch. Pendidik belum mendapatkan hak 
yang sama dalam sertifikasi guru, peningkatan pendidikan dan pelatihan, 
program penyetaran guru melalui program beasiswa bagi guru-guru yang 
tamat SMA/MA, dan belum dibuatkan NUPTK seperti guru di lembaga 
formal pada umumnya.101 
Oleh karena itu, pihak Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren 
Sidogiri Pasuruan mengambil terobosan berupa pemberian beasiswa bagi para 
guru dalam rangka untuk meningkatkan kualifikasi akademik sekaligus 
kompetensi mereka. Hasil temuan Weli Arjuna Wiwaha bahwa, guru dalam 
dunia pesantren yang menjadi motor penggerak pendidikan di pesantren 
hampir rata-rata dari segi kualifikasi pendidikan hanya sebatas pendidikan 
                                                          
101 Puslitbang Penda dan Balitbang Kementerian Agama RI, “Needs Assesment: 
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pesantren atau mereka hanya tamatan diniyah atau madrasah Aliyah. Namun 
dengan sumber daya seperti itu, pesantren tetap eksis dengan perkembangan 
pendidikannya dan masyarakat masih mengakui. Maka dapat dibayangkan 
kalau para guru tersebut mempunyai kualifikasi pendidikan minimal S1 atau 
bahkan S2 dan S3, maka tentu kemajuan dan berkembang pesatnya 
pendidikan pesantren. Oleh karena itu, seorang kyai tidak hanya sekedar 
mengharapkan pengabdian para guru, namun mereka juga harus diberikan hal 
yang setimpal dengan pengabdian mereka dengan cara pengembangan 
keilmuan yang layak.102 
Keunikan terkait dengan pengembangan kompetensi guru di TMI Al-
Amien yaitu memaksimalkan fasilitas Kotak Saran (Kotak Putih). Kotak 
Putih ini merupakan fasilitas berupa kotak saran yang berisikan kritikan-
kritikan santri kepada guru di TMI Al-Amien terkait dengan kinerja, 
kedisiplinan, dan kompetensinya. Sehingga Kompetensi Guru di TMI Al-
Amien dapat ditingkatkan melalui ragam pembinaan yang bersifat integratif 
antara pimpinan pesantren, ma’had, dan TMI, serta secara holistik karena 
berlangsung secara 24 jam (Full Day) dan mencakup seluruh aspek 
kehidupan sehari-hari di lingkungan. Begitu juga dengan MMU Sidogiri, 
seluruh pengembangan guru telah menyatu dalam setiap program pendidikan 
selama 24 jam. Seluruh komponen Sidogiri memang terus-menerus 
mengupayakan berbagai hal untuk pengembangan Kompetensi Guru yang 
                                                          
102 Weli Arjuna Wiwaha, “Manajemen Mutu Guru/Ustadz di Pondok Pesantren” dalam EL-
HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, (Vol. V, No. 2, 2012), 30 
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bersifat integratif, sistematis dan bersifat continue dalam seluruh aktivitas di 
pesantren, baik aktivitas Ma’hadiyah dan Madrasiyah. 
Jika dikaitkan dengan teori Ronald W. Rebore (2004) dalam buku 
Human Resources Administration in Education, yang menyatakan 
pengembangan guru merupakan kerangka kerja untuk membantu para 
pendidik mengembangkan kompetensi mereka, baik secara pribadi maupun 
organisasi. Program pengembangan dalam hal pembinaan pendidik 
memfokuskan pada pembaruan keterampilan dan pengetahuan dalam 
meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai bidangnya; menguraikan tuntutan 
dan kebutuhan masyarakat; menyajikan inovasi tentang metode dan praktik 
pembelajaran; dan memberikan informasi tentang rekomendasi materi dan 
media pembelajaran.103 Hal senada diungkapkan oleh Amstrong (2006) dalam 
bukunya A Handbook of Human Resource Management Practice, manajemen 
SDM sebagai pendekatan strategis dan koheren terhadap pengelolaan aset 
organisasi yang paling berharga (orang-orang yang bekerja) secara individu 
dan kolektif berkontribusi terhadap pencapaian tujuannya. 104 Pengembangan 
SDM berkaitan dengan tersedianya kesempatan dan pengembangan belajar, 
membuat program-program pelatihan yang meliputi perencanaan, 
penyelenggaraan, dan evaluasi atas program-program tersebut.105  
Salah satu pernyataan eksplisit pertama dari konsep Human Resources 
Management (HRM) dikembangkan oleh The Michigan School. Mereka 
                                                          
103 Rebore, Human Resource Administration in Education, 185 
104 Michael Armstrong, A Handbook of Human Resource Management Practice, (London and 
Philadelphia: Kogan Page dan Cambridge University Press, 2006), 5 
105 Ibid., 507  
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berpendapat bahwa sistem SDM dan struktur organisasi harus dikelola 
dengan cara yang sesuai dengan strategi organisasi.106 Kemudian 
dikembangkan oleh Beer, Spector, Lawrence, Mills, and Walton, yang 
mengatakan bahwa outcome dari HRM meliputi: (1) commitment, berkaitan 
dengan apakah kebijakan HRM dapat meningkatkan komitmen pegawai untuk 
pekerjaan dan organisasi mereka dan sampai sejauh mana? apakah kebijakan 
HRM juga bisa mempertahankan dan mengembangkan keterampilan dan 
kompetensi pegawai? (2) Congruence, ini tentang tingkat kesesuaian dalam 
kebijakan HRM antara manajer dan pegawai, antar kelompok pegawai yang 
berbeda, organisasi dan masyarakat, pegawai dan keluarga mereka, serta 
pengukuran dan penilaian masalah; (3) Cost effectiveness, ini kebijakan HRM 
dapat mengefisienkan biaya, misalnya: gaji, tunjangan, omset, absensi, dan 
sebagainya, untuk organisasi, individu, dan masyarakat secara keseluruhan.107 
Kegiatan pengembangan guru tersebut dapat dilakukan oleh institusi 
pemerintah, lembaga pelatihan non-pemerintah, penyelenggara, atau satuan 
pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, program ini dapat dilakukan oleh 
guru pembina, guru inti, koordinator guru kelas, dan sejenisnya yang ditunjuk 
dari guru terbaik dan ditugasi oleh pimpinan. Tahapan pengembangan guru 
tersebut meliputi: analisis kebutuhan, perumusan tujuan dan sasaran, desain 
program, implementasi program, serta evaluasi program pelatihan yang dapat 
ditentukan secara mandiri oleh penyelenggara, memodifikasi, atau 
mengadopsi program sejenis. 
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Gambar 5.1. Program Pengembangan SDM model Rebore108 
(Sumber: Ronald W. Rebore, 2004) 
 
Menurut Rebore (2004), pengembangan guru diklasifikasikan menjadi 
tiga metode, yakni: on the job training, off the job training, dan 
apprenticeship training. Metode on the job training adalah pelatihan yang 
menggunakan situasi dalam pekerjaan. Di sini peserta diberi pelatihan tentang 
pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang 
berpengalaman. Metode off the job training adalah pelatihan yang 
menggunakan situasi di luar pekerjaan. Dipergunakan apabila banyak pekerja 
yang harus dilatih dengan cepat seperti halnya dalam penguasaan pekerjaan, 
di samping itu juga apabila pelatihan dalam pekerjaan tidak dapat dilakukan 
karena sangat mahal. Metode apprenticeship training merupakan pelatihan ini 
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mengarah pada proses penerimaan pegawai baru, yang bekerja bersama dan 
dibawah bimbingan praktisi yang ahli untuk beberapa waktu tertentu.109  
Namun, teori pengembangan SDM yang diungkapkan oleh Rebore 
(2004) tersebut tampak masih terbatas pada pola pelatihan (training) saja, 
yang memiliki beberapa kelemahan, diantaranya: (1) lebih bersifat formalistik 
dan kaku atau kurang memberikan peluang adanya sentuhan-sentuhan 
humanis; (2) biaya penyelenggaraan yang relatif mahal; (3) kurangnya 
konsekuensi yang nyata untuk kesalahan dapat menyebabkan peserta/ 
pendidik kurang berkineja, sehingga menghasilkan hasil yang tidak akurat; 
(4) peserta/pendidik tidak melakukan  pekerjaan yang sesungguhnya atau 
tidak dilaksanakan di dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya; (5) 
pelatihan biasanya dilaksanakan dalam kondisi buatan dan lebih bersifat 
sayembara belaka; (6) materi-materi yang diberikan biasanya bersifat teoritis 
dan nilai prakteknya berkurang, sehingga kurang kesesuaian antara kebutuhan 
materi dengan keadaan sesungguhnya. 
Pendidik merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki dalam 
sebuah organisasi khususnya di lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, 
pengembangan sangat penting dalam meningkatkan dan mempertahankan 
para pendidik agar tetap eksis dalam lingkungan organisasi baik kompetensi, 
motivasi, serta komitmennya terhadap organisasi, agar mampu 
mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang dimiliki. 
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Dilihat dari aspek jenis pengembangan guru di Pesantren Al-Amien 
Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan memiliki keunikan, yakni lebih 
bersifat informal, spiritual, substantif, dan holistik karena berlangsung 24 jam 
secara integratif dengan kehidupan sehari-hari antara kiai, guru, dan santri. Di 
TMI Al-Amien melalui seluruh guru diwajibkan untuk berkonsultasi kepada 
‘guru master’ secara private sebelum melaksanakan tugas mengajarnya. Di 
MMU Sidogiri pun juga melaksanakan hal serupa yang diberi nama halaqoh 
guru fan (mata pelajaran) secara informal dan bersifat subtantif, tidak sekedar 
formalistik, dan didasari atas keinginan atau kesadaran masing-masing guru 
itu sendiri. Secara konseptual, Hasibuan mengatakan jenis pengembangan 
guru meliputi: (1) Pengembangan secara informal, yaitu guru atas keinginan 
dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari 
buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan keterampilan dan 
keahliannya. Pengembangan secara informal ini menunjukkan bahwa guru 
tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan 
kemampuan kerjanya; (2) Pengembangan secara formal, yaitu guru 
ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan latihan.110 
Berdasarkan analisis penulis, berbagai teori Manajemen SDM baik 
yang dikembangkan oleh Beer, Spector, Lawrence, Mills, and Walton (1984), 
Ronald W. Rebore (2004), Amstrong (2006), maupun Swanson dan Holton 
(2001) terlalu “Barat Sentris” yang hanya mengandalkan rasio, dibangun di 
atas pengalaman Barat, dibangun dari pengalaman organisasi bisnis, bukan 
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Aksara, 2007), 45  
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lembaga pendidikan Islam. Hanya berkutat pada pengembangan SDM secara 
rasional, sehingga pendekatan “Barat Sentris” ini terlalu bersifat profit dan 
materialistik. Teori-teori ini juga kurang memperhatikan kenyataan sekitar 
bahwa terkadang manusia dalam menentukan perilakunya ada aspek-aspek 
yang tidak bisa dirasionalkan, hal itu karena dipengaruhi oleh falsafah yang 
ditanamkan, budaya organisasi yang diterapkan, dan spiritualitas yang yakini.  
Teori-teori formal di atas karena terlalu berorientasi pada rasional 
bekala sehingga lebih mengesampingkan nilai-nilai (values). Manajemen 
SDM yang tanpa menyertakan values merupakan sebuah kehampaan belaka. 
Nilai-nilai inti kehidupan yang telah teruji berlangsung sepanjang zaman 
adalah spiritualitas. Spiritualitas adalah tentang interaksi jiwa manusia pada 
dunia di sekitar, respon yang mempengaruhi perilaku dimana pun dan dalam 
kondisi apa pun. Artinya nilai-nilai itu sangat banyak mempengaruhi tindakan 
dan perilaku manusia, baik secara individual, kelompok atau masyarakat 
secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut.  
Dengan demikian, dapat penulis sampaikan bahwa profesionalisme 
Manajemen SDM berbasis rasional saja tidaklah cukup, karena Manajemen 
SDM di pesantren bukan berorientasi profit (mencari keuntungan 
materialistik) sebagaimana pada perusahaan konvensional yang sangat 
mengandalkan rasionalitas. Oleh sebab itu, harus didasarkan pada unsur 
spiritualitas, yakni Pancajiwa Pesantren. Begitu pula sebaliknya, jika hanya 
mengandalkan spiritualitas saja, maka akan terjadi lemahnya transparansi, 
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akuntabilitas, dan inovasi dalam aplikasi Manajemen SDM, oleh sebab itu 
harus juga dibarengi dengan profesionalitas yang tinggi.  
Pengembangan guru berbasis spiritual (spiritual based teacher 
development) adalah sebuah konsep terpadu antara manajemen modern 
dengan nilai-nilai spiritual. Pengembangan guru berbasis spiritual tidak hanya 
menjanjikan pencerahan yang bersifat individual namun juga dapat dijadikan 
alat (tool) untuk meraih produktivitas. Sehingga hasil dari Pengembangan 
SDM di Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan 
bukan berarti produktivitas yang dimaknai sebatas materialistik, tetapi 
produktivitas dalam arti mental spiritual. Karena pada dasarnya, pendidikan 
di pesantren bukan berorientasi profit materiatistik. Sedangkan, makna 
produktivitas secara teori “Barat Sentris” adalah hubungan antara hasil 
(barang dan jasa yang diproduksi) dengan sumber (tenaga kerja, modal, alat 
yang digunakan, dan sebagainya) yang dipakai untuk menghasilkan hasil 
tersebut.111 Artinya sebagai perbandingan antara keluaran (output) dengan 
pemasukan (input). Produktivitas ini menyangkut hasil akhir, yakni seberapa 
besar hasil akhir yang diperoleh di dalam proses produksi, dalam hal ini 
adalah efisiensi dan efektivitas.112 
Sedangkan, produktivitas dalam arti mental spiritual pada pendidik di 
Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan ini mencakup 
sikap optimis dengan berakar pada keyakinan bahwa kehidupan hari ini 
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adalah lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. 
Sikap seperti ini akan mendorong munculnya suatu kerja yang efektif dan 
produktif. Orang yang cerdas secara spiritual adalah orang yang mampu 
mengaktualisasikan nilai-nilai ilahiah sebagai manifestasi dari aktifitasnya 
dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi spiritualitas maka semakin 
tinggi pula produktivitas kerja, sebaliknya semakin rendah spiritualitas maka 
semakin rendah pula produktivitas kerja. Dengan adanya spiritualitas 
tersebut, setiap insan akan mendapatkan kepuasan batin. Ketika seseorang 
puas, maka kemungkinan ia dapat termotivasi untuk menjadi produktif dalam 
tugas-tugas yang dihadapi. 
Jadi, dapat disimpulkan temuan dan pembahasan tersebut, bahwa 
Pesantren Al-Amien Sumenep dan MMU Sidogiri Sumenep menerapkan pola 
pengembangan Kompetensi Guru berbasis spiritualitas sekaligus 
profesionalitas melalui strategi pembinaan dan pelatihan secara integratif, 
holistik, dan kontinyu. Menurut penulis, pola pengembangan guru ini sudah 
sesuai dengan perspektif Islam bahwa Islam mendorong untuk melakukan 
pembinaan dan pelatihan pendidik dengan tujuan mengembangkan 
kompetensi dalam menunaikan tanggung jawab tugasnya, yang diikuti dengan 
peningkatan motivasi dan komitmen organisasional, sehingga menghasilkan 
pendidik yang profesional dalam mencapai tujuan pesantren. Jika pendidik 
yang telah dipilih dari sumber yang baik, kemudian diberikan program 
pengembangan yang terbaik, maka pesantren dapat berharap bahwa pendidik 
akan memberikan kinerja yang terbaik pula bagi keberlangsungan pesantren. 
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Model pengembangan Kompetensi Guru yang berdasarkan 
pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegratif dapat 
dikembangkan yang dalam prakteknya disebut Pengembangan guru Integratif 
Berbasis Spiritualitas. Kata kunci dalam pengembangan guru pada pesantren 
Mu’adalah adalah mengintegrasikan keseluruhan program-program 
pengembangan dalam satu kesatuan yang sistemik, prosedural, dan saling 
melengkapi. Tuntutan model integrasi sistem dalam program pengembangan 
guru bertujuan agar lembaga mampu menjalankan sistem pengembangan guru 
secara akuntabel. Selain itu, lembaga dituntut untuk mampu meningkatkan 
kinerja pendidik sampai ke tingkat yang paling optimal. Pengembangan guru 
terintegrasi ini dapat mengadopsi pendekatan-pendekatan yang memiliki nilai 
tambah (added value) seperti pendekatan kompetensi, manajemen talenta, dan 
sistem informasi manajemen kompetensi, dan sebagainya.  
2. Aspek Pengembangan Kompetensi Guru  
Berdasarkan temuan penelitian, pengembangan Kompetensi Guru di 
Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan terkait 
dengan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.  
Pada Aspek Perencanaan Pembelajaran, meskipun kurikulum di TMI 
Al-Amien banyak mengadopsi dari kurikulum Gontor, dan memodifikasi atau 
menambahnya, namun dari aspek format Rencana Induk Program 
Pembelajaran (RIPP) di TMI Al-Amien mengembangkan dan memiliki 
keunikan tersendiri. Perencanaannya dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6, 
dalam mengembangkan perencanaan Guru Master sebagai pembina melihat 
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kondisi lingkungan serta menyesuaikan dengan pondok-pondok yang ada di 
Madura untuk tetap melestarikan tradisi yang ada. RIPP ini ditulis tangan 
berbahasa Arab atau Inggris, yang di dalamnya menjelaskan tentang 
komponen-komponen yang akan diajarkan, serta harus mendapat persetujuan 
dari para assesor atau pembinanya. Sedangkan perencanaan pembelajaran di 
Pesantren Sidogiri Pasuruan agak berbeda, artinya tidak sedetail di TMI Al-
Amin, namun tetap sangat mengutamakan subtansi dan aktualisasi dari 
perencanaan pembelajaran yang telah disusun, meskipun bentuknya lebih 
sederhana dan tidak terlalu formalistik. 
Pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Cara belajar dan mengajar di 
TMI Al-Amien memiliki keunikan yang sangat berbeda dengan cara belajar 
yang biasa digunakan di sekolah/madrasah formal. Seluruh pelajaran 
disajikan dengan mempergunakan pendekatan induksi dan pengembangan. 
Para siswa dirangsang untuk selalu aktif dan responsif terhadap setiap materi 
pelajaran. Di sini berlaku semboyan “at-thoriqoh ahammu minal-maddah” 
(cara lebih penting dari pada materi), cara yang dimaksud tersebut adalah 
diwajibkan menggunakan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris dalam setiap 
pembelajaran yang dilakukan, dan kehidupan sehari-hari santri. Sedangkan 
metode pembelajaran di MMU Sidogiri memiliki keunikan yang berbeda, 
yakni tetap mempertahankan corak salaf murninya tetapi tidak membatasi 
kepada guru-gurunya untuk menggunakan metode-metode kontemporer. 
Kegiatan ma’hadiyah mayoritas pembelajarannya tetap menggunakan metode 
ceramah, sorogan, maupun bandongan. Dan kegiatan madrasiyah di MMU 
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Sidogiri tetap digunakan namun juga terdapat metode lain yang digunakan 
guru, seperti musyawarah atau diskusi (bahtsul masail), demonstrasi, 
praktikum, penugasan, dan lain sebagainya. 
Pada Aspek Evaluasi Pembelajaran. Di TMI Al-Amien ada dua unsur 
evaluasi, yakni: evaluasi terhadap guru dan evaluasi terhadap santri. Evaluasi 
terhadap guru, mulai pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan setiap 
Minggu bersama Guru Master (GM), evaluasi bulanan bersama Kelompok 
Guru Bidang Edukasi (KGBE), dan evaluasi dua bulanan bersama Mudir 
Ma’had. Evaluasi terhadap santri, meliputi: evaluasi harian yang biasa di 
berikan oleh guru sebelum memulai pelajaran dan sesudah materi pelajaran. 
Terdapat tiga macam ujian, yaitu: ujian Tahriri (tulis), ujian Syafahi (lisan), 
dan ujian Tathbiqi (praktik). Guru juga melakukan penilaian melalui 
observasi dan portofolio, sehingga setiap santri mendapat raport observasi 
dan raport portofolio. Sedangkan di MMU Sidogiri, untuk mengoptimalkan 
evaluasi pembelajaran maka dibentuk lembaga khusus yang menangani 
sistem evaluasi mulai dari tingkat Idadiyah sampai Aliyah yang bernama 
Laboratorium Soal-soal Madrasah (LABSOMA), yang bertugas 
mengomandani mulai dari penyusunan soal-soal sampai mengoreksi hasil 
ujian dengan tetap melibatkan setiap guru pengajar.  
Hasil penelitian di Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren 
Sidogiri Pasuruan, juga ditemukan adanya budaya belajar otodidak di 
kalangan para pendidik dan santri, yakni mereka mengembangkan sendiri 
materi-materi pokok yang telah diajarkan di dalam kelas. Indikator budaya 
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belajar otodidak tersebut diantaranya fasilitas belajar yang disediakan 
pesantren seperti perpustakaan dan ruang internet selalu dipenuhi oleh 
pendidik dan santri yang belajar secara mandiri, serta tertanamnya budaya 
membaca dan menulis di kalangan santri yang bukan sekedar karena tuntutan, 
tetapi memang rasa keingin-tahuan dan inovasi yang ingin mereka 
kembangkan.  
Temuan tersebut sangat berbeda dengan persoalan rendahnya budaya 
akademik yang dialami kebanyakan pendidik di sekolah/madrasah formal, 
sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Minan Zuhri, diduga rendahnya 
pencapaian hasil pendidikan dipengaruhi oleh kinerja pendidik yang rendah. 
Persoalannya, amat jarang guru yang sadar dan mendorong kemampuan 
internal untuk mengembangkan diri. Sebaliknya guru terjebak pada pola 
pasif, rutinitas, kurang kreatif, monoton, dan lain sejenisnya. Kondisi itupun 
kerap kali distimulir oleh situasi eksternal yang kurang kondusif, yang kurang 
memberikan rangsangan dan dorongan pada pendidik untuk mengembangkan 
kemampuan diri terkait dengan menjalankan tugas utamanya. Bahkan unsur 
eksternal menjadi faktor penghambat bagi kemunculan kreativitas 
pengembangan diri guru. Karena itu, apabila pengembangan guru dapat 
dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan diharapkan tujuan 
pendidikan dapat tercapai.113 
Jika dikaitkan dengan Teori Spencer and Spencer (1993) tentang lima 
tipe karakteristik pembentukan kompetensi, yaitu : 
                                                          
113 Muhammad Minan Zuhri, “Pengembangan Sumber Daya Guru Dan Karyawan Dalam 
Organisasi Pendidikan” dalam Jurnal QUALITY (Vol. 2 No. 2, 2014), 207; doi: 
10.21043/quality.v2i2.2108 
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a. Motieves, yang ditunjukan oleh konsistensi antara pemikiran atau 
keinginan sebagai penyebab tindakan. Hal ini tampak pada pendidik di 
Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan, bahwa 
mereka termotivasi dalam melaksanakan tugas mengajarnya, dan berusaha 
mengatasi segala hambatan untuk mencapai tujuan, dan bertanggung 
jawab melaksanakannya. Motivasi tersebut dilandasi atas nilai-nilai 
pengabdian, bahkan dalam mindset mereka adalah guru yang sukses itu 
yang bisa mengabdikan diri dengan sebaik-baiknya di pesantren. Dengan 
motif seperti itu mereka progressif terus memperbaiki kinerjanya secara 
kontinyu melalui program-program yang telah disediakan oleh pimpinan 
pesantren, misalnya: melalui pembinaan Guru Master di Pesantren Al-
Amien Sumenep, atau halaqah guru fan di Pesantren Sidogiri Pasuruan.  
b. Trait, yang ditunjukan karakteristik fisik serta konsistensi respon terhadap 
situasi. Aspek ini merupakan watak atau sifat yang mendasari pendidik 
dalam berperilaku, misalnya: rasa percaya diri, kontrol diri, ketabahan dan 
daya tahan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik serta ketika 
menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Aspek ini tampak pada 
pendidik di Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri 
Pasuruan bahwa mereka siap melaksanakan tugasnya di pesantren secara 
all out selama 24 jam, baik menjadi pendidik sekaligus pengurus di suatu 
unit, serta berusaha untuk tetap tabah dan bertahan meskipun dari aspek 
materi (gaji) masih sangat minim. Kompetensi tipe ini sangat dibutuhkan 
dalam memecahkan masalah dan melaksanakan panggilan tugas.  
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c. Self concept, yang meliputi nilai, sikap dan pandangannya terhadap diri 
sendiri, yakni kepercayaan atau keyakinan pendidik agar menjadi efektif 
dalam semua situasi yang merupakan bagian dari konsep diri. Hal ini 
tampak bahwa pendidik di Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren 
Sidogiri Pasuruan memiliki keyakinan bahwa melalui pengabdian diri ke 
pesantren secara optimal dan penuh keikhlasan, maka barakah akan 
meraka dapatkan. Misalnya prinsip-prinsip yang mereka yakini: do the 
best, give the best, and take the best (lakukan yang terbaik, berikan yang 
terbaik, dan dapatkan yang terbaik), berdiri di atas dan untuk semua 
golongan; dan beriman sempurna, berilmu luas, dan beramal sejati, serta 
dalam urusan rejeki mereka berkeyakinan ‘min haitsu laa yahtasib’ 
(datang dari yang tidak disangka-sangka) selama mengabdi dengan ikhlas.  
d. Knowledge, yaitu informasi yang diketahui secara spesifik. Pengetahuan 
ini merupakan kompetensi yang kompleks. Hal ini tampak dari hasil 
penelitian bahwa semua pendidik di Pesantren Al-Amien Sumenep dan 
Pesantren Sidogiri Pasuruan telah diberikan tugas mengajar sesuai dengan 
keahlian masing-masing, bahkan jika tidak memiliki personal yang 
mumpuni dalam bidang edukatif tertentu yang akan diajarkan khususnya 
bidang umum, mereka merekrut guru dari luar pesantren. Misalnya di TMI 
Al-Amien ada program Guru Master (GM) masing-masing Bidang 
Edukasi. Sedangkan di MMU Sidogiri ada program konsistensi guru fan 
(guru mata pelajaran), maksudnya adalah setiap guru diberikan tugas 
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mengajar pada mata pelajaran yang sama setiap tahunnya supaya lebih 
menguasai materi apa dan bagaimana cara mengajarnya.  
e. Skill, yaitu kemampuan untuk melakukan pekerjaan khusus baik itu yang 
bersifat pekerjaan mental ataupun pekerjaan fisik. Seperti yang telah 
dipaparkan sebelumnya, keterampilan mengajar bagi pendidik di Pesantren 
Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan meliputi aspek 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.  
Pada aspek perencanaan pembelajaran, setiap pendidik diwajibkan 
untuk mengembangkan perencanaan. Di TMI Al-Amien diberi nama 
Rencana Induk Program Pembelajaran (RIPP), di MMU Sidogiri diberi 
nama I’dad, meskipun bentuk dan formatnya lebih sederhana ketimbang 
model RIPP di TMI Al-Amien namun tidak terlalu formalistik.  
Pada aspek pelaksanaan pembelajaran, di TMI Al-Amien 
menerapkan pendekatan thoriqotul istiqro’ wat tahwir atau inductive 
development approach dan at-thoriqoh ahammu minal-maddah (cara lebih 
penting dari pada materi), cara yang dimaksud tersebut adalah wajib 
menggunakan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris. Sedangkan di MMU 
Sidogiri memaksimalkan metode musyawarah atau diskusi (bahtsul 
masail), demonstrasi, praktikum, dan penugasan.  
Pada aspek evaluasi pembelajaran, di TMI Al-Amien terdiri dari 
evaluasi harian yang diberikan oleh guru sebelum dan sesudah materi 
pelajaran, serta tiga macam ujian, yaitu: ujian Tahriri (tulis), ujian Syafahi 
(lisan), dan ujian Tathbiqi (praktik). Di MMU Sidogiri semua bentuk 
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evaluasi ditangani khusus oleh LABSOMA, mulai dari penyusunan soal-
soal sampai mengoreksi hasil ujian, dengan tetap melibatkan setiap guru 
pengajar masing-masing mata pelajaran. 
Pengembangan Kompetensi Guru di TMI Pesantren Al-Amien 
Sumenep dan MMU Pesantren Sidogiri Pasuruan melalui model 
Organizational Learning Berbasis Islamic Values. Pembelajaran organisasi 
atau organisasi pembelajar terkait erat dengan proses belajar di dalam 
organisasi yang utuh menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 
Organisasi pembelajar merupakan proses belajar dimana orang-orang di 
dalamnya terus-menerus mengembangkan kapasitas yang dimiliki untuk 
mencapai hasil yang diinginkan, dimana pola-pola baru berfikir dipelihara, 
aspirasi kolektif dibebaskan dan orang belajar bersama.114 Pembelajaran 
organisasi mengarah pada proses organisasi memahami lebih dalam 
kemampuan internal dan ekstenalnya bukan sekedar pelatihan dan 
pembinaan. Akan tetapi, melalui model pelatihan dan pembinaan yang tepat, 
efektif dan efisien akan memberikan output yang akan memberikan 
keunggulan bagi organisasi. 
Sebagaimana kerangka Peter Senge (2004) yang menyebutkan untuk 
menjadi organisasi pembelajar, dapat mengaplikasikan indikator The Fifth 
Discipline, yaitu: berpikir sistem, penguasaan pribadi, membagi visi, model 
mental, dan pembelajaran kelompok.115 
                                                          
114 Peter Senge. The Fifth Discipline: The Art and Practice of The Learning Organization. 
(New York: Doubleday Currency, 2004), 13 
115 Ibid., 13-15  
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a. System Thinking, bahwa Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren 
Sidogiri Pasuruan memang terdiri dari beberapa unit dan lembaga, terdiri 
dari: pengasuh/pimpinan, Dewan Pengasuh/Majelis Keluarga, Direktur, 
Kesekretariatan, Kepala Madrasah/Mudzir, pengurus, serta unit-unit 
lainnya. Semua lembaga atau unit tersebut jika tidak dikelola dengan baik, 
maka akan berjalan secara parsial, tidak sistematis. Kemampuan untuk 
membangun hubungan yang sinergik hanya akan dimiliki kalau semua 
anggota unit saling memahami pekerjaan unit lain, dan memahami juga 
dampak dari kinerja unit tempat dia bekerja pada unit lainnya. Namun, 
terkadang para personel hanya memahami apa yang dia kerjakan dan 
kurang memahami dampak dari pekerjaan dia pada unit lainnya. Selain itu 
seringkali timbul fanatisme seakan-akan hanya unit dia sendiri yang 
penting perannya dalam organisasi dan unit lainnya tidak berperan sama 
sekali. Fenomena ini disebut dengan ego-sektoral. Kerugian akan sangat 
sering terjadi akibat ketidakmampuan untuk bersinergi satu dengan 
lainnya. Terlepas dari adanya perasaan bahwa unit diri sendiri adalah unit 
yang paling penting,  tidak adanya pemikiran sistemik ini akan membuat 
anggota tidak memahami konteks keseluruhan dari organisasi. 
b. Personal Mastery, Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri 
Pasuruan hanya dapat berkembang apabila para pendidik dan pengurus 
yang berada di dalamnya memiliki keinginanan dan kemampuan untuk 
terus belajar. Hal ini sangat diperlukan, karena untuk tetap dapat bersaing 
di era global, pesantren harus memiliki personel yang memiliki 
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kompetensi yang tinggi. Organisasi pembelajar memandang potensi 
lembaga itu berawal dari potensi pribadi di dalamnya. Potensi ini terdapat 
di setiap unit, baik dari kalangan pimpinan, pengurus, pendidik, bahkan 
santri. Oleh karena itu untuk mengembangkan Personal Mastery ini, 
pimpinan selalu memberi pengarahan kepada setiap personel untuk selalu 
belajar secara mandiri dan otodidak serta fasilitasinya. Selain itu, 
beberapa kali juga diperlukan menambah pekerjaan pada satu pekerjaan 
(job enlargement) atau mutasi pekerjaan (job rotation) agar memudahkan 
personel untuk memahami kegiatan di setiap unit kerja yang lain demi 
terwujudnya sinergitas, sehingga mereka harus belajar hal-hal baru.  
c. Mental Model, untuk melatih individu untuk dapat mengkomunikasikan 
pemikiran atau asumsi secara efektif sehingga dapat mempengaruhi orang 
lain. Mental model merupakan ketrampilan yang terus-menerus dilakukan 
melalui perenungan, klarifikasi, dan perbaikan gambaran-gambaran 
internal tentang institusi dan melihat bagaimana hal itu membentuk 
tindakan dan keputusan setiap personel dalam mencapai visi dan misi. 
Dalam organisasi pembelajar, mental model ini didiskusikan, dicermati, 
dan direvisi pada level individual, kelompok, dan organisasi. Oleh karena 
itu, untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondisif yang mendukung 
pengembangan mental model ini, baik secara formal maupun non-formal.  
d. Shared Vision, dengan mengkomunikasi visi lembaga, pengasuh atau 
pimpinan sudah menumbuhkan kesadaran jangka panjang para anggota 
untuk terus maju dan berkembang. Personel di Pesantren Al-Amien 
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Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan terdiri atas berbagai orang 
yang berbeda latar belakang pendidikan, kesukuan, pengalaman serta 
budayanya, sehingga menjadi tantangan bagi pesantren untuk dapat 
bekerja secara terpadu kalau tidak memiliki visi yang sama. Selain 
perbedaan latar belakang, pesantren juga memiliki berbagai unit yang 
pekerjaannya berbeda antara satu unit dengan unit lainnya. Untuk 
menggerakkan pada tujuan yang sama dengan aktivitas yang terfokus 
pada pencapaian tujuan bersama diperlukan adanya pemahaman visi yang 
dimiliki oleh semua orang dan semua unit yang ada dalam institusi.  
e. Team Learning, dengan adanya proses pembelajaran secara bersama-
sama, pesantren telah mempererat ikatan bagi setiap personel di dalamnya 
dengan melakukan dialog dan mentransfer ilmu yang dimiliki secara 
perseorangan. Oleh karena itu, pimpinan di Pesantren Al-Amien Sumenep 
dan Pesantren Sidogiri Pasuruan mengharuskan setiap pendidik yang telah 
melaksanakan studi banding atau pelatihan, untuk sharing atau 
membagikan wawasan barunya kepada pendidik lain secara terbuka. 
Sebab pembelajaran organisasi akan semakin cepat kalau orang mau 
berbagi wawasan dan belajar bersama-sama. Sehingga semangat belajar 
dalam team, keberhasilan atau kegagalan suatu team harus disampaikan 
pada team yang lainnya. Berbagi wawasan pengetahuan dalam team 
menjadi sangat penting untuk peningkatan kompetensi dalam menambah 
modal intelektualnya. Team Learning ini merupakan ketrampilan untuk 
mengembangkan kompetensi dalam suatu dialog dan berfikir kolektif, 
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sehingga kelompok dapat mengembangkan kecerdasan dan 
kemampuannya secara lebih besar dibandingkan sejumlah bakat dan 














Gambar 4.2. Pengembangan Kompetensi Berbasis Islamic Values 
di Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan  
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pada organisasi bisnis, industri dan pendidikan di sana. Namun penerapannya 
untuk ‘belahan dunia lain’ tidak saklek. Seperti lembaga pendidikan pesantren 
misalnya, yang budaya organisasinya jauh berbeda dengan organisasi formal.  
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan pemberian kompensasi 
pendidik untuk mengembangkan motivasi di TMI Al-Amien, bagi Guru Tetap 
(Guru Wakaf) dapat dikatakan sudah dijamin kebutuhan makannya sehari-
hari oleh kiai. Standar gaji bagi Guru Tetap ini sangat variatif, tergantung 
senioritas, jumlah jam mengajar, masa tugas mengajar, serta jarak antara 
rumah dan pesantren, antara 280.000/bulan sampai 500.000/bulan. Sedangkan 
bagi guru pengabdian di TMI Al-Amien belum mendapatkan gaji, tetapi 
hanya bisyarah (penggembira) sekedarnya, misalnya perlengkapan mandi 
berupa sabun, sikat gigi, sampo, dan sejenisnya.  
Begitu pula dengan Pesantren Sidogiri Pasuruan, dalam pemberian 
bisyarah guru sepenuhnya diatur dan ditentukan oleh Bendara Umum. 
Meskipun besaran bisyarah yang diterima setiap guru tidak disampaikan 
secara transparan, namun yang pasti setiap bulan guru hanya bisyaroh, baik 
guru dari luar maupun guru dari dalam. Namun, hambatan tersebut tidak 
mengurangi kinerja para guru di sana, melainkan hal itu dipahami sebagai 
perwujudan dari salah satu pasca jiwa pesantren yaitu keikhlasan. 
Dalam pemberian reward (penghargaan) untuk pengembangkan 
Motivasi Guru di Pesantren Al-Amien Sumenep tidak dalam bentuk uang 
saja, melainkan berupa fasilitasi haji atau umrah, dan tanah kapling di sekitar 
pesantren, khususnya bagi Guru Wakaf atau guru berprestasi. Hal senada juga 
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dilakukan oleh Pesantren Sidogiri Pasuruan untuk mengembangkan Motivasi 
Guru diantaranya juga memberikan penghargaan bagi guru-guru teladan atau 
prestasi setiap tahunnya. 
Dalam aspek tunjangan bagi guru Mu’adalah di TMI Al-Amien 
sebenarnya banyak mendapatkan sertifikasi melalui prosedur yang telah 
ditetapkan oleh Kementerian Agama, namun sering terkendala ketika proses 
pencairannya. Pola sertifikasi yang diharus dilalui oleh guru Mu’adalah 
disamakan dengan guru pada sekolah/madrasah formal yakni melalui 
Pendidikan Profesi Guru (PPG). Namun, masih terjadi diskriminasi terhadap 
guru Mu’adalah, khususnya terkait dengan layanan sertifikasi guru, belum 
adanya ‘kolom’ data guru Mu’adalah pada Pangkalan Data online, serta 
masalah mis-komunikasi antar pejabat terkait dengan manajemen guru 
Mu’adalah pada server Kementerian Agama. Lebih parah lagi terjadi di 
Pesantren Sidogiri Pasuruan, bahwa memang pernah ada sebagian guru di 
sana terjaring sertifikasi pada tahun 2009, namun tunjangan tersebut hanya 
berjalan 6 (enam) bulan, setelah itu hingga saat ini hak sertifikasi tersebut 
telah terhenti karena permasalahan bersifat administratif. 
Meskipun hanya menerima bisyarah yang minim dan tunjangan dari 
pemerintah yang tak kunjung diterima, namun Motivasi Guru di Pesantren 
Al-Amien Sumenep dan MMU Sidogiri dalam melaksanakan tugasnya 
tampak tetap terjaga dengan baik. Hal itu terbukti dari presensi pendidik tidak 
kurang dari 95%, rela mengabdikan diri selama 24 jam untuk pesantren, 
berkerja tidak sebatas formalitas semata, serta merasa puas, menikmati, dan 
102 
betah bertahan di pesantren. Hal ini dapat dijadikan sebagai indikator bahwa 
para pengelola di kedua pesantren tersebut dapat mengembangkan Motivasi 
Gurunya dengan baik.  
Pola pengembangan Motivasi Guru di TMI Al-Amien dan MMU 
Sidogiri supaya tetap istiqomah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, 
meskipun imbalan secara materi sangat minim, maka kiai sebagai pimpinan 
pesantren selalu menguatkan para pendidik dengan doktrin atau falsafat 
Pancajiwa Pesantren yang dipegang teguh, diantaranya tentang makna 
keikhlasan dan pengabdian. Misalnya: Prinsip do the best, give the best, and 
take the best, yang tidak terlepas dari moto yang digunakan oleh pesantren 
Al-Amien, diantaranya: Berdiri di Atas dan Untuk Semua Golongan; dan 
Beriman Sempurna, Berilmu Luas, dan Beramal Sejati. Sedangkan di 
pesantren Sidogiri: Jadilah Ibadilllah as-Shalihin; Tafaqquh fii al-Din; 
berdakwah bila telah menjadi alumni sesuai bidang yang ditekuninya; dan 
utamakan pengabdian di manapun berada. Dengan demikian, dengan adanya 
doktrin atau falsafah yang ditanamkan kepada para pendidik dan dibudayakan 
tersebut tidak ada pendidik di sana yang mengejar jabatan atau sejenisnya. 
Jadi, pengembangan Motivasi Guru selalu diarahkan ke ranah spiritual dan 
panggilan jiwa, dengan doktin bahwa fungsi guru itu sebagai mujahid 
(berjuang membela agama Islam). 
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Ketika peneliti mengkaitkan dengan beberapa penelitian khususnya 
yang berbasis profit dan Barat Sentris116, bahwa ketika kompensasi pegawai 
semakin ditambah maka mereka akan semakin puas, jika semakin puas maka 
kinerjanya juga akan semakin baik. Namun, ditemukan fenomena Motivasi 
Guru yang ada Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri 
Pasuruan agak berbeda dengan teori tersebut, secara materi kompensasi 
memang tidak sebesar harapan (tidak sesuai standar), tetapi para guru di sana 
tetap merasa puas ketika bisa memberikan timbal balik berupa pengabdian, 
alasan mereka yaitu karena duhulu pernah dibesarkan dan dididik pesantren, 
sekarang harus membalas kebaikan untuk pesantren, ibarat orangtua yang 
telah mendidik anak-anaknya. Bahkan mereka punya keyakinan, selama 
berusaha seikhlas mungkin dalam mengabdi di pesantren, rejeki itu ‘min 
haitsu laa yahtasib’ (datang dari yang tidak disangka-sangka).  
Berdasarkan temuan dan pembahasan terkait dengan pengembangan 
Motivasi Guru di Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri 
Pasuruan di atas, maka tampak bahwa motivasi yang selalu ditanamkan serta 
dibudayakan secara kontinyu untuk seluruh guru, pengurus, dan santri adalah 
unsur-unsur spirit transendental yakni keikhlasan dan barakah, serta 
dikombinasikan dengan manajemen modern prosedural. Bekerja secara ikhlas 
di pesantren sudah tertanam dan dibiasakan dalam kehidupan pendidik, 
pengurus, dan santri sehari-hari. Oleh karena itu, dimana pun mereka berada 
akan terbiasa untuk bekerja apapun dengan ikhlas. Pada dasarnya jasad yang 
                                                          
116 Baca Teori Kebutuhan Hirarki Maslow, Teori Motivasi MC Clelland, Teori X and Y 
McGregor, dan Teori Motivasi Dua Faktor Frederick Herzberg  
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ada pada manusia itu tidak ada apa-apanya jika ruhnya tidak aktif bekerja, 
keaktifan bekerja ruh akan tampak dengan niat yang ikhlas dan ketenteraman 
dalam berperilaku dan berinteraksi dengan manusia. 
Semangat para pendidik di Pesantren Al-Amien Sumenep dan 
Pesantren Sidogiri Pasuruan dalam mengabdi di pesantren dilakukan dengan 
penuh keikhlasan dalam bekerja. Prinsip ini menjadi modal utama yang 
mengarahkan masing-masing individu di kalangan pesantren. Ikhlas dan 
tuntas merupakan penggerak menuju kepada  profesional dalam bekerja, 
sebagaimana halnya dalam aktivitas apapun akan bergantung pada 
keikhlasannya untuk menjadi profesional. 
Prinsip lain yang tertanam pada para pendidik di Pesantren Al-Amien 
Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan adalah prinsip pengabdian. Setiap 
pendidik yang bersedia bekerja di pesantren harus mengedepankan prinsip 
pengabdian, sehingga mereka tidak mengharapkan gaji lebih yang sesuai 
dengan kadar gaji pada masyarakat sekitar. Sikap ini akan tercermin dengan 
wujudnya keikhlasan dan kesabaran dalam menjalankan amanat pengasuh. 
Mengabdikan diri kepada pesantren tidak berarti ekonomi keluarganya 
menjadi kurang bermakna, namun sebenarnya dengan ikhlas dan sabar, maka 
walaupun yang mereka terima jauh dari standar namun kehidupan mereka 
sehari-hari cukup dan tidak pernah ada kekurangan. 
Proporsionalitas dalam bekerja memang lazim dilakukan mengingat 
perbedaan tugas dan fungsi posisi tertentu tidak bisa diabaikan. Bahkan untuk 
melakukan efisiensi, maka pesantren memandatkan beberapa tugas kepada 1 
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orang yang memungkinkan bisa dilaksanakan. Tetapi perlu diingat juga 
bahwa semangat mengabdi tidak diukur dengan materi, sehingga walaupun 
terdapat rangkap jabatan, namun bisyaroh tidak berbeda jauh dengan jabatan 
lain. Hal ini untuk menghindari upaya mengejar materi dan jabatan yang 
biasa terjadi dalam suatu institusi. 
Temuan penelitian tersebut sebagai bukti kritis terhadap penganut 
paradigma falsafah material oriented yang berfikir bahwa materi adalah 
segala-galanya sehingga keberhasilan mereka dinilai hanya dari sejauh mana 
kemampuan mereka mengumpulkan uang dan membelanjakannya. Namun 
sungguh ironis, falsafah material oriented tersebut juga seringkali dimiliki 
oleh pendidik pada masa sekarang. Oleh karena itu, profesi mendidik saat ini 
banyak dipahami sebagai ‘kerja’ untuk menghasilkan uang yang sebenarnya 
jumlah uangnya kecil, padahal falsafah demikian, secara psikologis telah 
menyebabkan pola perilaku guru yang seharusnya bertindak sebagai pendidik 
dan tauladan saat ini berbalik terkesan lupa akan tanggung jawabnya, 
sehingga proses pendidikan yang mereka jalani saat ini seakan-akan 
dilakukan sebagai bagian dari usaha melakukan ‘investasi’ bagi diri mereka 
sendiri dengan pertimbangan untung-rugi secara material.  
Para pendidik yang material oriented ini sering kali terjebak pada 
pemikiran bahwa seberapa banyak waktu yang mereka luangkan untuk 
kegiatan mendidik adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus 
untuk memperkuat status sosial mereka di masyarakat, karenanya belakangan 
ini dapat dilihat di beberapa media sosial dan cetak banyak guru yang 
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melakukan aksi demontrasi atau menyibukkan diri dengan urusan-urusan 
yang bersifat administratif hanya untuk menuntut kenaikan jabatan atau 
kenaikan gaji dengan mengorbankan jam mengajarnya dan itu jelas 
berimplikasi kepada peserta didik yang secara alami ‘meniru’ tindakan-
tindakan dari pendidik yang dapat dikatakan ‘mengeluh’ terhadap keadaan 
saat ini. Juga sebagai pendidik, mereka cenderung ‘melupakan’ hal-hal yang 
sangat penting yakni sebuah keteladanan perilaku dan moral. 
Berdasarkan temuan penelitian tampak bahwa keunikan motivasi para 
pendidik di Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan 
dalam melaksanakan tugas-tugasnya didasari dengan prinsip keikhlasan dan 
pengabdian. Jadi, meskipun di sana standar gaji (bisyarah) pendidik masih 
dikategorikan minim, tidak seperti gaji pendidik di lembaga formal, tetapi 
mereka tetap mau bekerja dan menjaga kekompakan demi niatan ibadah dan 
mengharap barakah atau kesejahteraan bathin. 
Tampak bahwa para pendidik di Pesantren Al-Amien Sumenep dan 
Pesantren Sidogiri Pasuruan karena adanya keyakinan yang mereka percaya 
bahwa dengan mengabdikan diri pada pesantren akan mendatangkan barakah 
untuk diri sendiri dan keluarganya. Menurut Imam Al-Ghazali, barakah 
artinya ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan. Para ulama juga 
menjelaskan makna barakah sebagai segala sesuatu yang banyak dan 
melimpah, mencakup berkah-berkah material dan spiritual, seperti keamanan, 
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ketenangan, kesehatan, harta, anak, dan usia.117 Dalam Syarah Shahih Muslim 
karya Imam Nawawi, disebutkan bahwa barakah atau berkah memiliki dua 
arti: (1) tumbuh, berkembang, atau bertambah; dan (2) kebaikan yang 
berkesinambungan. Menurutnya, asal makna berkah ialah kebaikan yang 
banyak dan abadi. Dalam keseharian kita sering mendengar kata “mencari 
berkah”, bermaksud mencari kebaikan atau tambahan kebaikan, baik 
kebaikan berupa bertambahnya harta, rezeki, maupun berupa kesehatan, ilmu, 
dan amal kebaikan.118 
Dari sini, penulis berpendapat bahwa pendidik di Pesantren Al-Amien 
Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan mempunyai kesadaran dan 
keyakinan bahwa dengan cara mengabdikan diri dengan ikhlas di pesantren 
akan dapat mendatangkan barakah dalam hidupnya. Kesadaran itu 
menunjukkan suatu keadaan pada jiwa seseorang, yaitu merupakan titik temu 
atau equilibrium dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu 
keyakinan, ketenangan, ketetapan hati, dan keseimbangan jiwa yang 
bersangkutan. Sebagaimana Moenir mengatakan bahwa kesadaran sebagai 
suatu proses berpikir melalui metode renungan, pertimbangan, dan 
perbandingan, sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati 
dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk pembuatan dan 
tindakan yang akan dilakukan.119 
                                                          
117 M. Abdul Mujieb, Ensiklopedi Tasawuf Imam Al-Ghazali, (Jakarta: Hikmah Mizan Publika, 
2009), 79 
118 Imam An-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, terj. Wawan Djunaedi Soffandi, 
“Syarah Shahih Muslim”, Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 90  
119 A.S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 88 
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Prinsip keikhlasan tersebut apabila disandingkan dengan 
profesionalitas akan mempunyai makna yang berbeda, namun dapat saling 
melengkapi. Talcott Parson menyatakan bahwa profesionalisme bisa 
dibangun atas dasar empat kaki. Dua kaki pertama yaitu kecerdasan yang 
menggambarkan profesional itu orang yang rasional dan mempunyai otoritas 
profesi atau keilmuannya. Dua kaki lain menjadi jantungnya adalah tanpa 
pamrih (keikhlasan) dan integritas. Pada dua kaki terakhir ini kebanyakan 
terjadi kelemahan pada profesionalitas kita.120 Siagian juga mengungkapkan, 
dalam organisasi memerlukan dua orang atau lebih yang bekerja sama secara 
ikhlas dan sukarela secara terikat di suatu lembaga yang terdapat atasan dan 
bawahan yang kemudian ditentukan penempatan tujuan yang jelas yakni 
tujuan ditentukan oleh semua orang yang langsung terlibat dalam proses 
pelaksanaan tujuan tersebut.121 Jadi, manajemen pendidikan di pesantren 
merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan kerjasama yang didasari atas 
motif pengabdian dan keikhlasan yang dilakukan oleh seluruh personalnya 
untuk mengatur dan menjalankan tugas-tugasnya guna mencapai tujuan 
secara efektif dan efisien. 
Doktrin-doktrin kiai yang sudah mengakar dan melekat secara inheren 
dalam kehidupan pesantren adalah menyangkut prinsip-prinsip keikhlasan 
dan barakah. Seperti pendapat M. Hasyim (1983), doktrin-doktrin yang 
disampaikan kiai didasarkan atau diambil dari ayat dan hadis tersebut sudah 
demikian dapat menyatukan aspek-aspek kehidupan pesantren bahkan sering 
                                                          
120 Peter Hamilton, Talcott Parsons dan Pemikirannya, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), 5 
121 Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Binapura Aksara, 2008), 
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mengarah ke proses pengkultusan terhadap kiai dalam segala hal.122 Hal 
demikian mengakibatkan adanya suatu kewajiban untuk melaksanakan semua 
doktin-doktrin kiai. Konsekuensi yang mereka yakini adalah jika patuh dan 
takdzim kepada kiai dalam mengabdi maka akan mendatangkan barakah, 
namun jika sebaliknya maka akan mendapat kuwalat. Kombinasi konsep 
barakah dan kuwalat inilah yang mereka terima sejak menjadi santri telah 
memainkan peran dominan dalam proses pendidikan di pesantren. Seperti 
diungkap Arifin (2015) berikut ini. 
“Pengaruh besar dalam menjaga otoritas kiai adalah doktrin mencari 
barakah. Konsep ini menjadi hal yang sangat penting diantara warga 
di pesantren. Dalam hal ini, kiai telah berhasil mendoktrinkan 
keyakinan bahwa barakah hanya dapat diperoleh dengan memberikan 
penghormatan kepada yang dipercaya sebagai saluran rahmat Tuhan. 
Ketaatan total, seperti yang dijelaskan dengan jelas dalam Ta’limal 
Muta’alim, harus ditunjukkan dengan hormat dan tulus. Bersama 
dengan konsep ini, mereka juga memiliki keyakinan kuat tentang 
keberadaan kuwalat, yang akan terjadi pada mereka jika mereka tidak 
menghormati kiai. Kombinasi barakah dan kuwalat ini telah 
memainkan peran dominan dalam proses pendidikan di pesantren.”123  
 
Begitu pula, yang dikatakan oleh Hasan (2003) penulis buku 
Kharisma Kiai As‘ad di Mata Umat berikut,  
Menurut Kiai As’ad: seorang Kiai harus asambung (hatinya harus 
menyatu) dengan para santri. Begitu pula, seorang santri harus 
asambung dengan kiainya. Dari sinilah nantinya, akan muncul 
barakah, sehingga pesan-pesan sang kiai akan selalu diingat dan tetap 
melekat di hati para santri atau masyarakat.124  
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Horikoshi (1976) berikut ini,  
                                                          
122 M. Hasyim, Pondok Pesantren Berjuang dalam Kancah Kemerdekaan dan Pembangunan 
Pedesaan. (Surabaya: Sinar Wijaya, l983), 42  
123 Achmad Zainal Arifin, “Transmitting Charisma: Re-reading Weber through the Traditional 
Islamic Leader in Modern Java”, dalam Jurnal Sosiologi Reflektif, (Vol. 9, No. 2, April 2015), 24 
124 Hasan, Kharisma Kiai As‘ad di Mata Umat, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 44 
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Kiai adalah pemimpin karismatik yang sangat dihormati oleh santri 
dan masyarakat sekitar. Kepemimpinan karismatik ini mendorong 
orang untuk mematuhi perintah kiai, dan menghindari kekecewaan 
dan menentangnya, karena tindakan ini dapat menghalangi barakah 
dan bahkan mungkin menarik kuwalat.125 
 
Di sisi lain, penghargaan dan penghormatan prestasi juga menjadi 
tradisi di Pesantren Al-Amien dan Pesantren Sidogiri sebagai bentuk 
perwujudan dorongan motivasi dan menambah semangat para pendidik dan 
pengurus untuk lebih aktif berkarya dan berprestasi sekaligus hal ini menjadi 
wahana interaksi yang baik antara kiai dengan pendidik dan pengurus. 
Bentuknya antara lain dengan memberikan pemahaman dan kepercayaan 
kepada para pendidik bahwa “pesantren ini anggap seperti rumah sendiri dan 
santri anggap seperti anak sendiri, sehingga doktrin rasa memiliki tersebut 
menjadikan pendidik dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan amanah. 
Seperti dijelaskan dalam teori manajemen menurut Stoner:  
“adanya asumsi dasar dalam memberikan motivasi merupakan 
peralatan yang dapat dipakai oleh manajer untuk mengatur hubungan 
pekerjaan dalam organisasi. Bila manajer mengetahui apa yang 
membuat orang mau bekerja untuk mereka, mereka dapat  
menyesuaikan penugasan pekerjaan dan imbalan dengan apa yang 
membuat seseorang ‘tergerak’.”126 
 
Jika dibandingkan dengan teori-teori motivasi berbasis “Barat Sentris” 
yang telah dipaparkan sebelumnya, seperti Teori Kebutuhan Hirarki Maslow, 
Teori Motivasi MC Clelland, Teori X and Y McGregor, dan Teori Motivasi 
Dua Faktor Frederick Herzberg, tampak bahwa basic teori-teori tersebut 
                                                          
125 Bambang Budiwiranto, "Participatory Development In Indonesian Pesantren: Between Elite 
Cooptation And Local Culture", dalam The Proceeding of The 16th Annual International 
Conference on Islamic Studies (AICIS), The Contribution of Indonesian Islam To The World 
Civilization, 2016, 119 
126 Dalam George Ritzer, Sosiologi, Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2002), 56  
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berlatar belakang industri (profit), masih menganggap bahwa faktor eksternal 
yang bersifat materialistik (insentif, reward, bonus) sangat mempengaruhi 
peningkatan motivasi dan kinerja pendidik, padahal di pesantren yang lebih 
bersifat non-profit, seringkali perilaku para pendidik di pesantren lebih 
dipengaruhi oleh unsur-unsur spiritual, substansial, dan non-material.  
Hal itu senada yang pendapat Zohar dan Marshal tentang Spiritual 
Capital, yang mengatakan spiritual capital (modal spiritual) adalah modal 
yang ditingkatkan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada dalam diri 
atau jiwa seseorang, pemanfaatan spiritual capital akan melahirkan 
kecerdasan hati nurani. Kecerdasan ini yang tidak dimiliki oleh mereka para 
kapitalis yang motivasi kerjanya hanya demi ‘uang’ yang melahirkan 
kerusakan lingkungan, kemiskinan, penyakit dan jurang kesenjangan sosial. 
Sebagai solusi terhadap ideologi kapitalisme, perlu dibangun paradigma baru 
dalam pemberdayaan SDM melalui motivasi spiritual capital.127  
Jika dikaitkan dengan Teori Z oleh William Ouchi (1981)128, yang 
terdiri dari 7 karakteristik yakni:  
1. Bekerja Seumur Hidup (Life Time Employment) 
Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan aspek life time 
employment ini ditemukan keunikan baik di Pesantren Al-Amien maupun di 
Pesantren Sidogiri bahwa pendidik yang benar-benar mengabdikan diri ke 
pesantren diberikan jaminan dan bekerja seumur hidup. Seperti di Pesantren 
                                                          
127 Danah Zohar dan Ian Marshal, SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Memaknai Kehidupan, terj. 
Rahmi, (Bandung: Kronik Indonesia Baru, 2009), 20 
128 William Ouchi, Bagaimana Amerika Menghadapi Jepang dalam Dunia Bisnis. (Jakarta: 
Andamera Pustaka, 1985), 22-57  
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Al-Amien telah memberikan jaminan pekerjaan seumur hidup untuk Guru 
Wakaf di sana. Guru wakaf (Guru Tetap) ini merupakan guru yang 
‘mewakafkan’ dirinya untuk pesantren, mengabdi secara total, dan tinggal di 
dalam pesantren. Berdasarkan data yang diperoleh, guru Wakaf Putra terdiri 
dari 43 orang dan guru Wakaf Putri terdiri dari 45 orang. Meskipun gaji tidak 
terlalu besar, namun kiai telah menjamin kebutuhan makan mereka setiap 
harinya dengan cara menyiadakan dapur guru dan memberikan tugas untuk 
mengelola kebutuhan makan santri, disediakan pula tanah kaplingan di sekitar 
pesantren bagi yang belum memiliki rumah, bahkan keluarga mereka pun 
juga menetap di kompleks perumahan tersebut.  
Hal senada juga terjadi di Pesantren Sidogiri, yang memang telah 
diakui dalam kemandirian-nya baik dalam aspek pengelolaan lembaga, 
kurikulumnya, hingga urusan perekonomian. Hal itu itu tampak bahwa 
Pesantren Sidogiri enggan untuk meminta, menerima bantuan, maupun 
intervensi dari pihak pemerintah. Begitu pun dalam rangka meningkatkan 
motivasi sekaligus kemandirian para guru, kiai dan majelis keluarga selalu 
melibatkan setiap personel di pesantren termasuk juga pendidik dalam unit-
unit yang telah disiapkan pesantren sebagai tugas tambahan sekaligus jaminan 
pekerjaan seumur hidupnya, misalnya: untuk mengelola Koperasi Pondok 
Pesantren, BMT Sidogiri, minimarket Basmalah, kantin Santri, percetakan 
dan penerbitan, dan beberapa pekerjaan lain yang notabene masih dalam 
kendali pesantren Sidogiri.  
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2. Promosi dan Evaluasi yang Lambat (Slow Promotion and Evaluation) 
Dalam aspek promosi dan evaluasi pendidik yang ada di Pesantren Al-
Amien dan Pesantren Sidogiri tampak relatif lambat dan dilakukan secara 
terpadu dengan sesungguh-sungguhnya, tidak ada sekedar formalistik atau 
kepura-puraan. Hal itu karena prinsip kejujuran yang selalu ditanamkan dan 
dibiasakan dalam keseharian kiai, pendidik, dan santri. Promosi dan evaluasi 
yang lambat dan terpadu ini untuk menghindari manipulasi penilaian dan 
dapat melihat kinerja pendidik yang sesungguhnya, bahkan hasil penilaian itu 
di-share setiap agenda rapat rutinan, sehingga semua orang tahu siapa yang 
memiliki kompetensi rendah dan tinggi.  
Dalam aspek promosi di Pesantren Al-Amien dan Pesantren Sidogiri, 
untuk menjadi pengurus di beberapa unit atau sekretariat kepesantrenan 
dibutuhkan waktu yang lama bahkan mempertimbangkan track record sejak 
menjadi santri di sana. Kiai/pimpinan bersama majelis keluarga menentukan 
setiap jabatan kepengurusan berdasarkan musyarawah terkait track record 
pengurus yang hendak diberikan amanah. Selain itu, di pesantren tersebut 
tidak ada kasta dalam urusan manajerial dan kesekretariatan, sebagai contoh 
Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum di Pesantren Sidogiri yang dijabat oleh 
putra kiai dalam melaksanakan pekerjaannya tetap mengikuti prosedur yang 
telah ada, mulai dari masuk jam kerja, fasilitas kerja, hingga seragam yang 
harus dikenakan pun sama dengan pengurus yang lain.  
Dalam aspek evaluasi pendidik di Pesantren Al-Amien dilakukan 
secara terpadu dan terbuka, misalnya: evaluasi oleh Guru Master (GM) 
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kepada guru-guru setiap seminggu sekali secara informal; evaluasi rutin 
melalui Kelompok Guru Bidang Edukasi (KGBE) setiap hari Kamis secara 
formal; evaluasi melalui Rapat Guru Lengkap (RGL) setiap bulan yang 
membahas kinerja secara keseluruhan selama sebulan; evaluasi melalui kotak 
saran yang disebut ‘Kotak Putih’, untuk memfasilitasi kritikan-kritikan santri 
kepada guru terkait dengan kinerja, kedisiplinan, dan kompetensinya; bahkan 
ada absen jamaah shalat berjamaah untuk guru. Senada dengan itu, evaluasi 
yang diterapkan di Pesantren Sidogiri dilaksanakan secara terpadu antara dan 
continyu antara aktivitas ma’hadiyah dan madrasiyah, misalnya melalui 
forum Halaqoh Guru Fan (Mata Pelajaran); musyawarah kepala madrasah 
setiap seminggu sekali; evaluasi rutin Jumat Pon setiap sebulan sekali antara 
kiai, majelis keluarga, pengurus, kepala madrasah, serta dewan guru. Dalam 
kegiatan-kegiatan evaluasi tersebut membahas kinerja yang telah lalu, kondisi 
yang sedang terjadi, apa yang harus dilalukan mendatang, serta disisipkan 
prinsip-prinsip keikhlasan, pengabdian, dan barakah dalam setiap pekerjaan.  
3. Jalur Karir yang Luas (Nonspecialized Career Path) 
Jalur karir yang luas ini maksudnya pimpinan, pendidik, dan pengurus 
di pesantren tidak hanya untuk pekerjaan tunggal. Mereka selalu bergerak 
dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam unit-unit yang ada di pesantren. 
Hal ini diterapkan supaya memungkinkan setiap personal termotivasi untuk 
belajar tentang berbagai aspek. Misalnya di Pesantren Al-Amien, sekelas 
putranya pengasuh saja tidak langsung menjadi pimpinan atau kepala bidang 
unit tertentu. Kiai memberikan tugas atau jabatan untuk setiap personal dari 
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yang sederhana atau paling bawah hingga secara bertahap naik ke posisi lebih 
tinggi. Misalnya menangani dulu urusan persuratan, lalu bisa menjadi wali 
kelas, mengelola bidang kesantrian, bidang sarana prasarana, dan seterusnya. 
Alasan kiai adalah supaya ketika jadi kepala bidang atau pemimpin unit nanti 
bisa lebih kompeten dalam berbagai tugas yang dikelolanya, serta lebih 
termotivasi dalam bekerja karena pernah mengalaminya sendiri. 
Sejak menjadi santri di Pesantren Al-Amien, mereka tidak dididik 
untuk menguasai satu bidang tertentu (specialization) saja, tetapi disediakan 
pula yang namanya kompetensi pilihan. Dalam aspek ini, di Pesantren Al-
Amien ada istilah KOMDAS (Kompetensi Dasar) dan KOMPIL (Kompetensi 
Pilihan). Komdas itu mata pelajaran yang diformalkan di kelas-kelas, 
sedangkan Kompil itu sesuai dengan bakat dan minat santri, sehingga santri 
yang minat ke Tafsir Quran itu ada kegiatan sekitar jam 13.30 WIB atau 
setelah shalat Dhuhur itu masuk ke kelas tafsir, begitu juga bidang-bidang 
pilihan yang lain. Harapan kiai adalah jika nanti ketika jadi guru tidak hanya 
menguasai satu bidang kompetensi saja.  
Begitu pula di Pesantren Sidogiri, specialization di sana jauh berbeda 
dengan sekolah/madrasah formal pada umumnya. Pesantren Sidogiri 
memiliki standar kualifikasi dan Kompetensi Guru sendiri yang berbeda 
dengan SNP yang dicanangkan pemerintah. Hal itu bukan berarti tidak sesuai 
atau di bawah SNP, namun standar tersebut bisa saja melebihi atau di atas 
SNP, karena prioritas utama yang ditetapkan di Pesantren Sidogiri bukan 
sekedar kualifikasi ijazah, tetapi keilmuan dan keahlian pendidik tersebut. 
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Sehingga ijazah apa pun, selama pendidik itu mampu dan ahli maka dia akan 
diberi tanggung jawab sesuai keahliannya tersebut. Pendidik di Pesantren 
Sidogiri juga diberi tugas tambahan pekerjaan lain seperti merangkap menjadi 
pengurus serta pengelola lembaga atau unit-unit di dalam pesantren.  
4. Pengambilan Keputusan secara Kolektif (Collective Decision Making) 
Dalam aspek collective decision making, memang dalam pengambilan 
keputusan tidak semua urusan di pesantren dilakukan secara kolektif. Khusus 
dalam urusan yang bersifat absolute dan sensitive, pengambilan keputusan 
diselesaikan pada tingkat majelis kiai atau majelis keluarga. Absolute yang 
dimaksud terkait dengan akidah dan falsafah yang digunakan, sedangkan 
sensitive terkait dengan urusan kondisi pendanaan, kondisi keluarga kiai, dan 
sejenisnya. Namun dalam aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan, urusan 
administratif, serta manajerial kelembagaan, dilakukan secara kolektif.  
Pengambilan keputusan secara kolektif di Pesantren Al-Amien, 
misalnya adanya inovasi atau kebijakan-kebijakan baru, maka para mudzir 
marhalah atau kepala madrasah itu ada melaksanakan rapat khusus, yang 
hasilnya nanti akan di-share pada pertemuan mingguan rutin setiap hari 
Kamis. Jadi, pengambilan keputusan terkait dengan aspek-aspek teknis 
kelembagaan bukan murni berasal dari pengasuh, melainkan dari inisiatif 
pengurus dan pendidik karena mereka yang lebih memahami kondisi riil di 
tingkat teknis. Menurut beberapa informan, jarang sekali kiai langsung 
memutuskan suatu tindakan, tetapi berdasarkan beberapa pertimbangan dan 
dasar-dasar yang kuat. Misalnya dalam pemberian punishment kepada 
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pendidik atau santri yang melanggar peraturan, kiai tidak semena-mena 
menjatuhkan sanksi, tetapi beliau meminta pendapat kepada majelis kiai, para 
pengurus, dan semua guru lain secara terbuka pada pertemuan rutinan.  
Begitu pula di Pesantren Al-Amien, khusus urusan akidah Aswaja dan 
falsafah Salafiyah yang selalu dipegang teguh itu hanya wewenang kiai 
utama, artinya tidak ada yang berani merubahnya kecuali kiai utama. Urusan 
pendanaan pendidikan diserahkan pada bendahara umum atas pengawasan 
masjelis keluarga. Pengembangan kelembagaan dan pendidikan sepenuhnya 
diserahkan pada unit masing-masing yang telah dibentuk oleh majelis 
keluarga. Adapun unit-unit yang ada di Pesantren Sidogiri ini sangat banyak, 
kompleks, dan rinci dalam mengatur segala urusan teknis. Dalam 
pengambilan keputusan secara kolektif dilakukan pada setiap unit, lembaga, 
dan madrasah. Kemudian dilaporkan kepada majelis keluarga setiap bulan 
sekali, pada forum bersama itulah majelis keluarga memberikan rekomendasi 
tentang keputusan mana yang harus dilanjutkan, mana yang harus direvisi, 
dan mana yang harus dihapus atau ditolak.   
5. Tanggung Jawab Kelompok (Collective Responsibility) 
Pengambilan keputusan kolektif diikuti juga dengan tanggung jawab 
kolektif. Tanggung jawab kolektif ini berarti bahwa penghargaan, pujian, dan 
prestasi dibagi di antara semua anggota, dan tidak ada satu anggota 
disalahkan dalam pengambilan keputusan yang buruk. Dalam artian setiap 
keberhasilan bukan merupakan keberhasilan individu tetapi karena orang-
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orang lain juga sudah melakukan pekerjaannya dengan benar sehingga 
merupakan keberhasilan kelompok.  
Dari hasil penelitian di Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren 
Sidogiri Pasuruan, ditemukan bahwa keberhasilan doktrin “pesantren ini 
adalah rumah kalian dan santri adalah anak-anak kalian” yang telah 
ditanamkan oleh kiai kepada para pendidik, menjadikan mereka lebih 
bertanggung jawab (amanah) dalam melaksanakan tugas-tugasnya di 
pesantren. Logika sederhana yang dipegang teguh oleh para pendidik di sana 
yakni karena “kiai ibarat orangtua kita” maka semuanya harus takdzim dan 
berbakti kepadanya, “pesantren adalah rumah kita” maka semuanya harus 
menjaga dan merawatnya dengan baik, dan “santri adalah anak kita” maka 
semuanya harus mendidik dan memperlakukannya dengan baik pula.  
6. Mekanisme Pengawasan yang Melekat (Implicit Control Mechanism) 
Pengawasan yang melekat ini menunjukkan mekanisme kontrol 
implisit. Setiap peraturan dikomunikasikan melalui budaya umum bersama 
dengan pemimpin puncak dan semua pendidik. Hasil penelitian di Pesantren 
Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan tampak bahwa 
pengawasan di sana telah melekat pada diri setiap orang, bahwa semua 
pekerjaan itu adalah “amanah dari pesantren sekaligus amanah dari Allah”. 
Hal itu menjadikan para pendidik di sana ‘merasa diawasi’ langsung oleh 
Allah. Indikator yang tampak di kedua pesantren tersebut yaitu semua 
pendidik dan santri berbondong-bondong untuk segera masuk kelas ketika 
jam pelajaran hendak dimulai, semua warga pesantren telah siap di dalam 
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masjid sebelum shalat berjamaah dimulai, mempelajari dan musyawarah 
kajian kitab meski tanpa diperintah atau diawasi, dan sebagainya.  
Artinya motivasi awal para pendidik dalam mengerjakan tugas-
tugasnya bukan sekedar karena ‘ingin hadiah’ atau ‘takut hukuman’. 
Meskipun tanpa pengawasan formal yang ketat secara langsung dari pimpinan 
pun, mereka tetap berusaha menjalankan amanah tersebut dengan maksimal. 
Namun, bukan berarti pengawasan di kedua pesantren tersebut lemah, bahkan 
berdasarkan temuan peneliti, pengawasan di sana sangat detail dan 
prosedural. Misalnya, di Pesantren Al-Amien disediakan Kotak Saran di 
depan kelas untuk menyampaikan kritikan santri kepada guru; adanya guru 
piket yang bertugas memantau proses pembelajaran; adanya evaluasi harian, 
mingguan, dan bulanan; adanya absen shalat berjamaah bagi guru; harus 
mendapat tanda tangan rekomendasi RIPP dari Guru Master dan mudzhir 
marhalah sebelum mengajar; dan sebagainya. Begitu pula di Pesantren 
Sidogiri, disediakan finger print sebagai presensi guru dan pengurus; adanya 
disposisi dari beberapa petugas terkait untuk mengajukan ijin; adanya 
pelaporan rutin kegiatan setiap unit setiap bulan sekali; dan sebagainya.   
7. Perhatian Holistik terhadap Pekerja (Holistic Concern for People) 
Aspek perhatian holistik terhadap pendidik di pesantren ini sangat 
berbeda dibandingkan di lembaga-lembaga formal dan industri yang hanya 
peduli pada kinerja pegawai di tempat kerja dan hanya peduli sedikit tentang 
kehidupan setelah pekerjaan selesai. Berdasarkan penelitian, peneliti 
menemukan perhatian yang menyeluruh dan jaminan kepada para pendidik di 
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Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan, bahkan 
termasuk kehidupan keluarga, kehidupan sosial, hingga kesehatannya. 
Misalnya di Pesantren Al-Amien, guru tetap disediakan kaplingan untuk 
tempat tinggal; pesantren menjamin kebutuhan makan setiap guru sehari-hari; 
membantu biaya pendidikan bagi anak-anak guru yang merasa kesulitan; kiai 
memantau kondisi mereka selama 24 jam; dan sebagainya. Begitu pula di 
Pesantren Sidogiri, kiai, pengurus, dan guru-guru di sana seperti keluarga 
besar yang saling membantu kesulitan satu dengan yang lain. Perhatian yang 
diberikan tidak sekedar saat melaksanakan tugas mengajar, namun sampai 
masalah kondisi keluarganya, kesehatannya, bahkan hingga ada beberapa 
guru yang dicarikan jodoh dan menikahkannya.  
Berdasarkan pembahasan, Teori Z menganggap perhatian dan rasa 
aman secara khusus punya arti penting. Keamanan itu terjamin karena 
sebagian besar pekerja memiliki masa kerja seumur hidup (life time 
employment) di satu organisasi. Organisasi gaya Z berkomitmen pada 
hubungan jangka panjang tersebut, dengan tinjauan kinerja secara reguler dan 
tegas, yang memberikan umpan-balik yang dituntut sebagian besar pegawai, 
agar bisa berfungsi efektif. Dengan sistem tersebut tentu akan sangat menarik 
bagi mereka yang bekerja dalam dunia pendidikan untuk bekerja dalam waktu 
yang lama. Teori Z juga menekankan perkembangan hubungan kepercayaan 
(trust relationship) antara pemimpin dan yang dipimpin. Penekanan itu 
didasarkan pada asumsi bahwa motivasi orang pertama-tama bersifat internal. 
Namun, perasaan-perasaan itu harus diperkuat oleh komitmen jelas terhadap 
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pegawai dari pihak pimpinan. Dengan adanya hal tersebut akan terjalin 
hubungan yang harmonis antar pegawai. Tidak akan ada pegawai yang 
menaruh curiga kepada pegawai lain atau pemimpin yang menuduh 
bawahannya tanpa pertimbangan yang jelas.   
Teori Z melihat pengambilan keputusan kolektif dan tanggung jawab 
kelompok memberikan dukungan sosial yang diperlukan bagi tercapainya 
kinerja puncak. Hal itu terjadi lewat penciptaan rasa aman, yang 
memungkinkan para pegawai membangkitkan ide-ide baru tanpa takut ditolak 
atau takut gagal. Dengan keputusan yang diambil secara musyawarah tentu 
akan mencapai keputusan bersama dengan tidak mengesampingkan pendapat-
pendapat orang lain. Apabila terjadi pengambilan keputusan sepihak tanpa 
melakukan musyawarah terlebih dahulu pasti akan menimbulkan perbedaan 
pendapat atau ketidak puasan pegawai lain yang berujung pada perpecahan 
organisasi atau manajemen yang ada. Dapat diambil contoh, guru yang 
mendapat dukungan penuh dari orang-orang di sekitar tempatnya bekerja 
pasti akan merasa nyaman untuk melakukan pekerjaan sebagai pengajar yang 
juga dibarengi dengan tanggung jawab sebagai seorang guru untuk 
memberikan hasil yang maksimal terhadap apa yang telah dia kerjakan.  
Meskipun Teori Z Ouchi ini dianggap sebagai teori motivasi yang 
paling mutakhir dan banyak pakar yang mengagungkannya, tetapi dalam 
penerapannya teori Z ini mengalami hambatan dan kekurangan. Karena pada 
dasarnya munculnya suatu teori akan selalu diikuti oleh teori lain yang akan 
menyempurnakan teori sebelumnya. Kekuatan dari teori Z ini terletak pada 
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upaya suatu lembaga pendidikan, termasuk pesantren, untuk mengikat SDM 
dengan loyalitas tanpa batas, sehingga mereka diharapkan mau bekerja dalam 
sikap yang penuh integritas untuk meningkatkan kinerja agar dapat bersaing 
dengan lembaga-lembaga lain yang memang saat ini telah di penuhi oleh 
persaingan dari berbagai bidang. Namun, kelemahan teori Z ini apabila 
diterapkan dalam suatu manajemen pendidikan adalah saat kemampuan 
pesantren menurun dalam komitmennya untuk tetap mempertahankan para 
pegawainya, apalagi saat ketidakpastian ekonomi merusak sektor financial 
yang meningkatkan keinginan pegawai untuk mencari atau berpindah tempat 
kerja untuk memeperoleh penghasilan yang lebih memadai dari sebelumnya. 
Selain itu, teori Z ini membutuhkan banyak pengorbanan, karena sifatnya 
yang holistik dan kurang sederhana.  
Keefektifan organisasi dalam teori Ouchi tersebut bahwa, bukan 
strategi, struktur dan sistem yang lebih banyak menentukan keberhasilan 
organisasi, melainkan budaya organisasi, hanya saja perbedaan antara konsep 
spiritualitas dengan teori Z Ouchi adalah kalau Ouchi teorinya terletak pada 
sumber nilai budaya yang diderivasi dari paradigma nilai-nilai budaya yang 
dimaksud, sedangkan spiritualitas di pesantren, nilai-nilai budaya diderivasi 
dari nilai-nilai spiritual etis religious yang berasal dari nilai dan tindakan etis 
Tuhan terhadap hamba-Nya. Karena dalam pandangan agama, manusia lahir 
dengan membawa fitrah (naluri) dan sibghah (blue print) tentang keberadaan 
Tuhan dalam dirinya, karena itu budaya yang dimaksud dalam konteks 
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kepemimpinan spiritual ini adalah pengungkapan iman dalam kehidupan 
sehari-hari dan representasi Tuhan129 dalam organisasi. 
Kritik terhadap teori Z Ouchi secara lebih spesifik dapat peneliti 
sampaikan bahwa relevan atau tidaknya diterapkannya teori Z dalam 
organisasi adalah relative, artinya bahwa relevan atau tidaknya suatu teori 
didasarkan pada kondisi bentuk, ukuran, dan tujuan organisasi, lingkungan, 
atau budaya yang menyelimutinya. Jika diterapkan di lembaga pendidikan, 
teori ini ada beberapa bagian yang relevan, dan ada juga yang kurang relevan, 
sehingga dengan sedikit modifikasi, teori Z masih relevan diimplementasikan 
dalam pesantren. Modifikasi atau saran terhadap 7 prinsip itu adalah: 
1. Life Time Employment. Bagian ini masih relevan jika diterapkan di 
lingkup pesantren, karena kaidah yang dianut di pesantren adalah semakin 
sepuh sang guru maka dianggap semakin mumpuni ilmunya. Dengan 
adanya prinsip ini pasti guru atau pegawai memiliki jaminan pekerjaan 
tetap jangka panjang, sehingga mereka menjadi nyaman, betah, senang 
dan merasa menjadi bagian penting di dalam pesantren. Dengan adanya 
jaminan keamanan mereka akan fokus dalam bekerja, serta bersemangat 
dalam bekerja. Mereka akan bekerja secara all out sehingga tidak ada 
tekanan dalam pikiran mereka, juga tidak terbebani dengan acaman 
pemecatan yang berujung terhadap tertekannya mereka dalam bekerja, 
yang tentu ini akan mengganggu kinerja mereka. Namun, berbeda dengan 
lembaga formal, maka bagian ini kurang relevan, karena berlaku batasan 
                                                          
129 Representasi Tuhan selebihnya bisa dibaca pada kematangan beragama bagi manusia, dalam 
Atiqullah, Dasar-dasar Pskologi Agama (Pamekasan: STAIN Press, 2006), 47 
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usia dalam ikatan kerja (tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang), 
mengingat bahwa di luar usia produktif pegawai tidak bisa memberikan 
keuntungan potensial bagi lembaga, dan juga jika terlalu pendek maka 
karyawan akan kurang termotivasi, karena keamanan kerja (teori hierarki 
kebutuhan) tidak dapat terpenuhi. Dalam ikatan kerjanya, seperti teori Z, 
PHK hanya dilakukan dalam kondisi yang luar biasa saja, dan tidak 
berdasarkan emosional atau masalah yang sepele. 
2. Slow Evaluation and Promotion. Bagian ini mungkin kurang relevan, 
sehingga menurut peneliti lebih baik jika promosi dilakukan berdasarkan 
hasil penilaian kinerja, dan diutamakan pada pegawai yang kinerja dan 
prestasinya paling baik, sehingga menimbulkan motivasi bagi pegawai 
yang bersangkutan dan menimbulkan motivasi bagi para pegawai lainnya. 
Promosi dapat menjadi salah satu motivasi bagi pegawai agar dapat 
bekerja dengan lebih baik, sehingga jika promosi yang diberikan 
cenderung lambat maka pegawai bisa saja mempunyai pemikiran agar 
bekerja perlahan-lahan saja dan tidak memerlukan peningkatan kinerja 
yang drastis. Promosi yang baik dapat memotivasi karyawan dengan baik 
pula. Jadi, selain mempertimbangkan aspek senioritas kerja, penting pula 
dilihat track record prestasi yang pernah dicapai atau dikerjakannya.  
3. Non Specialized Career Path. Bagian ini spesialisasi atau tanpa 
spesialisasi dapat dipengaruhi oleh ukuran dari organisasi, dimana saat 
ukuran dari organisasi kecil, maka rotasi relevan untuk dilakukan, tetapi 
jika ukuran organisasi tersebut sangat besar dan dengan jumlah pegawai 
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yang tidak sedikit, maka kurang relevan untuk dilakukan, karena akan 
membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan kinerja pada tahap awal tidak 
dapat maksimal. Lingkup pesantren, meskipun spesialisasi ijazah tidak 
linier atau tidak sesuai standar kualifikasi seperti di lembaga formal tidak 
ada masalah, karena prioritas utama di pesantren adalah aspek kompetensi 
atau keilmuan yang dikuasai, maka dia berhak mengajar bidang 
keahliannya tersebut, bukan sekedar dilihat dari kesuaian ijazah.  
4. Concensual Decision Making. Pengambilan keputusan sebaiknya 
berdasarkan kondisi yang terjadi, dan dibutuhkan adanya manajer pusat 
dan manajer bagian, sehingga jika dalam kondisi yang mendesak dan 
berkaitan langsung dengan organisasi, maka manajer pusat atau manajer 
bagian dapat mengambil langkah awal. Jika kondisi yang dihadapi secara 
umum, maka perlunya pengambilan keputusan secara bersama. Dalam 
lingkup pesantren, tidak semua proses pengambilan keputusan dapat 
dilakukan secara kolektif, hal itu tergantung karakteristik masalah yang 
diselesaikan. Misalnya: terkait dengan falsafah atau jati diri yang dianut 
pesantren itu merupakan kewenangan kiai utama; terkait kepemimpinan 
dan urusan keluarga dalem itu bagian majelis kiai/majelis keluarga; 
sedangkan urusan-urusan manajerial operasional, inovasi-inovasi 
pendidikan, serta teknis penyelenggaraan pendidikan dapat dilaksanakan 
secara kolektif di antara semua unsur pesantren.   
5. Implicit Control Mechanism. Pemberian kepercayaan itu memang 
penting, tetapi juga harus adanya pengawasan secara tertulis, mengingat 
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kebiasaan, kemampuan dan usaha dari pegawai tidak sama, sehingga 
adanya standarisasi akan membantu dalam evaluasi dan dalam mengambil 
tindakan di kemudian hari. Hal itu ditemukan di kedua pesantren sebagai 
lokasi penelitian ini, bahwa meskipun prinsip kepercayaan dan kejujuran 
sangat dijunjung tinggi dalam fungsi pengawasan, tetapi mereka tetap 
menggunakan instrumen pengawasan secara tertulis dengan detail. 
6. Collective Responsibility. Bagian ini, peneliti sependapat bahwa dalam 
organisasi mana pun, termasuk pesantren, keberhasilan dihasilkan dan 
dirasakan bukan hanya satu atau dua orang, tetapi dari adanya kerjasama 
kelompok, sehingga rasa nyaman, kebersamaan, loyalitas menjadi tinggi. 
7. Holistic Concern. Bagian ini peneliti juga sependapat bahwa setiap guru 
atau pegawai di organisasi mana pun, termasuk pesantren, berhak 
diberikan kesempatan untuk bergabung dalam ikatan-ikatan informal di 
luar ikatan kerja, memberi perhatian khusus kepada keluarga mereka 
melalui berbagai acara yang melibatkan anggota keluarga mereka, 
sehingga guru atau pegawai dan keluarganya merasa diperhatikan, tetapi 






















Gambar 4.3. Pengembangan Motivasi Berbasis Keikhlasan dan Barakah  
di Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan 
 
D. Pengembangan Komitmen Guru di TMI Pesantren Al-Amien Sumenep 
dan MMU Pesantren Sidogiri Pasuruan 
Pengembangan Komitmen Guru di Pesantren Al-Amien Sumenep tak 
lepas dari filosofi yang digunakan, yaitu Trifungsi Guru yang meliputi: guru 
sebagai pendidik, guru sebagai manajer, dan guru sebagai thalabul ilmi. Guru 
sebagai pendidik harus bertanggung jawab terhadap tugas mengajarnya 
melalui binaan Guru Master masing-masing bidang studi. Guru sebagai 
manajer harus membina bawahannya di setiap unit (misalnya: sebagai wali 
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kelas, musyrif asrama, dan sebagainya), sekaligus siap dibina oleh atasannya 
di unit masing-masing. Guru sebagai thalabul ilmi diwajibkan untuk selalu 
belajar dan melanjutkan studinya. Trifungsi Guru tersebut dilaksanakan 
secara holistik, integratif, serta berlangsung selama 24 jam secara formal dan 
informal, karena para pembina, guru, dan santri tinggal dalam satu pesantren. 
Pengembangan Komitmen Guru di Pesantren Sidogiri Pasuruan 
dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya: pemberian Iqrar tertulis, 
pelibatan guru dalam setiap posisi kepengurusan, menjaga pola interaksi 
kekeluargaan, serta internalisasi prinsip pengabdian dan keteladanan. Secara 
tertulis dengan memberikan iqrar tertulis kepada setiap guru pada awal tahun 
pelajaran yakni pada tanggal 19 Sya’ban, yang disebut sebagai Iqrar Guru 
Sidogiri, terkait dengan kesediaan melaksanakan tugas. Bagi siapa saja yang 
melanggar ikrar tersebut sebagai konsekuensinya akan mendapatkan sanksi, 
mulai teguran secara lisan, langsung melalui surat resmi, hingga sanksi 
administratif di keluarkan. 
Pesantren Al-Amien dan Pesantren Sidogiri telah bekerja keras dalam 
mengembangkan komitmen para guru agar mempunyai karakter pengabdian. 
Sehingga setiap guru di kedua pesantren tersebut pasti diberi tanggung jawab 
berupa tugas tambahan yang harus dikerjakan, serta dilakukan rotasi secara 
bertahap. Hal itu untuk membentuk mental guru agar tidak manja, karena 
semua tugas tambahan yang pernah dikerjakan itu merupakan pembinaan. 
Selain itu, untuk menguatkan komitmen di kedua pesantren, pengasuh/ 
pimpinan dengan tegas memisahkan antara pendidikan dan unsur-unsur 
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politik praktis, alasannya yaitu apa pun yang sekiranya memengaruhi 
komitmen para guru di sana harus dihindarkan.  
Dalam pengembangkan komitmen para guru di Pesantren Al-Amien 
dan Pesantren Sidogiri, juga memberikan beasiswa melanjutkan studi kepada 
guru yang siap mengabdi di pesantren, baik di dalam maupun di luar negeri. 
Sehingga meskipun mendapat tafsyir (gaji) yang kecil namun mayoritas guru 
di sana tetap berkomitmen dalam melaksanakan tugasnya. Namun dengan 
konsekuensi ketika sudah lulus harus kembali ke pesantren untuk 
mengabdikan diri kembali. 
Meski demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan memang 
terdapat sebagian guru di Pesantren Al-Amien dan Pesantren Sidogiri yang 
keluar dari lembaga, baik pengajuan diri sendiri maupun memang karena 
dikeluarkan oleh lembaga (punishment). Keluar lembaga berasal dari 
permintaan guru yang bersangkutan seperti karena diangkat sebagai CPNS di 
daerah lain atau urusan pernikahan. Sedangkan dikeluarkan oleh lembaga 
karena telah melanggar komitmen tertulis yang telah dipakati, misalnya: 
sering tidak masuk tanpa alasan, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya. 
Punishment kepada guru yang melanggar komitmen yang telah disepakati, 
yakni tidak sekedar ditegur secara lisan maupun tulisan, tetapi juga di-share 
(dibagikan) kepada forum guru sebagai pelajaran bagi guru lain bahwa pihak 
pesantren akan bertindak tegas jika didapati guru yang melanggar peraturan. 
Mekanisme pemberian punishment pada guru yang melanggar komitmen, 
pada taraf awal (teguran lisan dan surat resmi) diserahkan kepada pimpinan 
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madrasah (mudzir marhalah) masing-masing, namun pada taraf yang lebih 
tinggi (dikeluarkan) jika di Pesantren Al-Amien ditangani oleh kiai/pimpinan, 
sedangkan di Pesantren Sidogiri ditangani oleh BATARTAMA tembusan ke 
majelis keluarga. 
Selain itu, pengembangan komitmen guru di Pesantren Al-Amien dan 
Pesantren Sidogiri melalui keteladanan yang ditunjukkan oleh para masyayikh 
dan guru-guru seniornya. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan alasan 
mengapa para guru tetap bertahan dalam mengabdikan diri pada kedua 
pesantren tersebut, mereka menjawab karena meneladani perjuangan para 
masyayikh sebagai pendiri dan pengasuh yang dikisahkan secara turun-
menurun, majelis keluarga yang tidak semena-mena dalam mengelola 
lembaga pendidikan pesantren, serta figur-figur guru senior yang sabar dalam 
membimbing dan melaksanakan terlebih dahulu apa yang mereka ajarkan 
kepada guru-guru juniornya.  
Para guru yang mengajar di Pesantren Al-Amien dan Pesantren 
Sidogiri memiliki tuntutan yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru di 
sekolah/madrasah formal pada umumnya, karena selain menjadi guru yang 
memiliki tugas mengajar dan mendidik santrinya, mereka berperan sebagai 
orangtua pengganti yang berkewajiban membimbing dan mengawasi para 
santri selama menuntut ilmu di pesantren, sehingga para guru perlu 
mengawasi para santri secara intens, karena mereka tinggal di pondok yang 
jauh dari orang tua mereka. Selain itu, pesantren adalah lembaga pendidikan 
berbasis Islam sehingga para guru tentunya memiliki tanggung jawab untuk 
131 
menanamkan nilai-nilai islami serta harus menjadi figur teladan bagi para 
santri dalam mengamalkan dan menjalankan syariat Islam. Beberapa guru 
pun memiliki peran ganda dalam pekerjaanya di pesantren, yaitu sebagai guru 
di kelas madrasah sekaligus pengurus di unit-unit kepesantrenan, seperti 
menjadi wali santri, pengurus bagian kesehatan, bagian konsumsi, bagian 
pendidikan, dan pada unit-unit lainnya.  
Tanggung jawab yang sangat banyak bagi para guru tersebut tidak 
lantas menyurutkan kesediaan mereka untuk tetap bertahan dan konsisten 
bekerja di Pesantren Al-Amien dan Pesantren Sidogiri, mayoritas para guru 
telah mengajar selama lebih dari 5 tahun. Peneliti juga menemukan bahwa 
sebetulnya sebagaian guru tersebut mendapatkan banyak tawaran untuk 
bekerja di tempat yang lain yang pendapatan dan tunjangan yang lebih besar, 
serta fasilitas yang lebih baik, tetapi tawaran tersebut tidak membuat mereka 
melepaskan tugasnya di pesantren saat ini. Hal tersebut menunjukan loyalitas 
guru terhadap pesantren. Dilihat dari kinerja yang ditampilkan, para guru 
bekerja penuh dengan dedikasi ketika mengajar, seperti: berusaha selalu 
masuk mengajar kecuali jika sakit atau memiliki keperluan mendadak dan 
datang tepat waktu setiap kali mengajar.  
Sesuai dengan kebijakan untuk para guru yang mengajar di pesantren 
yaitu para guru harus datang ke madrasah tepat waktu sebelum santri datang 
agar dapat briefing dengan kepala madrasah. Selain itu, para guru pun terlihat 
menjadi figur teladan bagi santri-santrinya, seperti menggunakan segaram 
sesuai aturan, di Pesantren Al-Amien guru wajib mengenakan seragam resmi, 
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dan jas berdasi, sedangkan di Pesantren Sidogiri guru dan santri wajib 
mengenakan baju koko putih, songkok putih, serta sarung hijau; bertutur kata 
yang baik dan ramah kepada santri; dan mereka juga selalu menanamkan 
pesan-pesan moral ketika di dalam kelas. Hal tersebut menunjukan tanggung 
jawab para guru yang bertugas untuk membina akhlak para santri.   
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan alasan mengapa para guru 
tetap mengajar di pesantren adalah karena kesamaan nilai dan pemahaman 
tentang Islam yang guru-guru miliki dengan yang ada dalam pesantren. Para 
guru meyakini bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan semata-mata hanya 
untuk tafaquh fi al-dzin. Guru-guru memahami bahwa mereka mengajar di 
pesantren bukan hanya sekedar bekerja dan mencari nafkah namun juga salah 
satu kontribusi mereka dalam mengamalkan ilmu yang telah mereka peroleh. 
Sehingga, para guru menerima tujuan, kebijakaan dan tanggung jawab yang 
diberikan pesantren tanpa merasa terbebani. Mereka beranggapan bahwa 
materi bukanlah segalanya dan percaya bahwa pekerjaan yang mereka 
lakukan akan membawa kebaikan (barakah). Oleh karena itu, guru 
mengatakan bahwa selama mereka masih dapat dipercaya oleh pesantren dan 
tenaga mereka masih dibutuhkan untuk menjalankan tugas di pesantren, 
mereka akan terus berkontribusi untuk mencapai visi dan misi pesantren.  
Pesantren Al-Amien dan Pesantren Sidogiri memiliki rutinitas yang 
mirip untuk para guru dimana setiap seminggu sekali di luar jam 
pembelajaran, para guru melakukan kegiatan pembinaan rutin yang mengenai 
segala hal, khususnya terkait proses pembelajaran, pengembangan komitmen 
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mengajar, hingga evaluasi ruhiyah. Di Pesantren Al-Amien dilaksanakan 
pada hari Kamis setelah shalat Asar, sedangkan di Pesantren Sidogiri pada 
hari Jumat setelah shalat Jumat. Rutinitas tersebut menjadi bekal para guru 
untuk mengamalkan ilmunya pada para santri dan memperkuat nilai-nilai 
keislaman para guru sehingga diaplikasikan juga dalam keseharian termasuk 
dalam pekerjaannya. Terlihat dalam cara mengajar guru selalu melandasi 
perilaku berdasarkan nilai keislaman dan selalu memasukkan adab-adab islam 
di dalam kelas. Rutinitas yang dilakukan para guru tersebut membuat mereka 
merasa terkontrol dalam berperilaku dan merasa lebih dekat dengan Allah, 
sehingga para guru memiliki perasaan dan pengalaman positif dalam 
kesehariannya yang  membuat para guru tetap bertahan dan melibatkan 
dirinya secara optimal dalam pesantren. 
Berdasarkan hasil temuan, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam 
mengembangkan komitmen guru di Pesantren Al-Amien dan Pesantren 
Sidogiri dilaksanakan secara holistik, integratif, serta berlangsung selama 24 
jam baik formal maupun informal, karena kiai, para pembina, guru, dan santri 
tinggal bersama dalam satu lingkungan pesantren. Beberapa cara yang telah 
dilakukan oleh kiai/pemimpin pesantren dapat dikelompokkan, antara lain: 
Pertama, pemberian iqrar guru secara tertulis terkait dengan kesediaan 
melaksanakan tugas; Kedua, memberi kesempatan kepada guru untuk 
berprestasi dengan memfasilitasi mereka untuk melanjutkan studi atau kuliah 
yang lebih tinggi ke jenjang S1, S2, dan S3 agar dapat bekerja secara 
profesional; Kedua, memberi perhatian dan pengakuan, berupa kata-kata atau 
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tindakan yang menyenangkan baik terkait urusan pekerjaan maupun sekedar 
bercakap-cakap tentang apa saja yang kiranya menjadi masalah aktual atau 
menanyakan kesehatan anggota keluarganya, menciptakan suasana 
kekeluargaan yang akrab, dan sebagainya; Ketiga, memberikan penguatan 
kepada guru agar mencintai pekerjaannya dan memberikan wawasan agar 
tumbuh kesadaran bagi guru akan nilai manfaat dari pekerjaan itu sehingga 
banyak membawa manfaat bagi diri, masyarakat, dan bangsanya yang pada 
akhirnya akan meningkatkan motivasi kerja, misalnya: internalisasi prinsip 
pengabdian, keteladanan, dan ketuntasan; Keempat, pelibatan guru dalam 
setiap posisi kepengurusan, dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya 
kepada guru untuk melaksanakan tugasnya. Dan dalam menjalankan tugas ini 
tidak terlalu mencampuri, kecuali guru membutuhkan petunjuk atau saran-
saran. Dengan pemberian kewenangan seperti itu akan meningkatkan 
keterlibatan para guru dalam setiap kegiatan kepesantrenan sehingga akan 
meningkatkan rasa tanggung jawab mereka; Kelima, memberikan kemudahan 
kepada guru yang telah melaksanakan tugas dengan baik misalnya 
mempromosikan pada guru yang berprestasi. Dengan model ini kebutuhan 
mereka akan terpenuhi sehingga pada perkembangannya akan memberikan 
kepuasan dan pada akhirnya akan meningkatkan komitmen mereka. 
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Jika dikaitkan dengan Teori Komitmen Organisasional yang 
dikembangkan Meyer dan Allen (1990)130 yang mengidentifikasikan tiga 
komponen komitmen organisasi, yakni sebagai berikut.  
1. Komitmen sebagai Keterikatan Afektif pada Organisasi (Affective 
Commitment) 
Affective commitment merupakan tingkat keterikatan secara psikologis 
dengan organisasi berdasarkan seberapa baik perasaan mengenai organisasi. 
Komitmen jenis ini muncul dan berkembang oleh dorongan adanya 
kenyamanan, keamanan, dan manfaat lain yang dirasakan dalam suatu 
organisasi yang tidak diperolehnya dari tempat atau organisasi yang lain. 
Semakin nyaman dan tinggi manfaatnya yang dirasakan oleh anggota, 
semakin tinggi komitmen seseorang pada organisasi.131  
Dari data tersebut tampak bahwa bentuk komitmen di Pesantren Al-
Amien dan Pesantren Sidogiri tidak ditentukan sekedar kesepakatan atau 
peraturan tertulis semata, melainkan memang karena panggilan jiwa dari 
masing-masing guru, bahwa mereka akan merasa bangga dan puas jika telah 
mengabdikan diri pada pesantren. Artinya unsur kepuasan tersebut tidak 
hanya materialistic saja, tetapi lebih pada kepuasan bathin. Pihak pengelola 
di kedua pesantren tersebut tidak memaksa secara administratif. Bagi guru 
yang tidak siap untuk menjaga komitmen, memperbaiki kinerja, atau 
keikhlasan dalam mengajar dipersilahkan untuk keluar. 
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Indikator affective commitment tersebut tampak pada guru di 
Pesantren Al-Amien dan Pesantren Sidogiri, diantaranya: Pertama, mayoritas 
guru siap untuk tinggal bersama keluarganya di dalam kompleks pesantren, 
sehingga secara otomatis mereka juga siap untuk mengabdikan diri selama 24 
jam untuk pesantren serta guru menaati semua aturan di pesantren, bahkan 
ada beberapa guru yang sampai wafat di pesantren tersebut; Kedua, 
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa mindset guru di sana 
"pesantren adalah rumah kita" dan "santri adalah anak-anak kita", maka 
para guru merasa masalah yang dialami pesantren dan dialami santri juga 
menjadi permasalahan bersama, sehingga mereka rela berkorban dan tidak 
hitung-hitungan keuntungan materi dalam menyelesaian masalah tersebut. 
Dengan demikian, dari deskripsi fenomena-fenomena di kedua pesantren 
tersebut telah menjawab indikator komitmen afektif yang dipersyaratkan oleh 
Allen and Meyer.  
2. Komitmen sebagai Biaya yang Harus Ditanggung jika Meninggalkan 
atau Keluar Organisasi (Continuance Commitment) 
Menurut Allen dan Mayer mengatakan bahwa continuansce 
commitmen adalah suatu penilaian terhadap biaya yang terkait dengan 
meninggalkan organisasi.132 Sedangkan menurut Greenberg dan Baron, 
continuansce commitmen adalah kuatnya keinginan seorang guru dalam 
melanjutkan pekerjaannya bagi sekolah disebabkan karena dia membutuhkan 
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pekerjaan tersebut.133 Jadi, dapat penulis simpulkan komitmen kontinyu 
merupakan keinginan kuat guru untuk bertahan di suatu lembaga tempat dia 
bekerja serta enggan untuk pindah ke tempat bekerja lainnya karena 
pertimbangan kebutuhan.   
Wujud dari indikator continuance commitment tersebut di Pesantren 
Al-Amien dan Pesantren Sidogiri, diantaranya: Pertama, sebetulnya 
sebagaian guru mendapatkan banyak tawaran untuk bekerja di tempat yang 
lain yang pendapatan dan tunjangan yang lebih besar, serta fasilitas yang 
lebih baik, tetapi tawaran tersebut tidak membuat mereka melepaskan 
tugasnya di pesantren saat ini, hal tersebut menunjukan loyalitas guru 
terhadap pesantren; Kedua, beberapa guru yang telah menyelesaikan studi S1, 
S2, dan S3 bahkan dari luar negeri, mereka dengan rela hati untuk 
mengabdikan diri kembali di pesantren. Padahal mereka bisa saja untuk 
menjadi dosen atau pekerjaan lain di luar pesantren yang lebih 
menjanjikan.134 Mengapa mereka rela mengabdikan diri ke pesantren apa pun 
resikonya? Dari hasil analisis peneliti, hal itu sebagai bentuk balas budi 
karena selama ini telah di didik oleh pesantren, sehingga merasa mempunyai 
kewajiban untuk mengabdikan diri ke pesantren. Ibaratkan anak yang telah 
diasuh orang orangtua, dan sebagai balas budi sang anak harus berbakti 
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134 Sebagai salah satu contoh yang dialami oleh Dr. H. Fattah Syamsuddin yang telah 
menempuh studi Magister (S2) dan Doktor (S3) di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Malaysia, 
dan sudah menjadi dosen di UKM Malaysia tersebut. Namun beliau merasa resah dan tidak tenang, 
sehingga akhirnya memutuskan untuk kembali ke pesantren Al-Amien untuk mengabdikan diri seperti 
guru di sana. Atau Ust. Bilaluddin yang telah menyelesaikan studi di STIE Tazkiya Bogor dan 
menerima tawaran untuk bekerja di salah perusahaan ternama di Surabaya, namun beliau menolaknya 
karena ingin kembali dan mengabdi di Pesantren Sidogiri. 
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kepada orangtuanya. Dari hasil temuan, selama ini guru yang keluar lembaga 
berdasarkan permintaan guru sendiri hanya karena alasan diangkat sebagai 
CPNS di daerah lain atau urusan pernikahan, tidak ada yang sengaja keluar 
karena tidak betah atau rendahnya bisyarah yang diterimanya. Dengan 
demikian, deskripsi fenomena tersebut telah menjawab komitmen kontinyu 
yang dipersyaratkan oleh Allen and Meyer.  
Temuan ini sekaligus sebagai kritik teori terhadap pendapat Allen and 
Meyer tersebut, bahwa komitmen kontinyu dikatakan sebagai hasrat untuk 
tetap bertahan di dalam organisasi karena kebutuhan hidup, dan merasa perlu 
untuk mempertimbangkan konsekuensinya jika harus meninggalkan 
organisasi tersebut. Dalam hal ini Allen and Meyer mengidentifikasi 
konsekuensi kebutuhan yang dimaksud lebih pada aspek materialistic dan 
profit yakni berupa biaya jika meninggalkan organisasi. Padahal para guru di 
Pesantren Al-Amien dan Pesantren Sidogiri rela bertahan dan enggan untuk 
meninggalkan pesantren, bahkan ada juga yang rela kembali ke pesantren 
setelah menyelesaikan studi meskipun telah mendapatkan pekerjaan yang 
lebih mapan. Hal itu tidak semata-semata dipengaruhi oleh pertimbangan atau 
konsekuensi materialistic, tetapi adanya kepuasaan bathiniyah yakni berupa 
kebanggaan jika bisa mengabdikan diri di pesantren dengan rasa ikhlas.  
3. Komitmen sebagai Kewajiban untuk Tetap dalam Organisasi 
(Normative Commitment) 
Menurut Allen dan Mayer mengatakan bahwa normative commitmen 
sebagai hasrat untuk tetap menjadi anggota organisasi karena rasa tanggung 
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jawab, artinya merujuk kepada tingkat seberapa jauh seseorang terikat untuk 
menjadi guru di sebuah organisasi yang didasarkan kepada perasaan seperti 
kesetiaan, kehangatan, pemilikan, kebanggan, kesenangan, dan lain-lain.135 
Sedangkan menurut Greenberg dan Baron, normative commitmen adalah 
kuatnya keinginan seorang guru dalam melanjutkan pekerjaannya bagi 
sekolah disebabkan karena dia merasa menjadi berkewajiban.136 Dari 
pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kuatnya keinginan guru 
dalam melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh karena memang menjadi 
tanggung jawabnya, memberikan perhatian dan rasa peduli kepada para santri 
dalam membimbing belajar, serta disiplin dalam bekerja. 
Bentuk dari indikator normative commitment ini di Pesantren Al-
Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri, diantaranya: Pertama, terkait 
dengan masa mengajar bagi guru-guru di sana tidak ditentukan oleh pihak 
pesantren atau tidak ada masa kontrak kerja seperti halnya di lembaga 
formal/lembaga-lembaga profit, namun yang mereka kerjakan itu atas dasar 
keinginan dan komitmen dari diri sendiri. Berdasarkan temuan, mayoritas 
guru di kedua pesantren tersebut telah mengajar minimal sekitar 5 tahun. 
Sebenarnya tidak ada paksanaan dari kiai/pimpinan untuk melanjutkan 
pengabdiannya tersebut, namun kebanyak guru lebih memilih untuk bertahan 
bahkan siap untuk menetap dalam kompleks pesantren selamanya. Artinya, 
mereka memilih untuk bertahan atau tidak meninggalkan pesantren memang 
karena merasa mengabdi di pesantren telah menjadi kewajiban atau amanah; 
                                                          
135 Allen and Meyer, The Measurement and Antecedents, 6 
136 Kunandar, Guru Profesional, 96 
140 
Kedua, indikator lainnya yakni seberapa jauh tingkat keterikatan atau 
hubungan guru dengan para santri, misalnya: guru memberikan perhatian, 
bimbingan dan kasih sayang kepada para santrinya; guru berusaha untuk 
mengenali santri-santrinya di pesantren supaya lebih mempermudah dalam 
mengontrolnya; serta guru juga berusaha ikut andil dalam setiap kegatan-
kegiatan kepesantrenan seperti shalat Duha, shalat Tahajjud, shalat Hajat, 
serta shalat berjamaah lima waktu bersama para santri. Dengan demikian, 
deskripsi fenomena tersebut telah menjawab komitmen notmatif yang 
dipersyaratkan oleh Allen and Meyer. 
Berdasarkan temuan penelitian, guru di Pesantren Al-Amien dan 
Pesantren Sidogiri memiliki beban kerja yang berat, yakni selain tugas 
mengajar mereka juga diberi tugas tambahan seperti menjadi wali kelas, tugas 
kepesantrenan, tugas kesantrian, tugas administratif, dan tugas-tugas lain. 
Artinya, tugas mereka tidak hanya membimbing santri di dalam kelas saja, 
tetapi juga berkewajiban membimbing santri di luar kelas. Jika dibandingkan 
dengan beban kerja guru di sekolah/madrasah formal sebagaimana dijelaskan 
dalam PP Nomor 19 tahun 2017, pasal 52 ayat 1 menyebutkan beban kerja 
guru, yaitu: "(1) Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan (2) 
Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; (3) Menilai hasil 
pembelajaran dan pembimbingan; (4) Membimbing dan melatih peserta 
didik; (5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan 
kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru." Serta pada ayat 2 pasal 52 
juga menjelaskan tentang maksud dari melaksanakan pembelajaran atau 
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pembimbingan adalah paling sedikit 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 
jam tatap muka dalam seminggu."137 
Bersamaan dengan kompleksnya kegiatan santri yang semakin 
banyak, tugas pengasuh serta para guru juga lebih rumit, karena tidak hanya 
mengurus kegiatan pada jam sekolah saja, tetapi juga mengurus kegiatan 
keseharian santri sehingga beban kerja yang harus dikerjakan lebih banyak 
dari pada guru sekolah/madrasah formal pada umumnya. Jika dilihat menurut 
PP Nomor 19 tahun 2017 pasal 52 ayat 1 dan 2, maka beban kerja yang 
diberikan kepada guru di pesantren sebenarnya mengalami kesenjangan 
karena selain melakukan tatap muka di kelas dengan santri, guru juga 
berkewajiban membimbing kegiatan harian santri di luar jam sekolah. 
Namun, meski demikian beratnya beban kerja yang dimiliki para guru 
tersebut tidak lantas menyurutkan kesediaan para guru untuk tetap bertahan 
dan konsisten bekerja di Pesantren Al-Amien dan Pesantren Sidogiri.  
Jika dilihat dari ketiga komponen komitmen yang ditawarkan oleh 
Allen and Meter di atas, maka bentuk komitmen guru di Pesantren Al-Amien 
dan Pesantren Sidogiri yang dominan yang ditemukan yaitu komitmen afektif. 
Komitmen afektif terjadi apabila pendidik ingin menjadi bagian dari 
pesantren karena adanya ikatan emosional, identifikasi dengan pesantren, dan 
keterlibatan anggota dengan kegiatan di pesantren. Komitmen selanjutnya 
yaitu komitmen normatif, yakni timbul dari nilai-nilai dalam diri pendidik. 
Para pendidik bertahan menjadi bagian dari pesantren karena adanya 
                                                          
137 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 
74 Tahun 2008 Tentang Guru, pasal 52 Ayat 1 dan 2 
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kesadaran bahwa komitmen terhadap pesantren merupakan hal yang 
seharusnya dilakukan. Para pendidik dengan komitmen normatif yang tinggi 
akan terus menjadi bagian dari pesantren karena merasa dirinya harus berada 
di dalam pesantren itu. Komitmen yang terakhir yaitu komitmen kontinyu, 
yaitu kesadaran guru akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. 
Guru dengan komitmen kontinyu yang tinggi akan terus menjadi bagian dari 
pesantren karena memiliki kebutuhan untuk menjadi bagian dari pesantren 
tersebut. Namun dalam hal ini, guru di Pesantren Al-Amien dan Pesantren 
Sidogiri enggan untuk meninggalkan pesantren bukan karena keuntungan 
materialistic semata, tetapi adanya kepuasaan bathiniyah. 
Hasil temuan dan pembahasan ini menunjukkan bahwa guru di 
Pesantren Al-Amien dan Pesantren Sidogiri menyadari bahwa bekerja sebagai 
guru pesantren merupakan bagian dari pengabdian, sehingga guru memiliki 
perasaan spritualitas di tempat kerja yang tinggi pada pesantren. Guru sebagai 
individu menyadari peran mereka sebagai seorang yang digugu dan ditiru 
oleh santri berusaha untuk menciptakan nilai-nilai spritualitas ketika 
berhubungan dengan santri dan orang lain. Guru juga menyadari apa makna 
dan tujuan mereka bekerja sebagai guru (meaning of work), guru menyadari 
bagaimana perasaan keterikatan dengan komunitas (sense of community) dan 




















Gambar 4.4. Pengembangan Komitmen Berbasis Spiritual dan Pengabdian 
di Pesantren Al-Amien Sumenep dan Pesantren Sidogiri Pasuruan 
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A. Kesimpulan  
Pertama, pengembangan Kompetensi Guru pada Pesantren Mu’adalah 
dilakukan melalui pembinaan yang lebih fleksibel, bersifat integratif dan 
holistik selama 24 jam baik tingkat madrasah maupun ma’had. Pengembangan 
guru di Pesantren Al-Amien Sumenep ditangani oleh Biro Pendidikan dan 
Pembudayaan (Devisi Guru Master), khususnya Bidang Keguruan. Pembinaan 
ini diikuti oleh semua guru di Al-Amien, baik Guru Tetap (Guru Wakaf), 
Guru Tidak Tetap, dan Guru Pengabdian. Pembinaan Informal di Al-Amien 
antara lain: (1) Guru diwajibkan untuk konsultasi kepada ‘Guru Master’ 
minimal minggu sekali; (2) Membudayakan belajar otodidak diantara guru dan 
santri; (3) Memberikan beasiswa atau studi lanjut ke S1, S2, dan S3. 
Sedangkan Pembinaan formal antara lain melalui: (1) Pembinaan Kelompok 
Guru Bidang Edukasi (KGBE) pada hari Kamis; (2) Pembinaan melalui Rapat 
Guru Lengkap (RGL) setiap bulan; (3) Pelatihan guru dengan mendatangkan 
pemateri dari luar; (4) Menyediakan ‘Kotak Putih’ berisi kritikan santri 
kepada guru. Adapun aspek-aspek pengembangan kompetensi yaitu: (1) 
Penguasaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris; (2) Perencanaan pembelajaran 
dalam bentuk Rencana Induk Program Pembelajaran (RIPP); (3) Pelaksanaan 
pembelajaran melalui kegiatan intra kurikuler, kokurikuler, dan ekstra-
kurikuler (integrated curriculum/al-manhaj al-muwahhad); serta (4) Evaluasi 
pembelajaran terdiri dari Ujian Mid Semester, Ujian Semester, dan Ujian 
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Akhir/Nihaie, berbentuk Ujian Lisan (Syafahi), Ujian Tulis (Tahriri), Ujian 
Praktik (Tathbiqi), dan Portofolio 
Sedangkan pengembangan Kompetensi Guru di Pesantren Sidogiri 
Pasuruan ditangani oleh Badan Tarbiyah wa Taklimiyah Madrasiyah 
(BATARTAMA) khususnya Bidang Pembinaan dan Pengawasan Madrasah 
(BINWASMA), sesuai klasifikasi guru yakni: Guru Dalam, Guru Luar, dan 
Guru Tugas (GT). Adapun pembinaan Informal di Sidogiri antara lain: (1) 
Memfasilitas belajar otodidak melalui pengembangan perpustakaan; (2) 
Konsistensi Guru Fan (Mata Pelajaran) minimal per 5 tahun; (3) Memberikan 
beasiswa pada guru. Sedangkan pembinaan Formal antara lain: (1) Dimulai 
sejak menjadi Guru Tugas (GT); (2) Halaqoh Guru Fan (Mata Pelajaran) 
setiap seminggu sekali; (3) Evaluasi mingguan antara pengurus harian dengan 
pengurus pleno; (4) Pembinaan Jumat Pon setiap sebulan sekali; (5) Pelatihan 
guru ‘ke dalam’ dan ‘ke luar’ oleh BATARTAMA; serta (6) Studi Banding ke 
pesantren lain. Aspek kompetensi yang dikembangkan yaitu: (1) Penguatan 
akidah ASWAJA melalui Annajah Center Sidogiri (ACS); (2) Penguasaan 
Bahasa Arab dan Bahasa Inggris, serta pemahaman Kitab Kuning; (3) 
Perencanaan pembelajaran melalui i’dad yang sederhana tetapi lebih 
substantif; (4) Pelaksanaan pembelajaran: Ma’hadiyah menggunakan ceramah, 
sorogan, dan bandongan. Madrasiyah menggunakan diskusi (bahtsul masail), 
demonstrasi, praktikum, dan penugasan; (5) Evaluasi pembelajaran: Tamrin 
Masal dibuat oleh LABSOMA, dan Tamrin Harian dibuat guru. Berbentuk 
Ujian Tulis, Ujian Lisan, dan Ujian Praktek. 
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Kedua, pengembangan Motivasi Guru pada Pesantren Mu’adalah 
merupakan aktualisasi dari falsafah atau prinsip-prinsip spiritualitas, 
keikhlasan, serta barakah yang selalu ditanamkan dan dibudayakan di 
pesantren, sehingga hasil yang diperoleh mereka berupa kepuasaan 
bathiniyah, yakni merasa puas ketika bisa mengabdikan diri di pesantren 
(balas budi/timbal balik). Adapun pemberian kompensasi di Pesantren Al-
Amien Sumenep, yakni: (1) Guru Tetap diberi bisyarah sekitar 280.000-
500.000/bulan; (2) Guru Tidak Tetap, disesuiakan dengan masa kerja dan 
jarak tempat tinggal; (3) Guru Pengabdian, bisyarah sekedarnya berupa 
perlengkapan mandi. Pemberian reward di Al-Amien diantaranya: disediakan 
tanah kaplingan bagi Guru Tetap, serta haji atau umroh bagi guru teladan atau 
prestasi. Meski gaji mereka kecil, kiai tidak tinggal diam, yakni memberikan 
alternatif jaminan ekonomi supaya guru tetap terjamin kebutuhan makan 
setiap harinya dengan cara menyiadakan Dapur Guru dan memberikan tugas 
untuk mengelola kebutuhan makan santri. Begitu pula jaminan kesehatan 
berupa pengobatan dan perawatan gratis bagi guru di Rumah Sakit Islam (RSI) 
Al-Amein. Terkait tunjangan sertifikasi selama ini masih disamakan dengan 
guru di sekolah formal yakni melalui PPG, berdasarkan mata pelajaran yang 
diampu, bukan lineritas ijazahnya.  
Pengembangan Motivasi Guru di Pesantren Sidogiri Pasuruan, bisyarah 
yang diberikan kepada guru telah diatur dan ditentukan oleh Bendara Umum 
Pesantren. Reward yang diberikan berupa pemilihan guru teladan akhir tahun 
(piagam penghargaan dan uang), serta pemberian beasiswa S1 dan S2. 
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Alternatif jaminan ekonomi yakni guru tetap dilibatkan dalam unit-unit 
ekonomi kepesantrenan, misalnya: untuk mengelola Koperasi Pondok 
Pesantren, BMT Sidogiri, minimarket Basmalah, kantin Santri, dan 
sebagainya. Jaminan kesehatan juga telah diberikan berupa pengobatan dan 
perawatan gratis bagi guru di Poliklinik pondok Sidogiri. Masalah sertifikasi 
memang pernah ada 1 guru yang menerima TPP pada tahun 2009, namun 
hanya dicairkan selama 6 (enam), sehingga saat ini tidak ada guru yang 
menerima sertifikasi sama sekali.  
Ketiga, pengembangan Komitmen Guru pada Pesantren Mu’adalah 
merupakan aktualisasi dari falsafah Trifungsi Guru (guru sebagai pendidik, 
guru sebagai manajer, dan guru sebagai thalabul ilmi), serta prinsip 
pengabdian dan keteladanan yang selalu dilestarikan di pesantren, sehingga 
mereka memiliki komitmen yang kuat yakni menjadi pendidik yang merasa 
memiliki pesantren, enggan untuk meninggalkan pesantren, dan amanah 
dalam melaksanakan semua tugasnya. Metode  pengembangan komitmen di 
Pesantren Al-Amien Sumenep antara lain melalui: (1) pemerataan dan rotasi 
pekerjaan; (2) pengarahan dan pembinaan dari majelis kiai; (3) Pemisahan 
antara pendidikan dan politik praktis; (4) Tidak adanya paksaan terkait 
masa/kontrak mengajar; (5) Konsekuensi guru yang mendapatkan beasiswa 
diwajibkan untuk kembali mengabdi kepada pesantren; (6) Konsistensi 
pemberian reward and punishment; dan (7) Keteladanan masyayikh dan guru 
senior. Terkait dengan beban kerja guru di Pesantren Al-Amien Sumenep 
berbeda dengan guru di sekolah/madrasah formal pada umumnya, guru di sana 
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bekerja full time di pesantren dalam tugas edukasional di kelas; tugas 
struktural di Tsanawiyah, Aliyah, dan Ma’had; serta tugas fungsional jadi 
pembimbing, wali kelas, tutor di kamar, dan konselor.  
Begitu pula metode pengembangan komitmen yang diterapkan di 
Pesantren Sidogiri Pasuruan, diantaranya: (1) Memberikan Iqrar Guru 
Sidogiri secara lisan dan tertulis setiap awal tahun pelajaran; (2) Melibatkan 
guru dalam berbagai kegiatan di pesantren; (3) Pengarahan dan interaksi 
intens antara kiai, majelis keluarga, pengurus, dan guru; (4) Penegakan tata 
tertib dan kedisiplinan sehari-hari; (5) Konsistensi pemberian reward and 
punishment; dan (6) Keteladanan masyayikh dan guru senior. Guru di MMU 
Sidogiri pun siap bekerja full time di pesantren berupa melaksanakan tugas 
menjadi guru fan di kelas madrasiyah, menjadi guru di ma’hadiyah, dan 
menjadi pengelola unit-unit di kepengurusan.  
B. Rekomendasi  
Pertama, terkait dengan hambatan belum adanya ‘kolom’ atau ‘menu’ 
khusus data guru Mu’adalah pada Pangkalan Data Online Website simpatika 
dari Kementerian Agama RI maupun Website dapodik dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI, sehingga dapat menghambat urusan 
administratif terkait dengan operasional pendidikan di Pesantren Mu’adalah. 
Oleh karena itu, penulis merekomendasikan kepada pemerintah, khususnya 
Kementerian Agama RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 
untuk dibuatkan ‘kolom’ khusus pada pangkalan data pusat, supaya 
penyelenggaraan pendidikan Mu’adalah dapat berjalan dengan maksimal.   
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Kedua, terkait dengan belum adanya Petunjuk Teknis khusus tentang 
standar kualifikasi dan kompetensi guru, standar gaji guru, beban kerja guru, 
hingga mekanisme akreditasi di pesantren Mu’adalah, karena selama ini 
disamakan dengan guru di sekolah formal padahal semuanya berbeda. 
Layanan dan standar guru di pesantren Mu’adalah memang berbeda dan 
memang tidak bisa disamakan dengan sekolah/madrasah formal pada 
umumnya. Semuanya itu diperlukan perlakuan khusus, yakni dengan 
merumuskan pedoman khusus, tidak seperti di lembaga formal, karena di 
pesantren Mu’adalah tidak ada kewajiban semua guru harus berkualifikasi 
ijazah S1, syarat utamanya adalah kemampuan dalam bidang edukasi yang 
diajarkan. Terkait dengan standar beban kerja guru di Pesantren Mu’adalah 
pun juga tidak bisa disamakan dengan madrasah formal. Standar beban kerja 
guru di sekolah/madrasah formal yakni mengajar 24 jam/minggu, sedangkan 
guru di pesantren Mu’adalah pembelajaran berlangsung full time, serta tidak 
ada batasan minimal jam mengajar. Guru mempunyai kewajiban membimbing 
siswa selama 24 jam, mulai mereka bangun tidur hingga tidur lagi, baik di 
kelas, di masjid, di ma’had, maupun di lingkungan pesantren. Sehingga wajar 
jika penulis menyarankan standar beban mengajar guru di pesantren 
Mu’adalah perlu dibuatkan aturan khusus. 
Ketiga, adanya perlakuan diskriminatif perlakuan antara Pesantren 
Mu’adalah dengan sekolah/madrasah formal. Misalnya diskriminasi guru di 
Pesantren Mu’adalah dengan guru di sekolah/madrasah formal terkait dengan 
layanan Tunjangan Profesi Pendidik. Meskipun dalam Peraturan Menteri 
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Agama No. 18 tahun 2014 tentang Pesantren Mu’adalah pada Pesantren, 
dalam penjelasan pasal 12 sebenarnya telah dijelaskan bahwa guru yang telah 
memenuhi kualifikasi dapat memperoleh tunjangan sertifikasi seperti halnya 
guru di sekolah/madrasah formal. namun, realita di Pesantren Mu’adalah 
memang ada beberapa guru yang telah mendapat tunjangan sertifikat pendidik, 
namun selalu terhambat pada tahap pencairan karena terkendala adanya 
ketidaksinkronan masalah administratif yang ada di Kementerian Agama 
terkait dengan guru Mu’adalah ini. 
Selain itu, terdapat pula diskriminasi santri di Pesantren Mu’adalah 
dengan siswa di sekolah/madrasah formal pada umumnya, yakni ketika para 
santri Mu’adalah ingin pindah atau mutasi ke sekolah/madrasah formal lain, 
terkait dengan masalah NISN dan penyetaraan kelas. Misalnya, santri 
Mu’adalah yang telah lulus kelas 3 (tiga) TMI yang seharusnya setara dengan 
MTs/SMP tetapi tidak dapat mutasi atau pindah ke lembaga formal 
MA/SMA/SMK, karena masalah legalitas penyataraan dengan jenjang 
MTs/SMP. Memang masih sering terjadi penolakan yang dilakukan 
sekolah/madrasah formal terhadap santri Mu’adalah untuk mutasi ke 
sekolah/madrasah formal disebabkan adanya sinisme bahwa karena santri 
Mu’adalah tidak melaksanakan Ujian Nasional maka tidak bisa pindah ke 
sekolah/madrasah formal, meskipun sebenarnya telah memenuhi semua 
persyaratan administratif dan sesuai regulasi. Oleh karena itu, penulis 
menyarankan kepada pemerintah untuk lebih getol mensosialisasikan bahwa 
karena pesantren Mu’adalah itu telah ‘setara’ dengan lembaga formal, maka 
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terkait perlakukan guru Mu’adalah dan mutasi santri Mu’adalah pun 
seharusnya tidak ditemui lagi permasalahan.  
Keempat, terkait dengan pembiayaan di Pesantren Mu’adalah, misalnya 
siswa di pesantren Mu’adalah tidak pernah mendapatkan Bantuan Siswa 
Miskin (BSM) maupun bantuan operasional dari pihak pemerintah, karena 
implementasi PMA No. 18 Tahun 2014 belum dapat diimplementasikan 
dengan optimal. Padahal pada Pasal 26 disebutkan bahwa, "pembiayaan untuk 
pesantren Mu’adalah dapat bersumber dari pesantren sendiri, pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lainnya yang sah." Dari 
sekian sumber tersebut hanya terdapat dua di antaranya yang mnejadi sumber 
utama, yakni pesantren dan masyarakat sendiri. Problematika pembiayaan 
lainnya yaitu terkait dengan kesejahteraan guru, standar gaji yang ditetapkan 
khusus guru di pesantren Mu’adalah hanya sekedar bisyarah, yaitu 
penggembira sekedarnya yang diberikan oleh pihak pesantren. Namun, 
hambatan tersebut tidak mengurangi kinerja para guru di sana, melainkan hal 
itu dipahami sebagai perwujudan dari salah satu pasca jiwa pesantren yaitu 
keikhlasan. Penulis menyarankan supaya regulasi terkait dengan pembiayaan 
pesantren Mu’adalah tersebut diimplementasikan dengan maksimal.  
C. Implikasi Teori  
Pertama, penelitian ini sebagai pengkritik sekaligus penyempurna teori 
Ronald W. Rebore (2004), khususnya terkait dengan metode pengembangan 
SDM, yakni: on the job training, off the job training, dan apprenticeship 
training. Namun, teori pengembangan SDM yang diungkapkan oleh Rebore 
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(2004) tersebut tampak masih terbatas pada pola pelatihan (training) saja, 
yang memiliki beberapa kelemahan, diantaranya: (1) lebih bersifat formalistik 
dan kaku atau kurang memberikan peluang adanya sentuhan-sentuhan 
humanis; (2) biaya penyelenggaraan yang relatif mahal; (3) kurangnya 
konsekuensi yang nyata untuk kesalahan dapat menyebabkan peserta/pendidik 
kurang berkineja, sehingga menghasilkan hasil yang tidak akurat; (4) 
peserta/pendidik tidak melakukan  pekerjaan yang sesungguhnya atau tidak 
dilaksanakan di dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya; (5) pelatihan 
biasanya dilaksanakan dalam kondisi buatan dan lebih bersifat sayembara 
belaka; (6) materi-materi yang diberikan biasanya bersifat teoritis dan nilai 
prakteknya berkurang, sehingga kurang kesesuaian antara kebutuhan materi 
dengan keadaan sesungguhnya.  
Teori Rebore (2004) tersebut mungkin lebih relevan jika diterapkan di 
sekolah formal, seperti pada kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
(MGMP) atau Kelompok Kerja Guru (KKG), Seminar, Workshop, dan 
sejenisnya, yang terkesan kaku dan formal. Hasil penelitian ini menemukan 
keunikan dalam pembinaan pendidik di Pesantren Mu’adalah dibanding 
dengan sekolah formal, yakni lebih fleksibel, bersifat informal, substantif, dan 
holistik karena berlangsung 24 jam secara integratif dengan kehidupan sehari-
hari antara kiai, guru, dan santri. Selain itu, pengembangan guru di Pesantren 
Mu’adalah lebih didominasi secara otodidak atau belajar mandiri. Hal itu 
tidak terlepas dari falsafah yang ditanamkan oleh kiai atau pemimpin 
pesantren yakni guru sebagai "thalabul ilmi", hadis tentang "belajar sepanjang 
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hayat", dan nasehat-nasehat seperti, "dengan belajar kau bisa mengajar, tapi 
dengan mengajar itulah hakikatnya belajar". Intinya, tertanamnya budaya 
belajar mandiri ini bukan sekedar karena tuntutan, tetapi memang rasa 
keingin-tahuan dan inovasi yang ingin mereka kembangkan. Pengembangan 
pola ini, pimpinan harus memberi pengarahan kepada setiap personel untuk 
selalu belajar secara mandiri dan otodidak serta memfasilitasinya.   
Kedua, penelitian ini mengkritik teori-teori motivasi sebelum Teori Z, 
seperti Teori Kebutuhan Hirarki Maslow, Teori Motivasi MC Clelland, Teori 
X and Y McGregor, dan Teori Motivasi Dua Faktor Frederick Herzberg, yang 
terlalu “Barat Sentris” yang hanya mengandalkan rasio, basic teori-teori 
tersebut berlatar belakang industri (profit), dibangun dari pengalaman 
organisasi bisnis, bukan lembaga pendidikan Islam. Hanya berkutat pada 
pengembangan SDM secara rasional, sehingga pendekatan “Barat Sentris” ini 
terlalu bersifat profit dan materialistik. Mereka masih menganggap bahwa 
faktor eksternal yang bersifat materialistik (insentif, reward, bonus) sangat 
mempengaruhi peningkatan motivasi dan kinerja SDM. Teori-teori ini juga 
kurang memperhatikan kenyataan sekitar bahwa terkadang manusia dalam 
menentukan perilakunya ada aspek-aspek yang tidak bisa dirasionalkan, hal 
itu karena dipengaruhi oleh falsafah yang ditanamkan, budaya organisasi yang 
diterapkan, dan spiritualitas yang yakini. Di pesantren yang lebih bersifat non-
profit, seringkali perilaku para pendidik di pesantren lebih dipengaruhi oleh 
unsur-unsur spiritual, substansial, dan non-material.  
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Temuan penelitian tersebut sebagai bukti kritis terhadap penganut 
paradigma falsafah material oriented yang berfikir bahwa materi adalah 
segala-galanya sehingga keberhasilan mereka dinilai hanya dari sejauh mana 
kemampuan mereka mengumpulkan uang dan membelanjakannya. Para 
pendidik yang material oriented ini sering kali terjebak pada pemikiran bahwa 
seberapa banyak waktu yang mereka luangkan untuk kegiatan mendidik 
adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus untuk memperkuat 
status sosial mereka di masyarakat, misalnya di beberapa media banyak guru 
yang melakukan aksi demontrasi atau menyibukkan diri dengan urusan-urusan 
yang bersifat administratif hanya untuk menuntut kenaikan jabatan atau 
kenaikan gaji dengan mengorbankan jam mengajarnya dan itu jelas 
berimplikasi kepada peserta didik yang secara alami ‘meniru’ tindakan-
tindakan dari pendidik yang dapat dikatakan ‘mengeluh’ terhadap keadaan 
saat ini. Juga sebagai pendidik, mereka cenderung ‘melupakan’ hal-hal yang 
sangat penting yakni sebuah keteladanan perilaku dan moral. 
Ketiga, penelitian juga menjadi penyempurna teori Z oleh William 
Ouchi, karena meskipun Teori Z ini dianggap sebagai teori motivasi yang 
paling mutakhir dan banyak pakar yang mengagungkannya, tetapi dalam 
penerapannya teori Z ini mengalami hambatan yakni apabila diterapkan dalam 
suatu manajemen pendidikan adalah saat kemampuan pesantren menurun 
dalam komitmennya untuk tetap mempertahankan para pegawainya, apalagi 
saat ketidakpastian ekonomi merusak sektor financial yang meningkatkan 
keinginan pegawai untuk berpindah tempat kerja untuk memperoleh 
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penghasilan yang lebih memadai dari sebelumnya. Selain itu, teori Z ini 
membutuhkan banyak pengorbanan, karena sifatnya yang holistik. 
Penyempurnaan terhadap teori Z ini terkait dengan relevan atau tidaknya 
diterapkannya teori Z dalam lembaga pendidikan adalah relative. Jika 
diterapkan di lembaga pendidikan, teori ini ada beberapa bagian yang relevan, 
dan ada juga yang kurang relevan, sehingga dengan sedikit modifikasi, teori Z 
masih relevan diimplementasikan dalam pesantren, misalnya pada elemen: (1) 
Slow Evaluation and Promotion. Bagian ini mungkin kurang relevan, 
sehingga menurut penulis lebih baik jika promosi dilakukan berdasarkan hasil 
penilaian kinerja, dan diutamakan pada pegawai yang kinerja dan prestasinya 
paling baik; (2) Non Specialized Career Path. Khususnya di pesantren, 
meskipun spesialisasi ijazah tidak linier atau tidak sesuai standar kualifikasi 
seperti di lembaga formal tidak ada masalah, karena prioritas utama di 
pesantren adalah aspek kompetensi atau keilmuan yang dikuasai, maka dia 
berhak mengajar bidang keahliannya tersebut, bukan sekedar dilihat dari 
kesuaian ijazah; (3) Concensual Decision Making. Pada lingkup pesantren, 
tidak semua proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara kolektif, 
hal itu tergantung karakteristik masalah yang diselesaikan. Misalnya: terkait 
dengan falsafah atau jati diri yang dianut pesantren itu merupakan 
kewenangan kiai utama; terkait kepemimpinan dan urusan keluarga dalem itu 
bagian majelis kiai/majelis keluarga; sedangkan urusan-urusan manajerial 
operasional, inovasi-inovasi pendidikan, serta teknis penyelenggaraan 
pendidikan dapat dilaksanakan secara kolektif di antara semua unsur 
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pesantren; dan (4) Implicit Control Mechanism, di pesantren meskipun prinsip 
kepercayaan dan kejujuran sangat dijunjung tinggi dalam fungsi pengawasan, 
tetapi mereka tetap menggunakan instrumen pengawasan secara tertulis 
dengan detail. Sedangkan pada tiga elemen lain, yaitu Life Time Employment, 
Collective Responsibility, dan Holistic Concern, masih relevan jika di terapkan 
pada lembaga pesantren.  
Keempat, penelitian ini juga sebagai pengkritik Teori Komitmen 
Organisasional oleh Meyer dan Allen (1990) yang mengidentifikasikan tiga 
komponen komitmen organisasi, yaitu: (1) komitmen afektif, (2) komitmen 
kontinyu, dan (3) komitmen normatif. Temuan penelitian ini mengkritik teori 
tersebut khususnya pada komponen kedua, bahwa komitmen kontinyu 
dikatakan sebagai hasrat untuk tetap bertahan di dalam organisasi karena 
kebutuhan hidup, dan merasa perlu untuk mempertimbangkan konsekuensinya 
jika harus meninggalkan organisasi tersebut. Dalam hal ini Allen and Meyer 
mengidentifikasi konsekuensi kebutuhan yang dimaksud lebih pada aspek 
materialistic dan profit yakni berupa biaya jika meninggalkan organisasi. 
Padahal para pendidik di pesantren rela bertahan dan enggan untuk 
meninggalkan pesantren, bahkan ada juga yang rela kembali ke pesantren 
setelah menyelesaikan studi meskipun telah mendapatkan pekerjaan yang 
lebih mapan. Hal itu tidak semata-semata dipengaruhi oleh pertimbangan atau 
konsekuensi materialistic, tetapi adanya kepuasaan bathiniyah berbasis 
spiritual dan barokah yakni berupa kebanggaan yang luar biasa jika bisa 
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